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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dipenghujung abad 20, dalam ilmu sosial, disemaraki oleh dua buku:
pertama dari Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man,' dan
kedua dari Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and The Remaking of
World Order’. Kedua buku tersebut oleh para sarjana sosial di sebagian besar
dunia memang telah ditempatkan sebagai buku terpenting untuk memahami
kondisi global setelah usai perang dingin.

B@ Francis Fukuyama (1989), berakhirnya perang dingin atau
berlakunya suatu kurun tertentu sejarah pasca perang, tetapi berakhirnya sejarah
itu sendiri; yakni titik akhir evolusi ideologi manusia dan universalisme
demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia.’ Pada titik
inilah sejarah manusia berada pada titik nadirnya. Hal ini ditandai dengan

kehadiran demokrasi liberal yang diusung Amerika Serikat (AS) yang sekaligus

! Fukuyama, Francis, Sejarah Telah Berakhir, The End of History (tetj), (Yogyakarta:
IRCISoD, 2003)

? Huntington, Samuel P, The Clash of Civilization and The Remaking of World Order, (New
York: Sinon and Schuster, 1996)

3 Meski demikian, tesis Francis Fukuyama ini tentu mendapat tentangan dari akademisi ilmu
sosial yang menyuguhkan validitas tesis tersebut. Menguatnya kekuatan China, Vietnam dan Rusia
merupakan anti tesa yang scnantiasa disuguhkan penentang Fukuyama atas tesis ini. Kendati demikian,
hemat penulis dalam konstelasi politik global senyatanya benturan ideologi yang pernah terjadi
dibelahan dunia kini mulai redup. Lihat Fukuyama, Francis, Sejarah Telah Berakhir, The End of
History, hal. 18 : ' '



menghentikan pertarungan ideologi sekaligus mengantarkan pada sejarah baru
dunia.

Pertarungan ideologi yang mewarnai abad sebelumnya hanya berpangkal
pada penegasan idcologi masing-masing Negara, melainkan tidak ada
transformasi ideologi tanpa batas. Berbeda dengan era sekarang, masyarakat
berada dalam payung yang sama dengan membawa latar ideologi, agama, budaya
dan ekonomi yang berbeda-beda. Dengan demikian, ruangan tersebut
menampilkan kontes peradaban yang lebih variatif sekaligus mengantarkan babak
baru dalam pertarungan dunia.

‘Meskipun demikian, kehadiran demokrasi liberal tidak lantas melenggang
mengisi isian sejarah paska perang dingin, melainkan mendapat tentangan dari
serpihan perang ideologi, terutama dari komunisme dan fasisme. Hanya saja,
fasisme tidak bertahan dalam ruang kontestasi dan hanya komunisme yang
bertahan menandingi demokrasi liberalisme ini.* Kendati demikian, demokrasi
liberalisme tidak lantas lepas dari penantang baru, justru sebaliknya ia mendapat
yjian dari ideologi komunisme. Kemenangan demokrasi liberalisme ini ternyata
tidak mengantarkan pada kemenangan mutlak, melainkan masih mendapat

perlawanan. China dan Rusia adalah representasi ideologi komunisme yang

4 Lihat Fukuyama, Francis, Sejarah Telah Berakhir, The End of History, hal. 38-48



hingga saat ini menjadi kekuatan penyeimbang bagi AS dan Negara-negara
pengusung Demokrasi Liberal.®

Terlepas dari debat tersebut, Fukuyama menambahkan, selain pengaruh
ideologi yang seringkali diposisikan sebagai ideologi alternatif ini, pada
gilirannya akan menggeser tenia berikutnya, yaitu munculnya gerakan yang
berbasis fundamentalisme agama.

Orang cenderung mengatakan bahwa kebangkitan agama
sedikit banyak membuktikan adanya kekecewaan luas terhadap
hilangnya hubungan pribadi dan terjadinya kekosongan spiritual
masyarakat konsumtif liberal. Namun sementara kekosongan di
jantung liberalisme ini jelas merupakan cacat ideologis —sesungguhnya
cacat yang tida memerlukan perspektif pengakuan agama- masih
‘belum jelas sama sekali apakah cacat ini dapat sembuh lewat politik.
Liberalisme modern sendiri secara historis merupakan akibat
kelemahan masyarakat agama yang karena gagal mencapai
kesepakatan mengenai hakikat hidup yang baik tidak mampu
menciptakan pra-kondisi perdamaian dan stabilitas paling minimal
sekalipun.®

Sementara itu, Samuel P Huntington telah memprediksi, kedepan
panggung pertarungan dunia bukan lagi pertentangan domain ideologi, melainkan

peradaban yang menjadi tema utama. Pasca perang dingin yang ditandai dengan

keruntuhan Uni Soviet, pertarungan ideologi dianggap tidak menemukan

5 Terlepas dari metamorfosa gerakan ideologi komunisme yang dikembangkan Francis
Fukuyama tehadap kedua Negara ini, setidaknya ide-ide awal Karl Marx yang kemudian
dikembangkan Lenin (Marxisme Lenin) dan Stalin masih menjadi semacam counter ideologi bagi
dominasi demokrasi liberal. Selanjutnya lihat Fukuyama, Francis, Sejarah Telah Berakhir, The End of
History, hal., 48-50

® Fukuyama, Francis, Sejarah Telah Berakhir, The End of History, hal. 63-64



relevansinya, dan kini peta pertarungan dunia memnulai babak baru.” Dalam
tafsirannya, tema peradaban yang direpresentasikan agama silih berganti akan
berbenturan satu dengan lainnya.

Ketika orang mendevinisikan identitas mereka dalam terma-
terma etnik dan keagamaan, mereka mungkin melihat hubungan “kita”
melawan “mereka” yang ada antara mereka sendiri dan orang-orang
yang berbeda etnik atau agama. Berakhimya Negara-negara yang
berbasis ideologi di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet memungkinkan
identitas dan kebencian etnik tradisional mencuat ke permukaan.
Perbedsan budaya dan agama menciptakan perbedaan perbedaan
dalam masalah kebijakan, mulai dan hak asasi manusia sampai

imigrasi, perdagangan, dan lingkungan.®

7 Konflik terpenting di masa mendatang akan terjadi sepanjang garis pemisah budaya
(cultureal fault lines) yang saling memisahkan antara peradaban. Hemat Huntmgton, hal itu dipicu
oleh: Pertama, perbedaan antara peradaban tidak henya riil, melcinkan juga mendasar. Peradaban
terdiferensiasi oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang lebih penting lagi, agama. Kedua, dunia
sekarang semakin menyempit. Interaksi antara orang yang berbeda peradaban semakin meningkat.
Interaksi yang meningkat ini mempertajam kesadaran dan rasa perbedaan peradaban antara orang atau
masyarakat yang berbeda peradaban tapi juga mempertajam kesadaran akan kesamaan-kesamaan yang
terdapat dalam peradaban itu. Ketiga, modernisasi senantiasa mengantarkan orang atau masyarakat
tercerabut dari identitas local yang berakar dari dalam, disamping memperlemah Negara-bangsa
sebagai sumber identitas mereka. Keempat, munculnya kesadaran peradaban dimungkinkan karena
peran ganda Barat. Di satu sisi, Barat berada di puncak kekuatan. Dan di sisi lain, dan ini mungkin
akibat posisi Barat tersebut, kembalinya ke fenomena asal sedang berlangsung diantara peradaban-
peradaban non- Barat. Kelima, karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa menyatu dan karena itu
kurang bias kompromi disbanding karakteristik dan perbedaan politik dan ekonomi. Keenam, terjadi
regionalism ekonomi semakin kuat. Lihat Samuel P. Huntington, Konflik Peradaban? Dalam
Fukuyama, Francis dan Huntintong, Samuel P, The Future of The World Order, Masa Depan
Peradaban Dalam Cenglrama Demokrasi Liberal Versus Pluralisme (terj. Ahmad Faridl Ma’ruf)
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2603) hal. 77-80

® Sumber fundamental dari kontlik dalam dunia baru ini pada dasarnya tidak ideologi atau
ckonomi, melainkan buraya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik yang
dominan. Negara bangsa tetap akan menjadi aktor yang paling kuat dalam percaturan dunia, tetapi
konflik politik global yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok karena
perbedaan peradaban inereka. Benturan antara peradaban akan mendominasi politik global. Garis-garis
pemisah antara peradaban akan menjadi ajang pertentangan di masa depan.

Sementara itu, peradaban adalah pengelompokan tertinggi dari orang-orang dan tingkat
identitas budaya yang paling luas yang dimiliki orang sehingga membedakan dari spesies lainnya. Ia
dibatasi oleh unsur-unsur obyektif yang sama: seperti bahasa, sejarah, agama, adat-istiadat, institusi,
dan dibatasi oleh unsur-unsur subyektif: identifikasi-diri dari orang-orang itu. Oleh karena itu, proses
identifikasi diri tak bias terhindarkan seiring dengan proses masing-masing peradaban dan kelak akan
saling berinteraksi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ketika antara peradaban saling bergesekan
akan melahirkan benturan peradaban yang tak bias terhindarkan, /bid, hal., 82-83



Tema peradaban akan dominan dalam mewarnai percaturan politik global
kedepan. Sama halnya dengan Francis Fukuyama, perang pertarungan ideologi
antara sosialisme dan liberalisme berakhir dengan kemenangan liberslisme.
Kemenangan liberalisme bearti telah menyediakan ruang keterbukaan dan
kompetensi tanpa melihat latar belakang sejarah, bahasa, warna kulit, dan agama.
Sebagai sebuah system yang mendorong kompetisi, prinsip utama liberalisme
ialah menciptakan tatanan masyarakat, ekonomi ataupun politik tanpa
menelantarkan dan senantiasa menampung sekian perbedaan. Kendati demikian,
justru kemenangan iiberalisme ini menggeser percaturan bukan lantara perbedaan
ideologi, melainkan karena perbedaan peradaban dalam satu ruang dan waktu.

Berangkat dari prediksi kedua pemikir diatas, kita melihat permulaan
Abad ke-21 ini, peta tatanan sosial-politik dunia internasional ditandai dengan
menggeliatnya fenomena radikalisme agama. Kekerasan atas nama agama
menjadi pemandangan memilukan diberbagai tempat belahan r- sara-negara di
dunia ini. Atas nama “Tuhan”, seseorang dapat saja membunuh orang lain,
kelompok tertentu, tempat ibadah milik agama tertentu, fasilitas milik publik,
bahkan tempat sebagai bagian dari simbol-simbol politik dari suatu kekuatan
politik atau ideologi tertentu pula. Dengan dalih demi keagungan Tuhan,’

“menegakkan kebenaran”,'® “keadilan”, “merubah sistem kafir’"! dan seterusnya,

? Tentang tindakan dengan dalih keagungan Tuhan ini Lihat Khaled Aboe el-Fadl, Atas Nama
Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif, (Jakarta: Serambi, 2004)

' Dalam perspektif postkolonial menegaskan pentingnya menimbang paradigma teitang
klaim kebenaran, yang lebih sesuai dengan jiwa zaman (zeitgeist), yakni bahwasannya kebenaran



seseorang dengan sadar merelakan dirinya untuk menjadi martil dalam bentuk
tindakan berupa bom bunuh diri, intifadah, atau berbagai kegiatan lainnya yang
ujung-ujungnya membunuh secara massal manusia yang tidak tahu duduk
persoalan.

Agama senantiasa mewarnai pertarungan lintas bangsa yang memiliki
ragam identitas, dan agama senantiasa menjadi alat menentukan identitas
individu. Millenium kedua ini agama menjadi pembeda (differance) yang
menggeser pembedaan berdasarkan ideologi.'? Tak pelak, agama menjadi
instrument atribusi individu yang pada gilirannya menyediakan ruang kontestasi
dan senantiasa memicu benturan diantaranya.

Seiring dengan pendapat diatas, Komaruddin Hidayat (2001) melihat fakta
pasca Perang Dunia II yang dianggap potensial sebagai sumber konflik adalah
ideologi kebangsaan (nasional'sm), maka dipenghujung abad ke-20 sumber

konflik itu bergeser pada kebangkitan sentimen agama dan etnisitas (religion and

peradaban itu bersifat universal, ia berserak dimana-mana dan bukannya monopoli milik komunitas
tertentu yang terjadi selama ini. Kasiyan, Revitalisasi dialektika pluralitas budaya global dalam
perspektif poskolonial, dalam Jurnal Humaniora Volume XV, No. 1/2003. Hal., 79. Menurut Moh.
Shofan (2007), Jika suatu agama berhadapan dengan agama lain, malah yang sering muncul adalah
perang (ruth claim (keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah
satu-satunya agama yang benar), dan selanjutnya perang salvation claim (keyakinan dari pemeluk
agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh
umat manusia). Secara teologis truth claim dan salvation claim ini dapat menimbulkan berbagai
konflik sosial politik, vang mengakibatkan berbagai macam perang antar agama yang sampai sekarang
masih menjadi kenyataan di zaman modem ini. Makalah diseminarkan dalam acara bedah buku karya
Fathi Osman yang berjudul “Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan” kerjasama Pusat Studi Islam
dan Filsafat (PSIF) UMM dengan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Univ. Paramadina Jakarta
di aula BAU UMM Senin, 22 Januari 2007.

' Terkait dengan menegakkan kebenaran, keadilan, dan merubah system kafir ini lihat, Tim
Redaksi, Ruang Publik Agama, dalam Jurnal Gerbang No. 13. Vol. V Oktober 2002 — Januari 2003,
Hal,, 257

12

Press,1991)

Lihat Connolly, William E., Identity And Diference, (London: University of Minnesota



ethnicity).’> Agama dan etnisitas menjadi pemicu konflik antar individu,
masyarakat atau Negara-bangsa. Lebih lanjut, agama sebagai realitas sosial
didalamnya tidak hanya terkandung aspek ajaran yang bersifat normative-
doktrinal, melainkan juga terdapat variable pemeluk, tafsir ajaran, lembaga
keagamaan, tempat suci serta bangunan ideologi yang dibangun dan dibela oleh
pemeluknya. Dengan demikian, wajar saja jika konflik lintas agama terjadi
ternyata bukan lantaran dipicu oleh normative-doktrinal, melainkan lebih pada
domain peneguhan identitas agama.

Dalam perkembangannya, Agama dan etnisitas menjadi isu sensitive yang
kerap kali memicu pertikaian. Sebagai sebuah identitas, ditengah masyarakat yang
demikian plural dan multicultural, agama dan etnisitas sedang mendapat ujiannya
sebagai bagian dari identitas. Jika tidak mampu mempertahankan identitasnya,
secara pelan tapi pasti akan tergerus dalam identitas lainnya. Pada gilirannya,
akan terjadi pemilahan antara yang mainstream dan non-mainstream, atau logika
mayoritas dan minoritas. Pendek kata, ditengah kontestasi identitas ini (agama
dan etnisitas) lambat laun akan menyeret salah satu identitas mengakui kebesaran
identitas lainnya.

Wajar saja terjadi. Seiring dengan terbentuknya tatanan tanpa batas ---

yang lazim dikenal dengan era global (global age),'* tatanan ini tidak saja

¥ Lihat Hidayat, Komaruddin, Konflit Antaragama, dalam Madjid, Nurcholis, Pluralitas
Agama, Kerukunan Dalam Keragaman, (Jakarta; Kompas, 2001) hal., 90

4 Terlalu banyak pengujaran terma globalisasi, dan tentu saja dengan tir zkat variasi sangat
tinggi. Kemajemukan varian itu sebagai konsekuensi akademis dari perspektif dan orang yang



membawa problem krusial bagi kelangsungan dan keberlanjutan ekonomi, politik
dan budaya, melainkan juga problem kedamaian dalam konstruk besar Negara-
bangsa (Nation-state building). Alih-alih globalisasi juga membawa problem
tersendiri bagi keutuhan dan integritas Negara-bangsa, tentu saja dibarengi oleh
semakin derasnya “negasi” dan “ekslusi” identitas kemajemukan agama, dan
bahkan kelangsungan pro-eksistensi kemanusiaan. Lebih singkatnya, hudirnya
globalisasi ---meskipun bukan sebagai satu-satunya entitas pendorong (driving
Jorce), tak urung semakin menjauhkan bangunan Negara-bangsa dari bangunan
kedamaian.

'Fakta cukup kentara adalah, merebaknya berbagai peristiwa pengeboman
puluhan rumah ibadah (Gereja) ditanah air dan peledakan sarana public, terlebih
yang melibatkan para pelaku bunuh diri (suicide bombers). Serangkaian peristiwa

“kekerasan/teroris” itu tidak semata-mata melibatkan actor lokal yang berdiri

mengujamya. Seorang yang meniliki latar akademik dibidang ekonomi tentu akar ..ielahirkan formula
berbeda dengan akademisi teknologi dan informasi, dan begitu seterusnya. Sebagaimana dijelaskan
pada paparan selanjutnya, kelahiran global violence acts mengemuke akibat ketidak mampuan pelaku
pasar dominant mengantisipasi efek domino globalisasi ekonomi. Dalam perspektif ekonomi,
globalisasi merujuk pada hasil penyatuan antara sector ekonomi dan financial diseluruh dunia akibat
transformasi teknologi dan komunikasi, perubahan geo-politik dan ideologi dominant yang digerakkan
oleh pasar. Jacques Hallak, Globalization, Human Rights and Education, (Paris: UNESCO;
International Institute for Educational Planning, 1999), hal. hal. 8. Atau, pola kegiatan perusahaan
raksasa dilintas Negara yang mencakup penanaman modal internasional, perdagangan (frade),
persekutuan menghasilkan pengembangan produk, produksi (production), bahan-bahan produksi dan
pemasaran. Linda Low, “Implications of Globalization for Proverty Reduction Efforts in Asia and the
Pasific”, paper is presented at the Asia and Pasific Forum on Proverty: Reforming Policies and
Institutions for Property Reduction, Manila, Asian Development Bank (2001), hal. 2-3.



sendiri, tetapi lebih dari itu, juga  sangat kuat dipahami terkait kuat dengan
“jaringan kekerasan global/terorisme global”.!®

Secara tidak langsung, aksi-aksi peledakan (pengeboman) tempat-tempat
ibadah maupun sarana public juga digerakkan dan difasilitasi oleh jaringan global.
Dan tentu saja, kolaborasi aktor lokal dan jaringan global juga sangat dipengaruhi
dan digerakkan oleh —salah satunya-- efek domino globalisasi. Intinya, hadirnya
global violence networking yang dimediasi dan difasilitasi oleh pelaku-pelaku
kekerasan lokal juga dapat dipandang sebagai salah satu “jawaban” dan
bahkan “perlawanan” atas pemberlakuan politik dan ekonomi globalisasi.'®
Terlepas dari kutub pro dan kontra terhadap labelisasi aksi-aksi kekerasan sebagai
tindakan terorisme, yang pasti, impact yang ditimbulkan benar-benar
memberangus tatanan kedamaian Negara-bangsa.

Prediksi diatas semakin mendapat legitimasinya manakala terjadi

peristiwa memalukan bagi Amerika Serikat. Tepatnya pada tanggal 11 September

15 Amir Syamsyuddin, “Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan”, Kompas, 30 Juli
2004.Tentang dua kutub penerimaan atas labelisasi terorisme ini, lihat. Mark Juergensmeyer, Teror
Atas Nama Tuhan, kebangkitan Global Kek: asan Agama, (Jakarta: Nizam Press, 2002), hal. 12.

16 Tesis sementara ini, memang mengundang debatable dan mungkin saja masih terasa berat
diterima. Namun, tesis ini perlu dinyatakan untuk menunjukkan serangkaian peristiwa peledakan
Gereja maupun sarana publik ditanah air bukan berakar pada masalah agama —meski agama dilain
pihak juga punya peperan penting, tetapi lebih didadasarkan pada kegagalan actor Jominan globalisasi
(pelaku pasar global) mengantisipasi efek domino kebijakan politik dan ekonomi mereka.
Jurgensmeyer mengajukan paparan menarik dengan mengambil contoh kasus, Oesama Bin Laden,
“barangkali tidak fair jika mencap Osama Bin Laden sebagai seorang teroris muslim...seakan-akan
mereka melakukan aksi kekerasan dikarenakan keyakinan-keyakinan mereka sebagai seorang
Islam...Namun, kenyataan bahwa agamalah yang melatar belakangi mereka, dan dibalik begitu
banyaknya pelaku kekerasan publik yang sangat beragam, mengindikasikan bahwa agama, secara
inhern, bersifat revolusioner...Para aktifis seperti Bin Laden barangkali dianggap sebagai pejuang
antiglobalis...era globalisasi dan postmodemnitas menciptakan sebuah konteks yang didalamnya
otoritas dijual dengan harga murah dan kekuatan-kekuatan lokal terlepas”. Mark Juergensmeyer,
Teror Atas Nama Tuhan, hal. xvi-xvii.



2001 menara World Trade Center (WTC) New York, Amerika Serikat (AS) di
Bom, simbol kekuatan ekonomi negara adidaya ini runtuh dalam sekejab.
Serangan Bom bunuh diri dengan menggunakan pesawat ini menandai
dimulainnya babak baru peta percaturan dunia. Negara yang dikenal dengan
kecanggihan alat militer dan intelegennya ini kecolongan dalam pelbagai menit
saja, dan sebagai symbol kekuatan ekonomi menara kembar ini rata dengan tanah.
Dalam investigasinya, dalang dibalik aksi tersebut dilakukan kelompok Islam
garis keras.'’

Akibatnya. gerakan perang terhadap teroris (war on terorism) ini
melahirkan sikap kecurigaan masyarakat dunia (bangsa Barat) dan khususnya
Amerika.'® Secara tegas dan terang-terangan, kampanye perang melawan
terorisme ini bukan hanya isapan jempol belaka, melainkan benar-benar menjadi
program nyata, khususnya di Timur Tengah dan Negara-negara yang mayoritas

Islam."

7 Dalam pelbagai literatur hasil investigasi menemukan bahwa dibalik aksi yang
menewaskan kurang lebih 3000 orang ini dilakukan oleh jaringan al Qaedah pimpinan Osama Bin
Laden. Dengan demikian, bagi Amerika dan Eropa inilah babak perang melawan teroris yang
senantiasa dialamatkan pada kelompok Islam Radikal. Sembari mengadakan operasi besar-besaran
terhadap teroris, Barat memulai mengkampanyekan isu benturan peradaban antara Islam dan Kristen.
Lihat Kimball, Charles, When Religion Becomes Evil, (harperCollins - eBooks, 20"C) hal 2

'8 Bakri, Syamsul, Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer, Jumal Dinika,
Volume 3 Nomer 1, Januari 2004

1 Melalui proyek “war on terrorism” Amerika Serikan melakukan ekspansi besar-besaran
melalui program strategis. Dengan menggandeng LSM, NGOs, dan Pemerintah, Amerika mengusung
gagasan Islam yang lebih toleran terhadap perbedaan dan menolak terhadap aksi terorisme yang
dilancarkan kelompok-kelompok radikal. Lebih jauh, dalam perkembangannya, wacana kelslaman di
Indonesia pun mengarah pada program besar amerika ini. Sementara pada saat yang sama, kelompok
Negara timur tengah, khususnya yang dipelopori Arab Saudi melalui “a/ Gazwa al Fikr” melakukan
internasionalisasi Wahabisme yang menjadi ideologi perjusngan Islam. Lihat Baso, Ahmad, NU
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Dalam konteks Indonesia, Reformasi menjadi jembatan yang
mengantarkan pada babak baru kehidupan sosial-keagamaan. Sejak munculnya
transisi demokrasi yang ditandai oleh tumbangnya kekuasaan Subarto, tema
agama dan etnisitas tampil dan memainkan peran penting. Bukan hanya pada
level diskursus, melainkan jusa praktik yang senantiasa mengisi dinamika
perjalanan bangsa pasca reformasi.

Dalam ruang sosiologis, agama senantiasa memainkan peran penting dan
bahkan menjadi petanda sekaligus pembedaan identitas. Bangsa Indonesia yang
selama ini dikenal sangat toleran dengan perbedaan, negara yang memiliki
berbagai agama ini tampil dengan arogansi subyektif atas keyakinan agamanya.
Begitu pula dengan etnisitas, perbedaan sejarah, warna kulit, bahasa, dan budaya
menjadi jurang pembeda antara sesama bangsa Indonesia. Interaksi antara etnis
kerap kali diwarnai dengan saling curiga dan bahkan berujung pada pertikaian
karena perbedaan cara pandang.

Sebaliknya dengan Reformasi, selamaz masa Orde Baru ragam aliran,
kelompok dan sekte keagamaan tidak berani tampil secara vulgar. Pemerintahan
ini melakukan cara-cara tertentu agar tidak terjedi upaya perlawanan dari
kelompok minoritas. Minoritas tidak mendapat ruang dan memsang pemerintahan

ini tidak menyediakan kelompok ini. Sehingga, ketidakhadiran minoritas bukan

Studies: Pergolakan Pemikirun Aniara fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal,
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 413
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lantaran mereka tidak ada, melainkan sengaja oleh orde baru ditiadakan.?’
Reformasi dengan dinamika politik yang lebih terbuka dan memberikan
perlindungan hukum kepada tiap individu dalam berpendapat dan berekspresi ini
menyediakan ruang bagi kelompok keagamaan. Tidak heran jika reformasi
menjadi kesempatan bagi kelompok ini dalam mentransformasikan gagasan.
Inilah momentum berdirinya demokrasi di Indonesia yang sekian lama dipangkas
Orde Baru.

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic ini, demokrasi ditantang
untuk mampu menghadapi pluralism yang ada didalamnya. Karena faham
kemajemukan masyarakat adalah bagian penting dari tatanan masyarakat maju.
Dalam paham itu dipertaruhkan, antara lain; sehatnya demokrasi dan keadilan.
Pluralism tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak
kelompok lain, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil

kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati.’!

% Dengan tegas pemerintah melalui kementrian agama telah mengeluarkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969
tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Meskipun demikian, selama pemerintah
Orde Baru aturan tersebut senantiasa bukan menjadi jaminan bagi kelompok keagamaan lain
menuangkan spriritual dan ekspresi keagamaannya dengan rasa aman. Sebaliknya, pemerintah menjadi
kekuatan otoritatif yang pada gilirannya menjadi control kebenaran agama. Hemat Khaled Aboe el-
Fadl (2004) terdapat dua jenis otoritas, yaitu “memangku otoritas” (being in authority) dan
“memegang otoritas” (being an authority). Memangku otoritas artinya menduduki jabatan resmi atau
structural yang berkewenangan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Pemangku otoritas dipatuhi
karena dia memiliki daya paksa. Lihat Khaled Aboe el-Fadl, Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke
Fikik Otoritatif, (Jakarta: Serambi, 2004), hal. 37

3! Ruslani, Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, (Yogyakarta: Yayasan Bentang
Budaya, 2000), hal., 216
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Bangsa yang selama ini senantiasa toleran dalam memandang perbedaan
tiba-tiba berubah dalam sekejab. Sikap saling curiga antar agama dan suku
meluap sechingga tidak terbendung dan mengantarkan konflik, diskriminasi,
radikalisme dan intoleransi. Fakta cukup kentara adalah, merebaknya berbagai
peristiwa pengebcman puluhan rumah ibadah (Gereja) ditanah air dan peledakan
sarana public, terlebih yang melibatkan para pelaku bunuh diri (suicide bombers).
Menurut Rumadi (2007), harus diakui dengan jujur, kehidupan beragama di
Indonesia sekarang ini ditandai dengan fenomena yang merisaukan. Di satu pihak,
terjadi gelombang Islamisasi luar biasa yang ditandai dengan adanya formalisasi
syariat Islam di sejumlah daerah dengan berbagai isu yang dipilih, dan dipihak
lain terjadi gelombang penyesatan satu aliran keagamaan atas aliran dan ekspresi
keagamaan yang lain.?? Yang terakhir disebutkan merupakan ancaman bagi Hak
Asasi Manusia (HAM) dan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Konflik komunal yang terjadi di Kota Ambon, 19 Januai 1999 menjadi
tittk balik perjalanan masyarakat, khususnya mengenai kemajemukan.
Konsekuensi selanjutnya kebidupan 209.303 warga kota berada dalam situasi
tidak menentu. Lebih dari separuh — tepatnya 129.068 warga — hidup sebagai
pengungsi. Jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi 106.732 jiwa (Eddy O.

S Hiariej: 2004)

2 Rumadi, Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara, catatan pengantar dalam
Suaedy, Ahmad DKk, Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia
(Jakarta: the Wahid Institute, 2007), hal. 2
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Tahun 2000, merupakan peristiwa yang mengerikan dalam tata sosial-
keagamaan di Indonesia. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu dua tahun saja,
terjadi aksi peledakan terhadap tempat-tempat ibadah umat Kris.cn, yaitu Gereja.
Meskipun korban tewas dalam aksi tersebut tidak begitu banyak, setidaknya ini
menjadi blue print bagi kemajemukan yang selama ini melapisi sistem sosial
masyarakat.

Bom malam Natal tahun 2000 yang terjadi di sejumlah Gereja
di Jakarta, Mojokerto (Jawa Timur), Bandung, Sukabumi (Jawa Barat),
dan Pekanbaru (Riau).23 Aksi peledakan yang nyaris memiliki
kesamaan waktu ini menelan korban tewas 29 dan 95 orang luka berat.
Pengeboman yang paling tragis terjadi di Pekanbaru. Jumlah korban
tewas mencapai lima orang dan 27 orang luka-luka. Sedangkan Jakarta
‘korban tewas sebanyak tiga orang, masing-masing Ronny Hariadi dan
Hendra Putra —keduanya jemaah Gereja Santo Yosep di Jakarta Pusat—
serta korban lain adalah Abdul Karim, penjual rokok di sekitar gereja
tersebut. Sementara itu, pada 22 Juli 2001 Bom meledak di Gereja
Santa Anna dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di
Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Lima orang meninggal dunia.
Dan selang 9 hari tepatnya 31 Juli 2001, Bom kembali meledak di
Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Semarang, 2

Sementara itu, tanggal 12 Oktober 2002 Indonesia kembali diguncang
Bom. Dua tempat hiburan publik yaitu Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Kuta,

Bali rata dengan tanah. Dua Bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan

yaitu pukul 23.05 WITA. Lebih dari 200 orang tewas, 200 lebih lainnya luka

» Santana Sembiring, Edi, Bom Malam Natal,
http.//ekstm.kompasnana.com/group/ﬁksﬁoow 12/24/Bom-malam-natal/ diakses 28 Febuari 2010.
Antonarizal, Data Ledakan Bom dilndonesia 2000-2009,

http://Islamebook. wordpress.com/2009/07/19/data-ledakan-Bom-di-Indonesia-2000-2009/ diakses 28
Febuari 2010
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berat maupun ringan. Jika dibandingkan dengan peledakan sebelumnya, aksi Bom
di Bali ini adalah peristiwa pelevakan yang memakan paling banyak korban jiwa.
Bukan hanya itu, peledakan di pusat pariwisata andalan Indonesia ini juga
berdampak pada ekonomi, politik hingga nasib hubungan antar agama, khususnya
di Bali sendiri.

Tanggal 5 Agustus 2003 Bom meledak di kawasan Hotel JW Marriot
Mega Kuningan, dan menewaskan 14 orang tewas. Sementara tanggal 10 Januari
2004 kembali Bom meledak di Palopo, Sulawesi yang memakan korban 4 orang
tewas. Pada tanggal 9 September 2004 Ledakan dahsyat (high explosive) terjadi di
Kedubes Australia. Gedung-gedung pencakar langit di Jl. HR Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta, yang berada di dekat Kedubes Australia juga hancur,
mewaskan enam orang. Dan, pada tanggal 12 Desember 2004 Bom meledak di
Gereja Immanuel, Kota Palu. Kembali terjadi di Poso, tanggal 28 Mei 2005 Bom
meledak di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, 22 orang tewas. Dan pada
pertengahan tahun, tepatnya tanggal 8 Juni 2005 Bom meledak di halaman rumah
Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Jibril di
Pamulang Barat.”

Tanggal 1 Oktober 2005 Bom kembali meledak di Bali. 22
Orang tewas. 31 Desember 2005 Bom meledak di pasar di Palu,
sulawesi Tengah. 10 Maret 2006 Ledakan Bom di rumah penjaga

Kompleks Pura Agung Setana Narayana di Desa Toini, Poso. 22 Maret
2006 Sekitar pukul 19.00 WITA, Bom meledak di pos kamling di

*  Antonarizal, Data Ledakan Bom di Indonesia2000 - 2009, http:
Islamebook.wordpress.com/2009/07/19/data-ledakan-Bom-di-Indonesia - 2000 - 2009, diakses 28
Febuari 2010
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Dusun Landangan, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir. 1 Juli 2006
Sebuah Bom meledak di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST)
Eklesia, Poso, Sabtu (1/7), sekitar pukul 22.15 Wita yang cukup keras
hingga terdengar dalam radius tiga kilometer. Dilaporkan tidak ada
korban jiwa maupun kerusakan materiil. 3 Agustus 2006 Sekitar pukul
20.00 WITA, Bom kembali meledak di Stadion Kasintuwu yang
terletak tepat di samping Rumah Sakit Umum Poso. 18 Agustus 2006
Bom meledak di Poso 06 September 2006 Bom meledak di Tangkura,
Poso Pesisir Selatan. 17 Juli 2009 Ledakan di Ritz Carlton dan JW
Marriot. 9 korban tewas. 26
Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat kemajemukan
cukup tinggi. Dari sisi agama, masing-masing memiliki jumlah pemeluk yang
relatif besar. Berdasarkan data statistik agama tahun 2005, dari total jumlah
penduduk sebanyak 32.588 juta jiwa, terdapat 97, 14% pemeluk agama Islam, 1,
33 pemeluk agama Kristen, 1, 21% pemeluk Katholik, 0, 28% beragama Hindu,
0, 26 pemeluk agama Budha serta sisanya sebanyak 0, 05 adalah pemeluk agama
dan kepercayaan lain. Penyebaran penduduk di Jawa Timur cukup merata dari
perkotaan hingga pelosok-pelosok pedesaan. Masyarakat yang berdomisili di
wilayah perkotaan memiliki komposisi penyebaran agama sebagai berikut.
Pemeluk agama Islam sebesar 94, 48%, pemeluk agama Kristen sebesar 2, 73%,
Katholik sebesar 1, 92%, 0, 27 beragama Hindu, 0, 53 beragama Budha dan 0, 09
memeluk selain kelima agama tersebut.
Kemajemukan juga terlihat dari keberagaman suku/etnis. Meskipun
sebagian besar penduduk adalah keturunan Jawa, namun Jawa Timur juga

memiliki penduduk yang berasal dari suku/etnis lain, antara lain keturunan China

% Antonarizal (2009)
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dan Jepang yang melakukan migrasi ke Indoresia pada jaman penjajahan + 60
tahun lalu. Sedangkan terjadinya migrasi antar suku/etnis di Indonesia
mengakibatkan Jawa Timur memiliki komposisi penduduk antara lain suku
Madura, Jawa ’Pendalungan’ yang merupakan percampuran antara suku Jawa
dan Madura, Sunda dan Batak serta suku-suku lain yang sebagian besar
merupakan pendatang di wilayah perkotaan.

Mojokerto merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur, yang
memiliki eskalasi konflik cukup tinggi, yaitu setingkat di bawah Situbondo,
Pasuruan, Madura dan Lamongan (Bakesbang, 2003). Secara geografis,
kabupaten Mojokerto merupakan dataran tinggi dengan tekstur alam yang
berbukit-bukit. Dengan ketinggian rata-rata + 650 meter di atas permukaan laut,
Mojokerto diilhami kekayaan potensi alam yang cukup berlimpah. Udara yang
dingin dengan pemandangan alam yang indah menjadikan Mojokerto sebagai
salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Jawa Timur. Kondisi alamnya
sangat subur, sehingga lebih dari 85% penduduknya memiliki mata pencaharian
sebagai petani, 6,5% sebagai pedagang, sedangakan sisanya adalah pegawai,
buruh pabrik dan yang bekerja di sektor-sektor informal. Untuk kelompok yang
terakhir ini adalah sebagai implikasi dari semakin berkembangnya sektor wisata
di Mojokerto.

Sebagai daerah wisata dengan akses transportasi dan komunikasi yang
cukup lancar dengan kota-kota besar di sekitarnya, desa Pacet mengalami

peningkatan jumlah populasi pendatang setiap tahun, Hal ini seiring dengan terus
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berdirinya villa-villa, hotel berbintang, pabrik dan restoran-restoran yang tumbuh
dengan cepat. Lambat laun, proses perubahan struktur sosial ini, melahirkan
kultur dan pola hidup baru yang akhirnya tumbuh dan hidup berdampingan
dengan kultur Jama. Dinamika yang terjadi di masyarakat, tidak selalu melahirkan
komunikasi dan interaksi yang harmonis antar kelompok-kelompok sosial dalam
masyarakat. Kegagalannya komunikasi dan interaksi sosial tersebut, seringkali
menimbulkan pergesekan-pergesekan maupun ketegangan sosial. Kasus yang
cukup menonjol adzlah memuncaknya ketegangan hingga munculnya rencana
pembakaran oknum kepala desa Pacet oleh massa pada tahun 1995, pemboman
Gerejd malam natal pada tahun 2003 dan aksi pelemparan gedung GKI oleh
penduduk muslim di sekitarnya.

Berdasarkan hasil assessment di kedua desa tersebut, diketahui beberapa
hal penting; pertama, selama ini tidak pernah tersedia wadah atau media yang
bertujuan untuk melakukan dialog antara kelompok agama dan etnis bersama
seluruh stakeholder komunitas. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab
kegagalan komunikasi dan interaksi sosial antara kelompok agama dan etnis.
Tidak terciptanya ruang komunikasi dan interaksi yang efektif tersebut, akhirnya
melahirkan pengkotak-kotakan yang cenderung eksklusif. Kedua, adalah
rendahnya peran tokoh agama dan etnis dalam pengembangan nilai-nilai
multikultural dan sikap toleransi pada komunitasnya masing-masing. Ketiga,
tidak adanya komunikasi dan interaksi antara stakeholder masyarakat meliputi

kelompok agama dan etnis, tokoh masyarakat, kelompok civil society (CSO) dan
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pemerintah lokal/desa guna membangun kebijakan yang partisipatif dan
berperspektif keadilan dan perdamaian. Sehingga, ketika dua faktor tersebut
bertemu, maka masyarakat menjadi sangat rentan terhadap pergesekan sosial atau
bahkan konflik yang terbuka.

Rangkaian aksi kekerasan, bom bunuh, dan diskriminasi yang
mengatasnamakan agama diatas mewarnai daftar kekerasan. Indonesia adalah
bangsa yang majemuk; Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, budaya dan
bahasa. Agama resmi Indonesia menurut pemerintah ada S agama; yaitu Islam,
Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Belum lagi banyak aliran kepercayaan
yang berkembang secara alamiah dari generasi ke generasi dan tidak mendapat
pengkuan dari pemerintah. Sementara itu, ragam Suku, Budaya dan Bahasa di
Indonesia tidak bisa dikalkulasi lagi. Masing-masing daerah nyaris memiliki
identitas budaya dan bahasa. Artinya, begitu banyak ragam aliran Agama,
Budaya, Suku, dan Bahasa Bangsa Indonesia yang semakin menambah

pembendaharaan kekayaan bangsa Indonesia.’

77 Negara kepulauan yang terdiri lebih dari 13.000 pulau ini menurut data terkini memiliki
221.777.700 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia menempati urutan keempat
negara berpenduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Keragaman etnis, budaya,
dan agama yang dianut masyarakat Indonesia dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa lebih
dari seribu etnis dan subetnis yang tersebar di berbagai wilayah dan kepulauan dengan sebelas etnis
besar yang mendiami masing-masing kepulauan. Mereka adalah suku Jawa, Sunda, Melayu, Madura,
Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, Banjar, dan Bali. Data ini masih ditambah dengan lebih
dari 300 bahasa daerah yang digunakan dan enam agama besar plus kepercayaan-kepercayaan lokal
yang dianut penduduknya. Tentang sebaran etnis dan perduduk Indonesia dapat dilihat misalnya pada
Leo Suryadinata etall, Indonesia’s Population; Ethnicity and Religion in Changing Political
Landscape, Singapore: ISEAS, 2003, atan http://www.id.eueom.org/info2_id.html diakses pada
tanggal 01 Agustus 2008 ’
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Membangun kembali masyarakat paska-konflik membutuhkan pendekatan
dan strategi khusus pembangunan perdamaian, bukan untuk mencegah agar
konflik tidak kembali muncul ke permukaan tetapi juga mengkonsolidasikan
perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan.
Demikian itu selain membutuhkan pemahaman yang baik atas konflik dan pola
serta karakteristiknya di masa lalu sehingga bisa diantisipasi sega.la kemungkinan
terjadinya konflik muncul kembali di masa datang, juga penting untuk
memastikan pembangunan perdamaian semakin tumbuh berkembang. Penguatan
fondasi perdamaian dan kaitan kebijakan pembangunan dengan perdamaian dan
dmohasi, baik dalam prinsip-prinsip maupun mekanismenya, penting untuk
diperkuat ‘bagi terselenggaranya pemerintahan efektif mendorong transformasi
konflik dan perdamaian jangka panjang?®

Menurut hemat penulis, perlu adanya standar yang bisa diterima semua
pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua. Standar itu
hendaknya bermuara pada moralitas internasional atau etika global, yaitu hak
asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal-hal ini

bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu.

Disinilah letak signifikansi membangun perdamaian (peacebuilding)

melalui peace education. Lebih jauh, kerja membangun perdamaian tentu

3 Lambang Trijono, Pembangunan Perdamaian dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia,
dalam Post-Conflict Peacebuilding, (Jakarta: ProPatria Institute, 2009), hal., 35

PLihat Zainul Abas, “Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian”, dalam
Kompas, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997.
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menempuh jalan panjang, memakan waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu,
agar kesemua tidak sia-sia begitu saja, ada tiga tahap dalam proses membangun
perdamaian ini. Pertama, menciptakan dan membangun perdamaian, tahapan-
tahapan intervensi untuk mengakhiri perumusan dan menghasilkan kesepakatan
bersama melalui berbagai cara yang relevan. Kedua, menjaga perdamaian,
tahapan-tahapan pemantauan dan penegakan kesepakatan melalui pengawasan
terhadap dihormatinya kesepakatan, dan dilaksanakannya. Kefiga, menggalang
perdamaian, tahap-tahap pelaks.naan program yang dirancang untuk mengatasi
penyebab konflik dan penderitaan dimasa lalu dan meningkatkan kestabilan dan
keadilan jangka panjang.*

Sebagai sebuah kerangka konseptual dan tindakan, peace education
menjadi penting karena bekerja pada ranah bangunan pengetahuan subyek
masyarakat konflik, maupun paska konflik. Konsep ini merupakan bagian dari
kerangka membangun perdamaian (peace building) dan tentunya memainkan
peranan penting dalam upaya mewujudkan perdamaian.

Peace education is an essential component of quality basic
education. Peace education as the process of promoting the
knowledge, skills, attitudes and values needed to bring about
behaviour changes that will enable children, youth and adults to

prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve
conflict peacefully;, and to create the conditions conducive to peace,

* Rubaidi, Abmad, dkk. Jalan Lain Perdamaian; Peace Building Berbasis Komunitas,
(Surabaya: Yayasan FLA Jatim Press dan Diantama Press, 2005), hal., 19 lihat juga Fisher, Simon,
dkk. Mengelola Konflik, Ketrampilen dan Strategi Bertindax, (Jakarta: British Council, 2001)
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whether at an intrapersonal, interpersonal, intergroup, national or
international level.”’

Melalui proyek transformasi kesadaran inilah akan menjadi sebuah
kebudayaan baru (culture) perdamaian. Tanpa adanya sebuah pembaharuan
kebudayaan akan meniscayaan lahirnya konflik baru, baik latent conflict maupun
manifest conflict. Sebagai sebuah bagian dari pendidikan, selain menjadi formasi
diskursif juga menjadi praktek diskursif peace education menjadi penting
dilakukan, terutama dalam menjawab sekian problem yang telah dipaparkan
diatas.

Pendidikan perdamaian (peace education) harus dibaca sebuah pendidikan
untuk perubahan budaya (reproduksi) yang senantiasa mengantarkan pada
perdamaian positif (positive peace). Hal ini untuk mengetahui perdamaian yang
dilakukan dalam Pendidikan depat mengadopsi menurut konteks yang terjadi.*?
Tetapi pada akhirnya, karena pendidikan adalah diarahkan pada kelompok ras
manusia, akan ada beberapa abstrak dan pertimbangan filosofis yang umum. Ini

akan berarti, aktivitas yang mencakup pengajaran dan pelajaran, mengarah pada

menyempurnakan perubahan perilaku yang akan memungkinkaa anak-anak, kaum muda dan orang
dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan, kedua-duanya yang secara struktural dan terang
memecahkan konflik dengan damai; dan untuk menciptakan kondisi-kondisi itu sangat berguna bagi
perdamaian, apakah pada suatu intrapersonal, hubungan antar pribadi, intergroup, nasional atau
tingkatan internasional. Lihat Fountain, Susan, Peace Education In UNICEF; Working Paper
Education Section Programme Divisicn, (New York: UNICEF, 1999), hal,, i

32 Gavriel, Nevo, Baruch, 2002, Peace Education: The Concept, Principles and Practices
Around the World, New Jersey, Lawrence Eribaum Associates,
http://www.pwceed.org/what/whatgs.hmx :
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b. Sebagai sumbangan pengembangan penelitian dalam bidang pendidikan,
khususnya mengenai format dan model pendidikan ditengah konflik lintas
agama.

c. Sebagai sumbangan gagasan terhadap para calon pendidik, tokoh masyarakat,
tokoh agama, dan stakeholders lainnya terutama mereka yang besar dan

dihadapkan dalam lingkup pluralitas agama dan multicultural

E. Devinisi Operasional

a. Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jawa Timur : Civil Society
Organization (CSO) yang bergerak dalam bidang isu Perdamaian, Pluralisme,
dan Multikulturalism. Tujuan FLA adalah menciptakan tata kehidupan
masyarakat yang harmonis, rukun, damai dalam iklim kebersamaan dan
keberagaman antar suku, agama dan ras di Jawa Timur.

b. Konflik Lintas Agama : Pertentangan faham; pertikaian; persengketaan;
perselisian. ** keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan; akidah.>* Konteks
penelitian ini, konflik lintas agama, antara Islam dan Kristen yang dialami FW

Pacet Kabupaten Mojokerto adalah jenis konflik laten (atent conflict).>®

% Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994)
hal., 358

™ Ibid. hal., 9

3% Berdasarkan assessment FLA Jatim 2004.
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¢. Peace education : Program pendidikan untuk perdamaian yang dilakukan
ditengah masyarakat post-conflict.>® Peace Education adalah pendekatan baru
dalam bidang pembelajaran perdamaian yang meliputi dimensi praktis dan
konseptual. Teori perdamaian integratif yang mempertimbangkan sebuah
kesatuan sebagai hukum hidup dan focus terhadap penciptaan perdamaian
sekaligus menolak keunggulan peran kontlik.3” Pendek kata, dalam penelitian
ini PE lebih dibatasi sebuah program pendidikan bagi Forum Warga (FW) di
Pacet Kabupaten Mojokerto yang bertujuan menciptakan budaya damai;

gotong royong, rukun, dan saling menghargai perbedaan agama (foleransi).

F. Metode Penelitizn
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian menggunakan metodologi penelitian deskriptif
kualitatif bertujuan mengggambarkan suatu fenomena tertentu yang bertumpu
pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan prilaku secara holistic (utuh).

Penelitian ini secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia

% Danesh, H.B. Towards an integrative theory of peace education, Dalam Journal of Peace
Education, 2006, hal., 55-78. Encyclopedia of Peace Education, Teachers College, Columbia
Universitgy. http://www.tc.edu/centers/epe/ diakses pada 18 Juni 2010

7 Peace educarion encompasses the key concepts of education and peace. While it is possible
to define education as a process of systematic institutionalized transmission of knowledge and skills, as
well as of basic values and norms that are accepted in a certain society, the concept of peace is less
clearly defined. Lihat di Encyclopedia of Peace Education, Teachers College, Columbia University.
http://www.tc.edu/centers/epe/1860 diakses pada 18 Juni 2010
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2.

(peneliti) dalain kawasanya sendiri dalam berhubungan dengan oraug-orang
tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya®s

Penelitian deskriptif dimaksud untuk memperoleh informasi suatu
gejala dan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan. Dalam
penelitian ini tidak ada perlakukan yang diberikan / yang dikendalikan dalam
perolehan data dilapangan. Tujuan penelitian in untuk menjelaskan kondisi
"apa yang ada" dalan suatu situasi. Penelitian deskriptif tidax diarahkan untuk
menguji hipotesis sehingga penelitia n ini bersifat non hipotesis®

Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah studi kasus yang lebih
mengedepankan keterlibatan peneliti dengan objek sasaran penelitiannya. Jika
melihat fokus persoalan yaitu Peran Yayasan Forum Lintas Agama (FLA)
Jatim dalam konflik lintas agama melalui PE, maka bagaimanapun
keterlibatan suatu teori baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan
selalu berada dalam proses fenomena sosial itu berjalan. Oleh sebab itu,
memilih studi kasus sebagai bentuk atau jenis penelitian ini, lebih bersifat
mencari atau mendalami proses pembelajaran PE dan kegiatan keseharian
mereka
Sumber data

Menurut Lofland sumber data yang lebih utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan

3 Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Usaha Nasional, 415
¥ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999),
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seperti dokumen dan lain- lain.** Berkaitan dengan itu jenis datanya dibagai
dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto (jika diperlukan) dan
statistik. Jika melihat jenis penelitian dan pendekatannya, sumber data berupa
kata-kata yang akan dideskripsikan adalah hasil dari observasi, wawancara
atau data yang diperoleh dari informan.

Selanjutnya, tindakan adalah satu komponen yang menjadi objek
observasi peneliti, tindakan meliputi tindakan objek yang diteliti. Sementara
sumber data berupa, tulisan, foto dan statistic atau lebih tepatnya disebut data
base / dokumentasi merupakan sumber data pendukung yang bukan berarti
tidak kalah pentingnya. Posisi data dokumentasi dalam penelitian sangatlah
penting, karena tanpa itu peneliti tidak akan mampu menunjukkan validitas
penelitiannya.

Lebih lanjut, subjek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
adalah pelaksana program PE, pendidik/fasilitator, forum warga. Beberapa
pihak inilah yang berhubungan secara langsung / fisik dilapangan, alasan
pemilihan sumber data ini oleh karena objek penelitian ini adalah proses
manjerial yang akan diurai mulai dariproses perencanaan, evaluasi, aktualisasi

sebuah pembelajaran yang melibatkan seluruh unsur komunitas ini.

“ Ibid., Hal. 112
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NO NAMA Diskripsi AGAMA
1 | E.S Paat Wakil FW Kristen
2 | Wulyo Mantan Ketua FW Islam
3 | Kuswarno Anggota Kristen
4 | Khusnan Anggota Kristen
S | Prawoto Ketua FW Islam
6 | Supoyo Kepala desa PAcet Islam
7 | Nurul Mu’arifah | Anggota Islam
8 | Maria elizabeth Sekretaris FW Kristen
9 | Yudi mustofa Mantan Kepala desa Pacet | Islam

Table 01

Dalam penelitin ini. posisi informan dibutuhkan untuk mengetahui
bagian terdalam dari sebuah permasalahan. Kenapa harus ada informan ? hal
ini dilakukan, sebab posisi iniforman sebagai orang yang terlibat langsung
dengan permasalahan dan subjek penelitian ini akan lebih memudahkan untuk
mengetahui proses sebelum dan sedang berlangsungnya sebuah kasus yang
menjadi objek penelitian ini. Dengan ini, kredibilitas penelitian ini bisa
dipertanggungjawabkan.

Dalam memilih informan ada beberapa kalsifikasi informan yang
secara krieteria memenuhi syarat sebagai subjek yang dipilih sebagai,
informan termasuk juga untuk informan lanjutan yaitu Subjek yang telah

cukup lama dan intensif “menyatu”™!

dengan sesuatu kegiatan atau “medan
aktivitas” yang menjadi sasaran/perhatian penelitian. Subjek tidak hanya
sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga menghayati

sungguh-sungguh sebagai akibat keterlibatanya (melalui akulturasi) yang telah

%! Nana Sujana, Penelitian dan Penalaran Fendidikan (Bandung, Sinar Baru 1989), 67
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cukup lama pada lingkungar dan kegiatan bersangkutan. Ini biasanya ditandai
oleh kemampuan memberikan informasi yang diluar kepala tentang sesuatu

yang ditanyakan.

3. Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti.*> Dalam menggunakan teknik
observasi yang terpenting ialah mengandalkan penginderaan dan ingatan
si peneliti. Teknik ini digunakan untuk mencatat gejala maupun fenomena
yang nampak saat kejadian berlangsung. Dengan pengamatan secara
langsung terhadap obyek penelitian, diharapkan data yang diperoleh akan
lebih optimal. Observasi dalam penelitian ini termasuk observasi langsung
karena pengamatan yang dilakukan terhadap proses yang terjadi dalam
situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh observer.**
Dan observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan agar

segala seuatu yang berkaitan dengan proses tersebut mampu diketahui

secara optimal dan posisi peneliti betul-betul terlibat langsung dengan apa

“? Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi

Aksara,
1996), 57 ,
“ Nana Sudjana, Penelitian dan penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 1989), 112.
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b)

yang ditelitinya. Secara prinsipil objek pengamatan dalam observasi

adalah sebagai berikut :

a. Lokasi/fisik tempat PE Berbasis Komunitas FLA Jatim

b. Anggota Forum Warga (FW) dan track record dalam kehidupan sosio-
keagamaan dilingkungannya.

c. Kegiatan dan aktivitas anggota Forum Warga (FW) dalam PE berbasis
komunitas di Pacet Kabupaten Mojokerto.

Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih

secara langsung.** Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti

dengan informan dimana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan untuk
memperoleh keterangan tentang masalah yang diteliti baik waktu
sekarang, skan datang maupun masa lalu. Hal ini harus dilakukan oleh
peneliti karena kedekatan data wawancara akan sangat menunjang proses
anlisi datanya nanti. Dalam penelitian ini sumber data seperti nara sumber
adalah orang yang paling menentukan validitas data sang peneliti.

Jenis wawancara penelitian ini adalah Wawancara tidak berstruktur
(Unstructured Interview). Pada jenis wawancara ini peneliti mengajukan
pertanyaan secara bebas dan leluasa, tanpa terikat dengan susunan
pertanyaan yang telah direncakan sebelumnya. Peneliti tentunya dalam

proses ini telah memiliki “cadangan masalah” yang perlu ditanyakan pada

“ Lexy J. Moloeng, Metodologi, 112
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subjek/informan. Keadaan yang tidak berstruktur seperti itu
memungkinkan wawancara berlangsung luwes, arahnya bisa lebih terbuka
sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya, dan pembicaraan
tidak terlampau “terpaku”yang kemudian menjenuhkan kedua belah pihak.

Berikut ini adalah nama-nama informan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data
telah dilakukan secara maksimal dan dirasa cukup untuk dianalisis. Metode
analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan langkah-langkah
yang akan dijelaskan selanjutnya. Dalam proses analisis, langkah- langkah
analisis melalui pengungkapan hal-hal penting serta pengorganisasian dan
penentuan apa yang dilakukan harus dimulai secara sistematis dengan
melakukan pemprosesan satuan atau Unityzing, kategorisasi dan penafsiran
data.

Langkah-langkah ini adalah proses analisis yang berusaha diterapkan
oleh peneliti untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses penelitiannya itu
lebih tepatnya proses ini adalah proses dimana peneliti menggunakan seluruh
kemampuannya untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggung
jawabkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah
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dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar,
foto, dan sebagainya.

Setelah dibaca dan ditelaah maka langkah berikutnya ialah
mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan menggunakan abstraksi.
Abstraksi merupakan langkah membuat rangkuman inti, proses dan peryataan-
peryataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah
selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan, satuan-satuan ini
kemudian dikategorisasikan, dan terakhir adalah langkah pengecekan
kabsahan data. Analisis ini merupakan keroscek ulang terhadap landasan teori
yang menjadi titik pijakan penelitian ini. Seperti apa bentuk realitas yang
detemui dilapangan adalah data yang berusaha dipaparkan dan dikroscek
langsung dengan kajian teori Tahap akhir analisis data adalah melakukan
langkah penafsiran data dengan melakukan beberapa proses introgasi terhadap

data.

G. Sistematika pembahasan
Untuk dapat memenuhi syarat sebagai satu karya ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka penulis akan merumuskan sistematika pembahasan
sebagai berikut.
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta metodologi penelitian.
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BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas lebih jauh tentang konsep Peace Education itu
sendiri dan relasinya dengan conflict management dan peace building yang
ternyata saling melengkapi. Selain itu, juga akan di paparkan tentang konflik
lintas agama; motif dan latarbelakangnya. Untuk mencari titik kontekstualisasi,
penegasan relasi PE dengan Konflik Lintas Agama; dari sinilah nanti akan
dijabarkan tentang Peace Education FLA Jatim.
BAB III: PAPARAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diberikan gambaran tentang lokasi penelitian
kemudian dibahas tentang masalah yang telah diteliti dan juga tentang data-data
yang telah dipilah berdasarkan criteria. Didalamnya di paparkan tentang Konsep
Peace Education menurut FLA Jatim, dan bagaimana intervensi program PE
berbasis komunitas. Dan terakhir, persepsi anggota Forum Warga (FW) tatkala
melihat konflik, fungsi FW, dan peran PE berbasis komunitas.
BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan hasil analisis data temua dalam penelitian
dengan menggunakan proses seperti yang dijelaskan diatas.
BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan dari kesel‘uruhan mengenai isi dari skripsi
ini. Dan juga berisi saran-saran yang dapat dipakai oleh aktivis perdamaian, guru

maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap masalah ini.
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BABII

KERANGKA TEORI

A. Peace Education
1. Latar Belakang

Seiring dengan hergulirnya Reformasi, Indonesia marak terjadi konflik
baik lintas agama, etnik, budaya, dan ekonomi. Reformasi kembali menggelar
memoar kekerasan yang mengatasnamakan kebenaran tertentu, dan bahkan
senantiasa menghalalkan darah. Kondisi politik Indonesia yang relatif belum
stabil yang ditandai dengan lemahnya peran aparat penegak hukum
senyatanya memperparah penanggulangan kasus kekerasan di daerah.

Hebatnya, pertengahan 1996-2002 eskalasi konflik naik drastis.
Dampak luar biasa dalam kehidupan sosial tentu tak terhindarkan, belum lagi
dampak ekonomis dari peristiwa konflik tersebut. Kekerasan seolah menjadi
pemandangan dan konsumsi setiap hari, baik di media cetak niaupun
elektronik. Potensi penyebaran konflik di daerah-daerah yang relatif aman.
Kondisi demikian tentu mendorong para iJelaku perdamaian melakukan kerja
perdamaian yang efektif dan masuk dalam kerangka ide (mind). Salah satunya
adalah melalui pendidikan.
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Pendidikan merupakan sarana efektif memanusiakan manusia.*’
Melalui pendidikan sebenamya kita sedang berinvestasi jangka panjang.
Sebagai sebush investasi kesadaran kebebasan, pendidikan senantiasa
memainkan peran kesadaran penting dalam rangka membangun hubungan
antar sesama. Melalui pendidikan juga akan menempatkan masa lalu (konflik)
secara proposional dalam kesadaran sosiologis sebuah masyarakat. Dengan
demikian, melalui media pendidikan inilah merupakan langkah strategis
membangun perdamaian (peacebuilding) yang memiliki implikasi jangka
panjang.

Selain menjadi sarana humanisasi, pendidikan juga menjadi alat
mendorong sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis manusia.% Tujuan
pendidikan adalah mengetahui apa yang baik bagi manusia. Ia mengetahui
kebaikan dalam tatanan, ada jenjang dalam nilai-nilai. Lebih jauh, pendidikan
merupakan alat membantu memahami, memantapkan, dan hidup dengan yang
lainnya. Hal ini pernah terungkap oleh Aristoteles (384-322 SM), bukanlah

kepemilikan, melainkan hasrat-hasrat manusialah, yang harus disetarakan, dan

** Lebih jaub, pendidikan memainkan peran yang menentukan untuk mereformasi masyarakat

yang demokratis secara berkelanjutan, sehingga kita semua bisa memiliki kebebasan dan kesempatan
untuk menciptakan ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Freire, Paulo, Pendidikan
Masyarakat Kota (terj) (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal., ix

% Peter McLaren and Peter Leonard, ed. Paulo Freire; A critical encounter, (London and

New York: the Taylor & Francis e-Library, 2004), hal., 24-35
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ini mustahil kecuali bila mereka punya pendidikan yang memadai menurut
keadaan.*’

Sebagai sebuah instrument transformasi kesadaran kritis, pendidikan
memainkan peran penting dalam mendorong kesadaran individu maupun
kolektif. Melalui pendidikan, diharapkan mampu melakukan gugatan dan
pembentukan kondisi sosial. Dengan pendidikan, memungkinkan melakukan
perubahan social (social change). Jika terjadi konflik sosial, senantiasa
menimbang ulang dan merekonstruksi fakta social yang merugikan bagi
individu maupun kelompok mereka.

‘Berangkat dari kesadaran tersebut, individu maupun masyarakat
memiliki pertimbangan obyektif dalam memecahkan kebuntuhan sosial
karena konflik. Ditengah konflik tersebut, muncul gagasan peace education.
Sebagai sebuah praktek, peace education (Selanjutnya disingkat PE) menjadi
sarana untuk mengkonsolidasi arti pentingnya perdamaian.

Traditional distinctions in peace education are couched in
terms of negative and positive peace. These distinctions can be
seen in peace through strength which uses peacekeeping strategies
to deter violence, peacemaking which helps disputants resolve
their conflicts, and peacebuilding which tries to motivate students
to want to be peaceful. Negative peace education tries to put out

fires while positive peace education tries to stop fires (conflicts)
from breaking out in the first place.*®

47 Freire, Paulo dkk. Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal., 113

8 «perbedaan Tradisional di pendidikan perdamaian (peace education) yang dikemas dalam

hal perdamaian negatif dan positif. Perbedaan ini dapat dilihat pada perdamaian melalui kekuatan
perdamaian yang menggunakan strategi untuk mencegah kekerasan, perdamaian yang membantu
menyelesaikan konflik mercka bersengketa, dan pembangunan perdamaian yang mencoba untuk
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PE bukan hanya menunda konflik, melainkan mencoba menghentikan
konflik tersebut. Selain sebagai sebuah media rekonsiliasi konflik dan
transformasi konflik, PE adalah media penciptaan kesadaran baru atas masa
lalu kelam. Oleh karena itu, beberapa Negara, terutama Negara-bangsa yang
mengalami konflik baik lintas agama maupun etnik, ekonomi dan seterusnya,
lembaga-lembaga dunia (NGOs) senantiasa merekonstruksi kekacavan
tersebut melalui PE.

Gagasan PE ini disemangati pertama kali untuk UNESCO pada
Kongres Internasional tentang Perdamaian di Pikiran Manusia, di adakan di
Austria, Cote d'Ivoire, pada tahun 1989. Deklarasi Yamoussoukro meminta
UNESCO untuk 'membangun visi baru perdamaian dengan mengembangkan
budaya perdamaian berdasarkan nilai-nilai universal penghargasn atas
kehidupan, kebebasan, keadilan, solidaritas, toleransi, hak asasi manusia dan
Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki' dan untuk mempromosikan
pendidikan dan penelitian untuk visi perdamaian.”’ Selain itu, PE telah
termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

PE dikembangkan sebagai alat untuk mencapai tujuan perdamaian.

PE adalah pendidikan yang "diarahkan pada pengembangan penuh
dari kepribadian manusia dan memperkuat rasa hormat terhadap

memotivasi siswa untuk ingin menjadi damai. pendidikan perdamaian negatif mencoba untuk
memadamkan api sementara pendidikan perdamaian positif mencoba untuk menghentikan kebakaran
(konflik) dari melanggar di tempat pertama.” http://www.peace.ca/peaceeducationtheory.htm, di akses

2010 .
“* http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.htm diakses pada 18 Agustus 2010
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hak asasi manusia dan kebebasan dasar". Hal ini demi

mempromosikan "pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara

semua bangsa, kelompok ras atau agama" dan yang lebih jauh

"kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara

perdamaian."*’

Dengan kata lain, PE merupakan bagian integral dari pekerjaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui proses humanising belajar-mengajar,
pendidik perdamaian memfasilitasi pembangunan manusia,. Mereka berjuang
untuk melawan dchumanisasi kemiskinan, prasangka, diskriminasi,
perkosaan, kekerasan dan perang. Awalnya bertujuan untuk menghilangkan
kemungkinan kepunahan global melalui perang nuklir, PEsaat ini alamat
tujuan yang lebih luas membangun budaya perdamaian. Dalam upaya global,
pendidik progresif di seluruh dunia yang mengajarkan nilai-nilai, standar dan
prinsip-prinsip diartikulasikan dalam instrumen PBB mendasar seperti Piagam
PBB. Hak Asasi Manusia dokumen, Konvensi Penghapusan Segala bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi Hak Anak dan
Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (CRC) , dan banyak
lainnya.

Gagasan PE selaras dengan kesepakatan Negara-negara (PBB) dan
mendapat perlindungan hukum internasional. Oleh karena itu, PE merupakan
keniscayaan yang perlu mendapatkan tempat di tengah ruang konflik.

Sementara itu, PE ini bukan hanya digunakan di daerah konflik saja,

melainkan juga digunakan takala konflik itu terjadi dan pasca itu. Lebih jauh,

% Silahkan lihat dalam Article 26, Universal Declmaﬁon of Human Rights
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PE juga bisa digunakan ketika konflik sudah selesai dan bisa juga digunakan
dimasa pembanguan perdamaian. Oleh karena itu, PE begitu penting dan
memiliki peran besar dalam membangun perdamaian yang dicita-citakan, baik
pelaku konflik maupun pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Selain
perlu saat pra-paska konflik, PE juga bisa digunakan di daerah yang tidak
mengalami konflik.

a) Pengertian dan Prinsip Peace Education
Selaras dengan pemaparan diatas, gagasan PE meruapakan isu
' global demi menciptakan budaya perdamaian. Hal ini mérujuk maraknya
konflik dipelbagai Negara, baik konflik agama, ekonomi, budaya, maupun
mﬁng lintas Negara. PE mendorong terciptanya generasi muda yang
memiliki kepedulian terdapat pentingnya perdamaian. Selain itu, dalam
konteks global, PE juga dalah rangka menciptakan budaya perdamaian.
Ada beberapa devinisi PE,* penulis memaparkan beberapa
devinisi PE selaras dengan disiplin masing-masing. Sementara
berdasarkan pendekatan keilmuan adalah
........ multi-disciplinary academic and moral quest for

solutions to the problems of war and injustice with the
consequential development of institutions and movements that

5" Dari beberapa devinisi yang penulis paparkan selanjutnya adalah devinisi menurut Susan
Fountain (1999). Sebab, devinisi inilah yang menjadi rujukan utama dalam gagasan Peace Education
dibeberapa Negara. Lebih dari itu, beberap:. rujukan tentang peace education juga merujuk pada karya
Susan ini, terutama konsepsi ini adalah standar yang digunakan di UNICEF. Oleh sebab itu, penulis
juga menjadikan karya ini sebagai sumber primer dalam menelanjangi konsepsi peace education.
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will contribute to a peace that is based on justice and

reconciliation. ">

Argumentasi diatas merupakan peran akademisi dalam mencari
solusi perdamaian ditengah konflik ataupun peperangan. Oleh sebab itu,
basic inilah yang dijadikan sebagai landasan membangun perdamaian;
yakni berbagai disiplin keilmuan melalui instrument pendidikan. Pendek
kata, pendidikan hendaknya memberikan kontribusi dalam membangun
perdamaian dan rekonsiliasi. Sementara itu, devinisi berdasarkan

keterampilan dan tingkah laku adalah:

“...a global term applying to all educational endeavors
and activities which take as their focus the promotion of a
knowledge of peace and of peace-building and wh’ch promote,
in the learner, attitudes of tolerance and empathy as well as
skills in cooperation, conflict avoidance and conflict resolution
so that learners will have the capacity and motivation,
individually and collectively, to live in peace with others.”

Sebagai sebuah istilah global, PE adalah aktivitas dan usaha dalam
bidang pendidikan yang mengambil fokus promosi pengetahuan damai
dan tentang peace-building. Promosi tentang sikap toleransi dan saling

mengasihi antar sesama, penghindaran konflik dan resolusi konflik.

52 Akademis multi-disiplin dan moral mencari solusi untuk masalah perang dan ketidakadilan
dengan konsekuensi pengembangan lembaga dan gerakan yang akan memberikan kontribusi bagi
perdamaian yang didasarkan pada keadilan dan rekonsiliasi, Lihat Susan Fountain, Peace Education in
UNICEF, (New York; UNICEF, 1999), hal,, 1

33 Istilah global yang berlaku untuk semua, upaya pendidikan dan kegiatan yang mereka
mengambil sebagai fokus promosi pengetahuan tentang perdamaian, pembangunan perdamaian dan
yang mempromosikan, di pelajar, sikap toleransi dan empati serta keterampilan dalam kerja sama,
menghindari konflik dan resolusi konflik sehingga peserta didik akan memiliki kapasitas dan motivasi,
secara individu dan kolektif, untuk hidup daiam damai dengan orang lain. ibid., hal 2
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Dengan demikian, peserta PEakan mempunyai kapasitas dan motivasi,
yang secara individu dan secara bersama dalam payung perdamaian
dengan yang lainnya. Bukan hanya pada level diskursif, melainkan isu
perdamaian ini menjadi bagian dari praktek diskursif. Artinya, selain
menentukan target melakukan perubahan kesadaran bagi peserta didik,
PE juga memiliki target dapat melakukan perubahan kearah yang lebih
kongkrit.
Oleh karena itu, konsepsi PE ini, selain meliputi beberapa disiplin
pengetahuan, juga melibatkan standar prilaku sosiologis. Lebih jauh lagi,
" PEmerupakan ‘“a process that prepares young people for global
responsibility; enables them to understand the nature and implications of
global interdependence; and helps them to accept responsibility to work
for a just, peaceful and viable global community. >
Dalam konteks diatas, tentu semua element terlibat dalam
membangun perdamaian yang didasarkan pada respon terhadap
perbedaan, dan bagaimana menyikapi perbedaan, terutama daerah konflik
maupun perang. Dengan demikian, peran pengetahuan dasar, baik

manajemen konflik, peacebuilding, maupun rekonsiliasi konflik,

% Sebuah proses yang mempersiapkan generasi muda dalam tanggung jawab global,
memungkinkan nereka untuk memahami sifat dan implikasi dari saling ketergantungan global, dan
membantu mereka untuk menerima tanggung jawab untuk bekerja untuk masyarakat adil, damai dan
sesuai dengan dunia global. /bid., hal 5-7
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transformasi konflik. PE merupakan sebuah upaya menciptakan budaya
damai.
...The culture of peace is based on the principles
established in the Charter of the United Nations and on respect
Jor human rights, democracy and tolerance, the promotion of
development, education for peace, the free flow of information
and the wider pa. ticipation of women as an integral approach

to preventing violence and conflicts, and efforts aimed at the
creation of conditions for peace and its consolidation.”

Dengan demikian, maka jelas bahwa sesunggubnya tujuan akhir
PE merupakan membangun budaya perdamaian dunia. Penciptaan budaya
perdamaian amatnya menentukan, tanpa adanya budaya perdamaian,
-upaya-upaya rekonsiliasi konflik hanya sebatas menunda konflik
melainkan bukan memadamkan konflik. Berawal dari budaya inilah
manusia menjadi memiliki perdaban. Masyarakat konflik akan lebih
rasional dalam mengapresiasi konflik ketimbang menggunakan emosi
sesaat. Oleh sebab itu, Menurut H. B. Danesh (2006) yang mengutip lan
Harris (2002), mengidentivikasi sepuluh goal PE adalah sebagai berikut:
to appreciate the richness of the concept of peace; to
address fears; to provide information about security systems;
to understand violent behaviour; to develop intercultural

understanding; to provide for a future orientation; to teach
peace as a process; to promote a concept of peace

* Budaya perdamaian didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghormati hak asasi manusia, demokrasi dan toleransi, promosi
pembangunan, pendidikan untuk perdamaian, bebas arus informasi dan partisipasi perempuan yang
lebih luas sebagai pendekatan integral untuk mencegah kekerasan dan konflik, dan upaya ditujukan
pada penciptaan kondisi perdamaian dan mengkonsolidasikannya. United Nations, Culture of Peace,
(15 Januari 1998, paragraf, 2). -Silahkan juga akses di:
http://www.unesco.org/iyep/uk/uk_sum_refdoc.htm '
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accompanied by sosial justice; to stimulate a respect for life;
and to end violence®

Dengan demikian, bahwa tujuan PE mencoba menghadirkan nilai
kemanusiaan yang tanl;a menggerus keberadaan “yang lain”. PE adalah
gagasan universal yang memungkinkan tertanamnya kesadaran toleransi
dan senantiasa menghargai perbedaan. Kemajemukan merupakan
keniscayaan global sekaligus lokalitas Indonesia, sehingga tatkala terjadi
benturan antara masing-masing identitas ini perlu upaya
mentransformasikan gagasan isu universal, yaitu perdamaian.

Sernentara itu, menurut Alberto Valiente Thoresen (2005) goal
dari program PE ialah mentransformasikan dan menyediakan pengetahuan
texitang anti rasisme, tentang multicultural, resolusi konflik, pengetahuan
lintas budaya dan seterusnya. Tetapi strategi ini tidak bisa berhenti begitu
saja. Melainkan harus ditemani oleh aktivitas praktis, sebab mereka
melibatkan emosi peserta dan memungkinkan terjadi perubahan prilaku,
seperti: a) Pembenaran terhadap yang lainnya, b) menjadi peserta kritis

dari semua kontribusi kepada konflik, ¢) mengembangkan pengenalan

% Untuk menghargai kekayaan konsep perdamaian; ke letak/alamat ketakutan; untuk
memberikan informasi tentang sistem keamanan; untuk memahami perilaku kekerasan; untuk
mengembangkan pemahaman antar budaya; untuk menyediakan orientasi masa depan; untuk mengajar
perdamaian sebagai suatu proses, untuk mempromosikan konsep perdamaian disertai dengan keadilan
sosial, untuk merangsang rasa hormat terhadap kehidupan, dan untuk mengakhiri kekerasan. H., B.
Danesh, Towards an integrative theory of peace education, dalam Journal of Peace Education Vol. 3,
No. I, Maret 2006, him., 56
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jiwa orang lain untuk kelompok menderita lain, d) dan melibatkan
kegiatan kelompok dalam aktivitas anti kekerasan.’’

Dari paparan diatas, hemat penulis target goal PE dikategorikan ke
dalam dua narasi besar. (1) Transformasi Pengetahuan. Peserta didik
mengetahui isu tentang perdamaian, manajemen konflik, rekonsiliasi dan
transformasi konflik. Selain itu, peserta didik didorong secara kualitas
mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. (2) Pengembangan Skill.
Target ini adalah seorang peserta didik mampu melaksanakan apa yang
telah diketabui. Selain itu, ia juga menjadi agen perdamaian yang
senantiasa mempromosikannya. Kedua target utama PE inilah | yang
sebenarnya perlu dikembangkan dalam membangun budaya damai.

Pendek kata, tanpa kedur nya, semakin sulit mewujudkan budaya damai.

b) Implementasi Peace Education
Secara umum, ketika kita berbicara mengenai pendidikan
perdamaian, maka ada tiga aspek yang menyusunnya,’® yaitu: (1) Materi.
(2) Proses. (3) Hubungan. Ketiga susunan tersebut merupakan kesatuan
intregatif dalam PE, satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahken. Tiga

susunan ini berdasarkan pengalaman pelaku PE dilapangan dan beberpa

57 Alberto Valiente Thoresen, Theorizing Peace Education: a theoretical survey of the
practice of Peace education, Thesis Leading To a Master’s Deegree in Peace and Conflict
Transformation. Tidak dipublish, (University of Tromse, 2005), hal., 69

%8 http://pendidikanperdamaian.blogspot.com/



rujukan yang penulis anggap representative. Oleh karena itu, dalam PE
ketiga element tersebut menjadi kesatuan yang senantiasa mengantarkan

out put PE yang telah dipaparkan diatas.

1) Materi
Banyak para akademisi maupun praktikum PE yang
menformulasikan materi PE ini. Sementara menurut Swee-Hin Toh
dan Virginia Cawagas (2002) secara sederhana membagi enam materi
dasar yang diberikan dalam pendidikan perdamaian, yaitu:
a) Pendidikan untuk menghapus budaya perang dan kekerasan
b) Pendidikan untuk menjunjung hak asasi manusia dan menjadi
manusia yang bertanggung jawab
¢) Pendidikan w.iuk hidup dengan adil dan penuh kasih
d) Pendidikan untuk membangun solidaritas lintas kultur
e) Pendidikan untuk memelihara lingkungan
f) Pendidikan untuk kedamaian pribadi
Keenam materi itu diberikan dengan tujuan akhir yaitu untuk
membangun budaya perdamaian dalam masyarakat. yang perlu diingat
adalah, materi-materi itu tidak harus diberikan dalam mata pelajaran
tersendiri bahkan akan lebih baik jika keenam materi itu masuk dalam

sernua mata pelajaran yang diberikan dalam kurikulum.
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2) Metode
Dalam pendidikan perdamaian, proses belajar itu adalah proses
yang menyenangkan. pembelajar belajar sesuai dengan apa yang
diperlukan oleh dirinya dan diarahkan untuk membentuk pribadi yang
damai. Ada empat prinsip dasar pedagogi PE yang dikembangkan,
yaitu:
a) Holistik atau menyeluruh

Disini yang diartikan menyeluruh adalah proses
pembelajaran itu melibatkan pikiran, hati, dan semangat. jadi
pembelajar benar-benar meresapi dan mengerti apa yang dia
pelajari, bukan hanya untuk memperkaya pikiran maupun
keilmuan dia akan tetapi juga memperkaya hatinya.

Menyeluruh disini juga berarti melibatkan semua aspek
dalam kehidupan dari tingkat individu sampai tingkat bangsa atau
negara atau dunia. Melibatkan semua sektor dalam masyarakat.
Dilaksanakan di semua tingkat pendidikan; dari tingkat dasar
sampai tingkat tertinggi dan dalam bentuk pendidikan formal, non-
forrnal, maupun informal. Selain itu juga menyeluruh dalam artian
keterkaitan semua bidang ilmu.

b) Melalui dialog
Prinsip kedua dalam pedagogi PE adalah pelaksanaan PE

selalu dilakukan dalam bentuk dialog. Dialog memungkinkan
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d)

pembelajar dan pendidik berada dalam posisi yang sama dan saling
belajar. Dialog se¢.adiri juga melatih pembelajar dan pendidik untuk
saling menghormati karena di dalam dialog terdapat unsur
"mendengarkan dengan baik" yang kamudian membuka
pembelajar dan pendidik untuk dapat menerima ide-ide baru.
Selain itu melalui dialog maka akan terbangun suasana demokratis
dan juga membuka kemungkinan semua pihak untuk berpartisipasi

aktif dalam proses pembelajaran.

Mendorong pemikiran kritis

Pedagogi PE juga dirancang untuk mendorong pemikiran
kritis dari pembelajar, yang npantinya diharapkan akan
mermunculkan komitmen dari pembelajar untuk berperan serta
dalam proses transformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan
juga berperan dalam membangun budaya damai. Komitmen itu
bisa saja pada tingkat personal tetapi juga bisa mencakup pada
lingkungan yang lebih luas.
Membentuk nilai-nilai perdamaian

Pada akhirnya, pedagogi PEini akan menghasilkan budaya
damai yang mungkin digali dari budaya lokal, dan bisa juga

merupakan bentukan baru yang merupakan konsensus bersama.
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3) Hubungan

~Di dalam hubungan ini, yang perlu diperhatikan adalah
kedudukan pendidik/fasilitator dan pembelajar adalah sama dan setara.
Keduanya berfungsi sebagai sumber ilmu dan ketrampilan, tetapi
keduanya juga berfungsi sebagai pembelajar. Pendidik dan peserta
didik sama-sama sebagai sumber bahan belajar yang kompeten.
Pendidik dan peserta didik datang ke tempat belajar dengan membawa
pemahaman, keterampilan, pengetahuan masing-masing. Kemudian di
tempat belajar, pendidik dan peserta didik sama-sama belajar dari satu
sama lain.

Lalu apa yang membedakan antara pendidik dengan peserta
didik? Pendidik berfungsi sebagai fasilitator dalam proses
pembelajaran. Pendidik mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi
proses belajar agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan,
juga menumbuhkan daya berpikir kritis dari peserta didik.*
Pendidikan Damai adalah menciptakan kondisi budaya pemikiran

individu yang yang berpangkal pada anti kekerasan. Dalam rroses PE harus
mempekerjakan perangkat yang dapat membantu pelajar membayangkan

bagaimana kenyataan dapat dengan sukses beroperasi dengan damai.

” http:/pendidikanperdamaian.blogspot.com/ , lihat juga di

http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.htm, diakses pada 15 agustus 2010.
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Perangkat ini dikenal sebagai re-contextualizing.®®  Artinya, seorang
pengajar/fasilitator harus mampu mendorong peserta didik untuk
mengkontekstualisasi ulang semua fakta yang ada. Sebab, teks/fakta konflik
perlu menempati konteks yang ada sehingga penafsiran ticiak terjebak pada
kekauan saja. |

Oleh sebab itu, dalam PE perlu ada upaya kontekstualisasi kedalam
lokus masing-masing. Bagaimanapun juga, gagasan PE yang telah dipaparkan
diatas adalah bersifat konseptual dan bersifat universal. Selanjutnya adalah
diserabkan sepenuhnya kepada pelaku perdamaian untuk menarik kedalam

konteks masing-masing

2. Peace Education Menjadi Salah Satu Bagian Management Konflik

Disadari atau tidak, konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di
Indonesia dapat disimpulkan lebih dominan berakar struktural. Terutama
bersumber pada faktor ketidakadilan sosial dan kegagalan mengelola potensi
kemajemukan di berbagai daerah.®’ Kemajemukan hendaknya mendapat
perhatian penuh dengan cara pengelolaan tanpa diskriminasi. Kemajemukan,

satu sisi menjadi ancaman bagi integrasi bangsa sekaligus menjadi pondasi

% Alberto Valiente Thoresen, Theorizing Peace Education: a theoretical survey of the
practice of Peace education, hal., 73

8! Membangun Pendidikan Perdamaian yang Integeatif, (Jurnal Kultur Volume 4, Number 1,
2009) o
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kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, kerja perdamaian hendaknya melihat fakta
kemajemukan berlandas kedua potensi tersebut.

Kerja perdamaian tidak bisa dipisahkan dengan kajian tentang konflik;
baik pada ranah pemetaan akar masalah, aktor maupun solusi konflik.
Dinamika konflik kerapkali merupakan antitesa dari dinamika damai. Konflik
adalah cenminan dari tiadanya damai, seperti halnya damai merupakan refleksi
dari ketiadaan konflik. Konflik adalah bentuk perilaku beringas dari
kegagalan upaya yang mengandalkan nurani kemanusiaan. Tak ada
keberingasan yang muncul dengan tiba-tiba, melainkan memiliki sebab
kemunculan keberingasan tersebut.

" Konflik adalah situasi yang terjadi ketika ada perbedaan cara pandang
diantara dua atau lebih, kelompok atau organisasi. Selain itu, konflik juga
sering kali diidentifikasi sebagai sebuah sikap saling mempertahankan diri
sekurang-kurangnya diantara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan
pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka
berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama.®

Secara etimologi, manajemen konflik berasal dari dua kata yakni
manajemen  dan  konflik. Manajemen adalah pengelolaan usaha;

kepenpendidiksan; ketatalaksanakan penggunakan sumber daya secara efektif

“? http ://anselmusariirakmaking.blog.com/2009/05/25/  makalah — pengantar — manajemen
— kepemimpinan - dan — manajemen — konflik / diakses pada tanggal 17-agustus 2010.
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untuk mencapai sasaran yang diinginkan.%® Sementara konflik adalah
pertentangan paham; pertikaian; persengketaan; dan perselisihan.* Sementara
secara terminology, manajemen konflik adalah seni mengelola, meminimalisir
sikap saling mempertahankan diri, yang memiliki tujuan dan pandangan
berbeda sehingga saling berlawanan.®

Dalam sebuah gesekan individu maupun sosial, ketika tidak ada titik
temu antara kedua pihak senantiasa mengantarkan pada konflik. Sementara
itu, istilah konflik sendiri kerap kali merujuk pada konsepsi ketidaktemuan
kedua belah pihak dalam konteks satu hal tertentu. Hanya saja, jika diawal
demikian eskalasi konfik keduanya masih relatif sulit dideteksi. Oleh sebab
itu, konflik jenis ini adalah latent conflict. Jenis konflik latent ini merupakan
permulaan sekaligus jemba.an menuju konflik yang lebih bisa dideteksi.
Konflik laten justru sangat berbahaya, oleh karena selain sewaktu-waktu akan
mengantarkan pada konflik manifest (manifest conflict), jenis konflik ini amat
sulit dihilangkan.

Disinilah letak signifikansi melakukan pemetaan konflik (conflict
mapping). Adalah mendeteksi akar konflik dan aktor konflik yang bermain.
Assesment konflik ini penting seiring dengan kebutuhan untuk membangun

perdamaian yang berjangka panjang. Selain itu, assessment juga diperlukan

® Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus llmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994)
hal., 434

 Ibid, 358 :

 CRS, Perangkat Membangun Perdamaian, (Jakarta: CSR, 2002)
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agar dalam mengidentivikasi dan menentukan program kerja perdamaian tidak
salah kaprah dan tepat sasaran.

Dalam manajemen konflik, dinamika konflik yang terjadi bukan lantas
dipangkas begitu saja, melainkan konflik dikelola agar senantiasa menjadi
konflik produktif. Istilah konflik produktif adalah untuk melihat sebuah hasil
proses dialektika dari kedua kepentingan yang saling tumpang tindih.
Benturan kedua kepentingan ini bisa diminimalisir agar tidak merambah
dalam ranah yang lainnya. Konflik hendaknya dikelola dengan jalan
penyesuaian dan mediasi kedua kepentingan. Sebagai sebuah metode praksis,
ménagemen konflik amat relevan tatkala dihadapkan pada pertentangan
kepentingan intersubyektif maupun lintas kelompok.

Dalam managemen konfik, hal yang patut diperhatikan ialah
pengelolaan konflik tanpa melahirkan konflik dalam bentuk baru. Manajemen
konflik mengedepankan saling rasa percaya antara keaua kepentingan.
Bermodal saling percaya ini, baik dalam tataran interaktif keseharian beban
psikologis atas konflik yang pernah terjadi dapat ditanggalkan. Setelah konflik
mulai mereda, ada proses perubahan yang dilakukan oleh mediator atau pihak
ketiga.

Oleh karena itu, dalam menej.emen konflik tidak bisa dipisahkan dari
pihak ketiga. Sebagai sebuah konsep intervensi, manajemen konflik adalah
sebuah upaya mediasi atau fasilitasi kedua belah pihak yang bertentangan.

Sehingga, peranan pihak ketiga ini kadangkala mereduksi perspektif yang
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menjadi modal masing-masing pihak. Kendati demikian, peran manajemen
konflik tetap memainkan peranan penting dalam suatu organisasi, masyarakat
atau komunitas tertentu.

Dalam konteks ini, Peace Education merupakan bagian dari
penyelesaian konflik (conflict management). Sebab, dalam konsep PE telah
secara implicit mengandung (1) Penyelesaian konflik (conflict resolution).
Dalam upaya penyelesaian konflik ini, focus perhatian adalah menjawab
tantangan ganda: menghilangkan akar-akar pertikaian seraya memperbaiki
hubungan yang porak poranda antar pihak yang dalam waktu lama terjerumus
dalam pertikaian. (2) Transformasi konflik (conflict transformation). Konsep
transformasi itu sendiri diupayakan untuk menjangkau bukan hanya aktor
yang terlibat konflik, tetapi juga ruang di mana mereka berada. Transformasi
diharapkan pada akhirmya akan memulai terbentuknya masyarakat baru yang
tidak lagi membawa beban masa lalu, memiliki koherensi .keinginan untuk
memintal masa depan, dan mendasarkan hubungan sosial baru seirama dengan
perjalanan transformasi itu sendiri. |

Pendekatan ketiga lebih banyak digunakan dalam konteks %onflik
horisontal, atau pertikaian-pertikaian yang berkepanjangan yang terutama
disebabkan olch ikatan-ikatan primordial, khususnya agama, ras, dan etnisitas.
Konflik yang bersumber pada unsur-unsur seperti itu pada umumnya sulit
didamaikan, cenderung bersifat zero-sum, dan berulang. Itu pula sebabnya

mengapa transformasi konflik, dengan membangun pola dan ruang hnbungan
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baru, kerapkali dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki
suasana. Dua aliran pemikiran yang disebut pertama, pengelolaan konflik dan
penyelesaian konflik, pada prakteknya hanya berbeda de-i segi agenda
prioritas. Dalam kaitannya dengan dinamika konflik, proses PE tidak jauh

berbeda dari pengelolaan konflik

. Implementasi Menejemen Konflik Untuk Menciptakan Perdamaian

(Peace Building)

Jarang ditemukan definisi peacebuilding yang menjangkau tujuan
untuk membangun perdamaian “positif” seperti dimaksud oleh Johan
Galtung.%® Akademisi yang Kkonsentrasi terhadap masalah konflik dan
perdamaian Johan Galtung (1969) mengemukakan konsep perdamaian positif;
Situasi tiadanya segenap masalah struktural yang dapat menebar benih
ketidakpuasan sehingga menyulut konflik, untuk membedakan dari pengertian
yang lebih terbatas. Konsepsinya yang lain, perdaniaian “negatif”,
menggambarkan damai semata-mata sebagai ketiadaan konflik kekerasasn.

Antara keduanya menyediakan berbagai kondisi, baik jika dilihat dari gerakan

% Meski demikian, lantaran tidak ada devinisi yang secara implicit, konsepsi peace building

ini senantiasa merujuk pada rumusan Johan Galtung. Adalah intelektual Amerika yang selama ini
konsentrasi terhadap studi perdamaian sejak 1953 hingga yang terakhir sangat keras menentang ketika
Amerika Serikat (AS) melakukan invansi ke Irak. Bukan hanya itu, dia juga mengusulkan, dengan
mengirim surat secara langsung kepada Presiden, agar AS mengubah politik luar negerinya yang
hegemonic dan imprealistik. . " 5

J
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dari damai menuju konflik (eskalasi) maupun sebaliknya, dari koflik menuju
damai (deeskalasi).”’

Peace building tidak lebih dari sekedar “membantu untuk

mencegah keadaan memburuk menjadi konflik kekerasan, ataupun

berbagai bentuk opresif dari ketertiban umum; dan sama sekali

tidak dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan ilusif menghilangkan

konflik sepenuhnya”. Kata kerja membantu untuk mencegah (kelp

to prevent) dengan sendirinya mengakui keterbatasan kegunaan

peace building itu sendiri.*®

Meletakkan hubungan pada titik pusat pekerjaan memberikan bantuan
(relief), pengembangan, pencegahan konflik, rekonstruksi dan rekonsiliasi
adalah hal yang amat penting untuk mencapai perubahan sosial yang
berjangka panjang.” Disinilah kerja perdamaian (peacebuilding) memainkan
peran sentral dalam membangun kondisi sosial, terutama perdamaian jangka
panjang. Peacebuilding memang salah satu program yang menyiapkan
kondisi sosial berjangka panjang dalam kebersamaan dan kerukunan.
Sehingga, ditengah atau paska konflik dipelbagai Negara senantiasa
menggunakan konsepsi ini dalam menangani konflik tersebut.

Sementara itu, dalam tahap peacebuilding senantiasa menggunakan
pengelolaan konflik, adalah berusaha untuk menghentikan konflik, dengan

peace making (peace enforcement) untuk mengajak mereka yang bersengketa

7 Lihat Johan Galtung, Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan
Peradaban (terj. Asnawi dan Syafruddin), (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hal. 21-25

% Kusnanto Anggoro, Post-Conflict Peace building, (Jakarta: ProPatria Institute, 2009), hal. 6

® Lihat Peacebuilding: Sebuah Manual Pelatihan Caritas (Vatican City: Caritas
Internationalis 2002), hal., 19
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yang antara lain tercermin dari berbagai keadaan yang menunjukkan
berfungsinya kembali otoritas pemerintahan bersama dengan institusi khusus
yang dibentuk untuk memberi pelayanan khusus. Akibatnya, peace building
harus dilihat dalam dua konteks sekaligus, yaitu sebagai tindakan nyata yang
dimaksudkan untuk mendukung serta memajukan perdamaian dan sebagai
proses yang bersifat agregatif.

Proses agregatif tersebut diberlakukan untuk merajut ..embali struktur
sosial (politik, ekonomi, sosial, budaya dan psikologikal) melalui
pembangunan dalam arti luas, dan dengan demikian mencakup demokratisasi,
pembangunan serta reformasi sektor keamanan. Sifat agregat juga
dimaksudkan untuk menggarisbawahi bahwa berhasil atau tidaknya peace
building ditentukan oleh efek sinergetik dari tindakan-tindakan nyata yang
terjadi pada berbagai tahap dan tingkatan.”

Dengan demikian, secara luas implementasi manajemen konflik
merupakan salah satu bagian dari membangun perdamaian (peace building).
Peace Education menjadi salah satu varian dari manajemen konflik (conflict
management), sementara dalam pengelolaan konflik merupakan bagian dari
skenario pembangunan perdamaian (peace building). Dalam konteks itulah,
konsep PE yang menjadi gagasan FLA Jatim banyak mengalami perubahan.

Penjabaran tentang PE menurut FLA Jatim adalah sebuah upaya

mencari jalan keluar tanpa melahirkan masalah kembali. Sebab, kerja-kerja

™ Ibid, hal. 8
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perdamaian yang merujuk pada kerangka konseptual PE diatas senantiasa
hanya mengawang dan kurang menyentuh kebutuhan warga. Dalam konteks
itu, konsep PE FLA Jatim melakukan penerjemahan kedalam lokus lokalitas

yang berbasis pada sebuah proses.

B. Konflik Lintas Agama

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis,
dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki. Kemajemukan merupakan realitas
yang tak terbantahkan di bumi Nusantara ini. Sehingga seri:.y dilukiskan, di
Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda,
measing-masing kelompok mempuyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan
lebih dan dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai oleh
penduduknya serta hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-
agama asli yang jumlahnya banyak sekali.

Masyarakat plural (plural society) adalah suatu masyarakat yang terdiri
dari dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi
tidak berintegrasi dalam satu kesatuan politik. Karena itulah, agama, etnik, dan
kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat
Indonesia bisa menjadi persoalan krusial bagi proses integrasi sosial. Konflik
antar agama selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia
yang majemuk. Dengan kata lain, kemajemukan sering menjadi sumber

ketegangan sosial. Karena, kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang
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paling pokok untuk mewujudkan masyarakat plural dikikis habis oleh kepalsuan
dan manipulasi.”

Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat
multikultural yang dibangun oleh suatu rasa kebanggaan bersama tetapi dengan
tetap menghargai, mengedepankan, dan membanggakan pluralisme masyarakat.™
Hal ini paralel dengan tesis, bahwa fungsi konvensional agama sebagai sublimasi
keinginan yang terekspresi, pelarian manusia yang tertindas, alat legitimasi atau
ideologi. Inilah yang menjadi keyakinan psikolog Sigmund Freud dan sosiolog
Karl Marx yang menggambarkan fungsi agama sebagai alat pelarian atau katup
pengaﬁlan (safety valve) yang sedikit banyak membantu manusia yang sedang
berada dalam tekanan sosial, ekonomi dan politik.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan baru, kenapa
pemeluk agama curiga kepada pemeluk agama lain. Mengapa pemeluk agama
begitu fanatik terhadap agama dan menganggap agamanya paling benar di atas
agama orang lain. Salah satu jawaban yang dapat diberikan adalah adanya

pemahaman yang keliru terhadap agama. Agama dipahami dan ditafsiri secara

"Kemajemukan kesukubangsaan dan keagamaan dapat menyebabkan munculnya konflik

sosial. Kesukubangsaan dan keagamaan memiliki kesamaan dalam proses inkuluturasi dalam diri
manusia yang diketahui dan diyakini oleh orang sejak lahir dan dipaksakan oleh orang tua dan
lingkungannya. Kedua jati diri ini tidak hilang meskipun tidak dipakai, tetapi disimpan dan sewaktu-
waktu dapat diaktifkan kembali. Lihat Parsuadi Suparlan, “Masyrakat Majemuk Indonesia dan
Multikulturalisme”, Makalah tidak diterbitkan

M. Atho Mudzhar, “(Tantangan! Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme

di Indonesia”, Makalah Saraschan Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme
sebagal Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia, kerjasama Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 8
September 2004, him. 2.
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tekstual dan literal. Misi agama untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam
tereduksi oleh pemahaman sempit.

Dampak dari pemahaman ini, seperti dicatat oleh Abdullah An Naim,
adalah kesulitan agama untuk berdialog dan berdampingan dengan perkembangan
sosial budaya.’”> Agama menjadi kikuk dan kaku berhadapan dengan pluralisme
dan multikulturalisme. Agama seolah menolak dan bertentangan dengan
multikulturalisme, padahal multikulturalisme adalah ajaran agama. Allah
berfiman “Hei manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari
seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu sal..;g mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kamu”.

Karena itulah, fenomena konflik antar agama adalah buah dari paradigma
beragama yang ekslusif, superior dan menganggap agamanya yang paling benar.
Sikap ini jelas-jelas menjadi faktor pendorong munculnya konflik; yang tidak saja
menodai agama itu sendiri, tetapi juga telah menodai persaudaran umat manusia.
Betapapun juga, paradigma ekslusif jelas-jelas membawa sikap memusuhi dan
menundukkan agama lain. Kecenderungan ekslusivisme itu memang sesuatu yang
intrinsik dimiliki pada tahap keberagamaan eksoterisme, dan secara psikologis

seseorang akan lebih mudah memberikan afirmasi terhadap kebenaran agama

" Abdullah Ahmad An Naim, Dekonstruksi Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 2004)
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yang dianutnya antara lain dengan menegasikan atau menyalahkan agama orang
lain.76

Peristiwa konflik lintas agama merupakan ujian bagi kemajemukan.
Keragaman yang selama ini bersemai secara tiba-tiba berubah menjadi murka.
Beberapa rentetan kasus konflik lintas agama menjadi pei.andangan baru,
terutama setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Tentu kita masih ingat peristiwa
kerusuhan di Maluku, Ambon dan Poso. Meskipun dipicu persoalan sepele, tetapi
memiliki daya dorong masif penyebaran kerusuhannya; bahkan merambah
menjadi konflik lintas agama. Belakangan, isu agama sangat cepat menyulut
amarah masyarakat.

Peristiwa kerusuhan di Maluku bermula pada bulan Januari 1999,
yang diawali dengan perselisihan antara seorang kondektur dan
seorang penumpang angkot di Ambon. Perselisihan ini kemudian
dengan cepat memicu sebuah serangan ke sebuah perkampungan
Muslim, dimana warganya pada saat itu sedang merayakan Idul Fitri.
Pertikaian antar agama kemudian pecah di Ambon dan kepulauan
sekitarnya, sehingga tersingkap sebuah keretakan sosial yang dalam
dan adanya crosi struktur otoritas tradisional yang sebelumnya tidak
nampak pada masa kekuasaan politik Suharto selama bertahun-tahun.
Akibatnya, ribuan orang tewas, sejumlah besar warga terpaksa
mengungsi, dan gelombang para pemuda dari daerah lain di Indonesia
mulai masuk ke sana untuk bertempur di pihak Muslim.”

Daerah yang dimaksud yaitu Maluku, sebuah propinsi yang terletak di
bagian tengah kepulauan Maluku, dan Poso, sebuah kabupaten di Sulawesi

Tengah. Kedua daerah tersebut menjadi saksi pertikaian hebat antara masyarakat

7 Komaruddin Hidayat, Agama Masa Depan, (Jakarta: Paramadina, 1995), him. 43
" ICG, Melemahkan Jaringan Kelompok Mujahidin Di Indonesia: Pelajaran Dari Maluku
Dan Poso, Asia Report n°103 — 13 oktober 2005, international crisis group, 2005), hal., 2
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Muslim dan Kristen, yang meletus hanya beberapa lama setelah keiatuhan
Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, dan dianggap sebagai medan perang
yang sah bagi gerakan jihad bersenjata, bagi kelompok militan Muslim diseluruh
Indonesia — maupun bagi segelintir operatif asing. Di Maluku dugaan jumlah
para korban dalam pertempuran di antara umat Islam dan Kristen (Nasrani)
berkisar antara 5000 jiwa sampai 8000 jiwa. Jumlah pengungsi dari data yang
terakhir diduga mencapai lebih dari 500.000 jiwa. Lebih dari 35 000 rumah
terhancur dan kerugian kerusakan infastruktur diperkirakan mencapai bermilyar-
milyar dolar AS.

" Perjanjian damai yang di prakarsai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang
waltu itu menjabat sebagai Menko Kesra, pada akhir tahun 2001 dan awal tahun
2002, secara cukup signifikan berhasil menurunkan eskalasi k-'.erasan, namun
masih belum berhasil mencegah pengeboman dan penembakan berlanjut yang
sekali-sekali masih terjadi.

Justru sebaliknya, konflik malah menjalar ke pelbagai daerah. Konflik
komunal yang terjadi di Kota Ambon, 19 Januari 1999 menjadi titik balik
perjalanan masyarakat, khususnya mengenai kemajemukan. Konsekuensi
selanjutnya kehidupan 209.303 warga kota berada dalam situasi tidak menentu.
Lebih dari separuh — tepatnya 129.068 warga — hidup sebagai pengungsi. Jumlah
masyarakat miskin meningkat menjadi 106.732 jiwa (Eddy O. S Hiariej: 2004)

Berdasarkan Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan Mediasi

di Maluku, faktor-faktor utama pemicu konflik scsial di Maluku, antara lain :
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1. kesenjangan ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. Pada
umumnya para pendatang yang beretnis Bugis, Buton, Sumatera dan
Jawa lebih berhasil dibidang ekonomi karena memiliki kemampuan
dalam memanfaatkan peluang yang ada, disamping adanya bantuan
pemerintah melalui program transmigrasi;
2. Dugaan provokasi da.i luar;
3. Rentetan peristiwa Ketapang (Jakarta);
4. Sikap tidak netral sebagian aparat keamanan dan oknum aparat
pemerintah daerah; serta
~ 5. Sentimen agama dan rasa dendam’®
Beberapa peristiwa konflik lintas agama diatas merupakan sebagian
contoh peristiwa pencideraan kemajemukan bangsa. Ada beberapa faktor kenapa
agama menjadi salah satu pemicu konflik yang efektif. Perfama, pengalaman
sejarah konflik antar agama yang menorehkan kecurigaan di antara pemeluk
agama. Kedua, klaim kebenaran mutlak agama yang menganggap agama orang
lain salah. Ketiga, klaim agama yang membabi buta menumbuhkan sifat
fanatisme agama. Keempat, fanatisme dan klaim kebenaran mendorong
seseorang pemeluk agama menyebarkan agama kepada orang yang berbeda

agama.”

™ Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kerangka Dasar Penyelesaian Konflik Maluku Dan Maluku Utara, (Deputi
Bidang Otonoml Daerah dan Pengembangan Regional Jakarta, Desember 2002), hal., 52-53

™Jamhari, “4gama dan Demokrasi: Prakondisi Multikulturalisme’, him. 3 S5, Makalah tidak
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Konflik lintas agam.a, intoleransi, dan radikalisme agama adalah
ancaman keberagamaan dewasa ini. Keempat factor yang melatarbelakangi
konflik agama diatas jika dilihat dalam perspektif infern maupun lintas agama.*’
Jebakan kalim kebenaran (fruth claim) menjadi salah satu pangkal lahirmya
konflik lintas agama. Keragaman pilihan agama dianggap sebagai sebuah
kekeliruan, selain kelompoknya sendiri adalah salah. Justifikasi demikian tentu
tidak menyediakan ruang kebenaran bagi agama lainnya. Pandangan ‘yang paling
benar’ senantiasa mengancam keragaman agama; bahkan menjadi salah satu
pemicu konflik; baik intern maupun lintas agama.

C. Relasi Peace Education Dengan Konflik Antar Agama

Paska Reformasi, rangkaian konflik agama menjadi pemandangan baru,
baik intern agama maupun lintas agama. Peristiwa konflik lintas agama yang
dipaparkan diatas adalah contoh dari beberapa aksi kekerasan atas nama agama.
Meskipun agama mapaun tidak pernah mengajarkan kekerasan. -

Situasi seperti ini memberi implikasi kekacauan social; disharmonisasi
hubungan lintas agama, kerugian ekonomi, infrastruktur dan tentunya
menghilangkan nyawa. Daerah-daerah paska-konflik menghadapi masalah
perdamaian tidak ringan, baik bersumber dari masalah-masalah konflik dan
dampak konflik di masa lalu maupun karena lemahnya kapasitas perdamaian di

diterbitkan

% Empat factor tersebut bukan hanya melatari adanya konflik lintas agama, melainkan juga
didalam agama itu sendiri. Misalkan saja di Islam, ada sekian ragam aliran yang satu dengan lainnya
memiliki pandangan perbeda. Dan tak menutup kemungkinan, diatara mereka saling bergesekan yang
pada gilirannya mengantarkan pada konflik.
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masyarakat. Dalam tahapan paska-konflik potensi konflik atau konflik terpendam
(latent conflict) dapat sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan dan perdamaian
kembali berubah menjadi konflik, terutama ketika sistem dan kelembagaan sosial-
politik dan pemerintahan yang ada belum mampu secara efektif mengatasi potensi
konflik, hambatan perdamaian dan ketegangan sosial yang ada, melalui kebijakan
pembangunan khusus, bukan hanya mengatasi potensi konflik atau ketegangan
struktural yang ada, tetapi juga mengatasi perdamaian yang rentan karena belum
jelasnya arah, visi, orientasi, tujuan dan kerangka pendekatan dan strategi
pembangunan perdamaian ke depan (peace building roadmaps).*'

'Pembangunan perdamaian di daerah paska konflik yang dulunya
mengalami konflik yang akut dan disertai segregasi sosial-politik yang tajam
membutuhkan pendekatan pembangunan perdamaian secara khusus menekankan
pentingnya transformasi konflik dan rekonsiliasi jangka panjang. Pendeketan ini
bukan hanya bersifat transisional atau respon sesaat atas konflik dan potensi
konflik yang ada, tetapi juga membangun perdamaian jangka panjang, mengatasi
kesenjangan, ketidakadilan, dan rekonstruksi komunitas yang hancur akibat
konflik kekerasan di masa lalu menuju tercapainya perdamaian yang berkeadilan
secara berkelanjutan (sustainable just-peace).

Pendekatan transformatif konflik dan rekonsiliasi jangka panjang bisa
diharapkan mampu mengatasi kesenjangan perdamaian dihadapi daerah-daerah

paska-konflik. Pendekatan ini mencakup berbagai area dan aspek masalah yang

8! Post-Conflict Peace building, (Jakarta: ProPatria Institute, 2009), hal., 38
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harus ditangani, tidak hanya bersifat transisional tetapi juga transformatif, dalam
berbagai level masalah, di level atas; negosiasi tingkat tinggi, membangun koalisi
dan konsensus damai, pembagian kekuasaan, dan penghentian kekerasan, di level
menengah; meningkatkan kapasitas perdamaian, advokasi perdamaian, resolusi
konflik berbasis pemecahan masalah, pembetukan komisi pefdamaian, dan di
level bawah memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi di tingkat komunitas,
traurna, prasangka, kesenjangan, ketidakadilan dan masalah-masalah sosial-
ekonomi lainnya dihadapi masyarakat.

Dalam konteks itu, Peace Education (PE) dituntut memenjawab persoalan
tersebut. PE hendaknya menjawab semua permasalahan masyarakat paska
konflik. Biasanya, masyarakat paska konflik manifest senantiasa mengalami
konflik laten. Konflik jenis ini justru susah dideteksi, dan menjadi salah satu
kekuatan kekerasan yang suatu saat meledak. Kondisi demikian, PE menjadi perlu

beradaptasi dengan kebutuhan local.
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BAB II1
PROFIL YAYASAN FORUM LINTAS AGAMA (FLA) JAWA TIMUR,
FORUM WARGA (FW) DAN LOKASI PENELITIAN

A. Profile Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jawa Timur
1. Latar Belakang

Disyahkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan menuntut tanggung jawab Yayasan Forum Lintas Agama (FLA)
Jawa Timur melakukan penyesuaian atau perubahan secara kelembagaan.
Maka, berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Forum Lintas Agama (FLA)
pada han Kamis, tanggal 08 November 2007 di Kantor Yayasan, Jalan
Gayungsari Barat VI/3 Surabaya, Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jatim
berganti menjadi Yayasan Lintas Agama (FLA) Jawa Timur.

Dengan demikian, keberadaan FLA Jatim dapat dirunut dan sebagai
kelanjutan dari FLA Jawa Timur. Eksistensi Yayasan Forum Lintas Agama
(FLA) Jawa Timur dilahirkan dari konstruksi sosial-budaya-keagamaan yang
cukup panjang. Walaupun secara de jure, usia Yayasan FLA Jawa Timur
memang relatif muda (2001), Tetapi secara de facto, Yayasén FLA telah ada
cukup lama. Tepatnya pasca tragedi Situbondo (1996).

Pada saat itu terjadi konflik horisontal antar umat beragama yaitu

Islam dan Kristen. Dalam tragedi itu tercatat setidaknya 8 gereja terbakar, dan
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seorang pendeta beserta keluarganya meninggal dunia setelah sekelompok
massa membakar tempat tinggalnya. Dipicu dari konflik tersebut, maka
dengan cepat konflik merembet ke berbagai daerah di sekitarnya.

Tragedi kemanusiaan itu menjadi dasar dan inisiatif berkumpulnya
beberapa tokoh agama untuk menyelesaikanya. Pertemuan ‘mencari jalan
keluar’ yang diprakarsai oleh Ketua PWNU Jawa Timur, KH Hasyim Muzadi
(Saat ini Ketua PBNU) tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari GKJW,
GKI, Keuskupan Surabaya, Hindu dan masih banyak lagi. Berkat kerjasama
berbagai pihak beberapa saat kemudian konflik tersebut mereda.

Secara tidak langsung konflik Situbondo tersebut membawa hikmah
tersendiri bagi bertemunya berbagai tokoh agama sekaligus menjadi embrio
lahirnya Yayasan Forum Lintas Agama Jawa Timur (FLA).

Mengapa akhirnya Forum Dialog ini dilembagakan?. Diantara alasan-
alasan mendasar kebutuhan pelembagaan, adzlah: Pertama, secara umum,
para tokoh agama di Jawa Timur telah berhasil mengembangkan budaya
dialog agama-agama yang belum pernah ada sebelumnya. Model forum-
dialog yang telah berjalan memang telah relatif mapan. Namun, budaya dialog
agama-agama seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat elite saja. Justru,
yang lebih penting adalah, bagaimana mentransformasikan budaya dialog ini
di tingkat akar rumput. Sebab, dalam banyak kasus, konflik politik sering kali

muncul dengan menggunakan sentimen agama. Ujung-ujungnya, sebagai
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trigger-of-nya adalah kelompok grass-root tadi. Untuk ini diperlukan
kelembagaan dan tim yang kuat.

Kedua, Persoalan kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, politik dan
lainnya, tidak cukup hanya dilakukan dan diselesaikan melalui forum dialog
saja. Disamping perlu adanya program-program Karitatif juga perlu adanya
program-program komprehensif dan simultan dalam rangka menyelesaikan
persoalan-persoalan riel diatas. Ketiga, perlu sistem managemen dan
administrasi kerja yang lebih profesional dan sistematis. Maka, realitas ini
menuntut sebuah wadah formal yang secara normatif hukum diakui.

Maka, atas dasar kebutuhan di atas, pada tanggal 27 Maret 2001, para
tokoh agama mendeklarasikan dibentuknya wadah bersama secara legal-
formai yang diberi nama; Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jawa Timur.
Prosedur perubahan pun dilakukan sampai ke meja Menteri Hukum dan HAM
di Jakarta. Akhimnya, pada tanggal 14 Mei 2008, keluarlah Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Republik
Indonesia, Nomor: AHU-1941.AP.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan

Yayasan Lintas Agama (FLA) Jawa Timur.

. Visi dan Misi

a) Visi
Terciptanya tata kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun,
damai dalam iklim kebei_amaan dan keberagaman antar suku, agama dan

ras di jawa Timur.
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b) Misi

1)

2)

3)

4)

Meningkatkan kesadaran masyarakat menuju relasi yang penuh
kebersamaan dan keragaman antar suku, agama dan ras di Jawa Timur
melalui pendidikan dan penguatan masyarakat berbasis agama.
Memperkuat organisasi-organisasi interfaith dan kelqmpok-kelompok
agamawan strategis dalam memperjuangkan keharmonisan dalam
iklim kebersamaan dan keberagaman antar suku, agama dan ras di
Jawa Timur

Melakukan kajian dan pemberdayaan di bidang pluralisme agama,
suku dan ras di Jawa Timur.

Mengembangkan jaringan antar LSM-LSM interfaith di Jawa Timur
dalam rangka penyebaran informasi tentang kemajemukan

(pluralisme) di Jawa Timur

3. Support Dana Lembaga

Pengalaman pengelolaan dana yang bersumber dari para donator,

baik digunakan untuk mendukung program FLA Jawa Timur, antara lain:

1.

Emergency Programs Pengungsi Sampit pada tahun 2002. FLA bersama

Catholic Relieve Services Indonesia (CRS)

2. Perumusan Konsep Kerja Peacebuilding di Jawa Timwr tahun 2003-

3.

2004.

Peace Campaigne, pada tahun 2005
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4. Capacity Building NGO/LSM Interfaith di Jawa Timurtahun 2002-2003

5. Peace Campaigne Pemilu, pada tahun 2003

6. Vooter Education untuk Komunitas Perempuan di Jawa Timur Tahun
2004

7. Program Seminar dan Testimoni Kasus Dugaan Penyélewengan Ajaran
Agama di Jawa Timur pada tahun 2005. FLA Bersama TIFA
Foundation

8. Program Pelatihan Integrated Strategic Planning tahun 2008. FLA
bersama TIFA Foundation

9. Program Rencana Strategic Forum Antar Iman se-Jatim tahun 2002

10. Peacebuilding Building Program Based on Community in Pacet and
l;etak Villages Pacet Sub District, Mojokerto District East java Province
Tahun 2005 -2008

4. Struktur Organisasi Forum Lintas Agama (FLA)

Dewan Board :
Koordinator : Drs. Ali Maschan Moesa, Msi (Ketua PW NU Jatim)
Anggota : Romo Eko Budi Susilo (Keuskupan Surabaya)
Pr. Pdt. Simon Filantropa (GKKI Jawa Timur)
Reno Halsamer (Bethani Jatim)
Liem Oe Yen (PMTS)
Bingki Irawan (Makin, Majelis Agama Konghucu
Indonesia)
Irwan Pontoh (MBI, Majelis Budhayana Indonesia)

71



I Wayan Suwama (MHDI, Majelis Hindu Dharma
Indonesia)

Gatot S. Santoso (INTI, Perhimpunan Indonesia

Tionghua)
Basuki (HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan
Indonesia) )

Dewan Eksekutif

Direktur : Drs. A. Rubaidi, MA

Wakil direktur  : Mashuri

Keuangan : Ely Rosidah, MPd

" Divisi-Divisi
Capacity Building : Yeni Lutfiana, Msi
Peacebuilding  : Tripitono Adi Prabowo, SE
Advokasi : Mohammad Sholeh, SH
Gender : Amin Hasan, S.Pd.
Data & Informasi : Ali Maskyur, S.Pd.

B. Forum Warga (FW)
Pertemuan pertama perwakilan elemen warga Desa berlangsung Juni
2004. Dalam pertemuan ini, FLA Jatim yang memposisikan sebagai lembaga
mediasi bagi pengembangan budaya damai menjelaskan pentingnya kearifan
lokal dalam membangun Desa yang damai dan guyub serta mendahulukan

kebersamaan. Dalam konteks demikian, warga Desa adalah pelaku dan pelopor
aktif.
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Forum yang mempertamukan perwakilan elemen ini teyata pertama kali

dialami warga. Untuk meneguhkan komitment perdamaian antar warga, forum

Juga telah merumuskan “ikrar perdamaian”. lkrar perdamcian ini sifatnya

mengikat dan sebagai jembatan dalam penyelesaian problem lokal secara arif dan

bijaksana.®? Berangkat dari sinilah embrio wadah komunikasi lintas agama itu

terbentuk, dan “Forum Warga” --- Selanjutnya disingkat dengan FW--- raenjadi

pilihan namanya. Adapun anggota FW adalah sebagai berikut:

Tabel 02

No

1 | Wulyo

2 E.S Pa’at

3 | Eli Kusmiati

4 | Bangun Sugito

5 | Sulainman

6 | Wardi Mustofa

7 | Moh. Juri

8 | Rodliyah

9 | Kusman Ali

10 | Hamid Asnan

11 | Kuswarmo

12 ! Junaedi

13 | Ali Mustain

14 | Kusnadi

15 | Parni

16 | Taufik

17 | Mujiono

18 | Kasianto

18 | Edi selamet

20 | Nurul Ma’rufah

2] | Sugeng W

22 | Maria elizabeth

23 | Yohanes irawan

82 Rubaidi, Achmad, Jaian Lain Perdamaian, hal., 38
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24 | Nur rahmad
25 | Yudi mustofa
26 | Khusnan
27 | Supoyo
C. Tabel 03
Klasifikasi Jumlah Prosentase
Agama Khatolik 4 16%
Protestan 9 36%
Islam 12 48%
Etnis Jawa 13 52%
Madura 6 24%
Pandalungan 4 16%
Total 25 100%
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Struktur 01

Struktur Forum Warga Pacet
Pelindung .
Kepala Desa Pacet
Pembina Ketua
FLA Jatim Prawoto
Wakil Ketua
Yohanes
Sekretaris 7 :ndahara
Hamid Ahsan Elizabeth
Devisi Pengemb. Devisi Eksos Devisi Devisi Industri &
Pertanian Budi Winarto Perencanaan Produksi
Mustain (koord) (koord) Sulasno (koord) Usaman Ali (koord)
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C. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian
1. Kondisi Gbyektif Desa Pacet

a. Kondisi Geografis

Desa Pacet merupakan salah satu Desa yang terletak dibagian
selatan Kabupaten Mojokerto, dengan luas wilayah 332,312 Ha.
Gambaran tentang letak Desa Pacet dapat dilihat dari jarak dengan pusat-
pusat pemerintahan. Jarak dengan pusat kecamatan mencapai 1 Km dan
dari pusat Kabupaten 35 Km. sedangkan jarak dari ibuKota propinsi Jawa
Timur (Surabaya) 60 Km.

Desa Pacet memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut antara
600-700 meter. Sehingg:.. secara tipografi, Pacet termasuk daerah dataran
tinggi. Dataran tinggi berpengaruh pada suhu udara dingin, yakni antara

22-23 derajat celcius. Secara keseluruhan, batas-batas wilayah Desa Pacet

adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa petak

- Sebelah selatan : Desa padusan

- Sebelah barat : Desa sajen

- Sebelah timur : Desa cempokolomo

Desa Pacet merupakan daerah pegunungan yang menawarkan
panorama keindahan alam. Ditunjang dengan suhu udara sejuk Desa Pacet

memiliki potensi besar bagi pengembangan wisata alam dan pertanian.
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b. Kondisi Demografis
1) Jumlah penduduk

Berdasarkan data monografi Desa Pacet tahun 2004, penduduk
Desa Pacet mencapai angka 5906 jiwa. Dari total jumlah penduduk
Pacet, dirinci menurut jenis kelamin sebagai berikut: -

- Laki-laki : 2969 orang
- Perempuan : 2937 orang
- Jumlah kepala keluarga : 1558 KK
Jumlah penduduk adalah salah satu asset penting bagi

pembangunan dan pengembangan Desa, apabila dapat dikelola dengan
“baik. Prijono Tjiptoferijanto (2004) berpendapat, bahwa pembangunan
yang bertumpu pada upaya mengejar pertumbuhan yang bertumpu pada
upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui proses
industrialisasi dan perdagangan memang akan meningkatkan efesiensi dan
efektifitas, namun juga berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran.

Oleh karena itu, pembangunan harus berwawasan kependudukan
yang dimzknai sebagai penjabaran dari strategi pembangunan yang
berkelanjutan, yang bearti pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi
keperluan saat ini, tidak serta merta mengorbankan kepentingan generasi
mendatang.

Sumber daya alam melimpah dan tindakan eksploitasi yang tidak

memperhatikan keseimbangan, berakibat bencana. Beberapa kejadian
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2)

yang mengundang keprihatian penduduk adalah bencana banjir bandang
yang menewaskan puluhan wisatawan, hutan gundul dan sumber air mulai
menurun kapasitasnya.

Kejadian-kejadian ini sebagai pelajaran berbarga, bahwa kedepan
pembangurian harus berorientasi kependudukan denga;l penguatan dan
pemberdayaan penduduk untuk dapat mengelola potensi Desa secara
mandiri dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
Penduduk menurut agama

Dilihat dari aspek agama yang dianut, Pacet dapat dijadikan cermin

‘pluralism agama. Sebab, walaupun Islam menjadi agama mayoritas,

agama-agama lain tetap mendapat tempat sebagai keyakinan penduduk
Pacet. Secara berurutan, agama dan jumlah pemeluknya di Desa Pacet
adalah sebagai berikut:

- Islam : 5701 orang

- Kiristen : 137 orang

- Katolik  : 64 orang

- Budha : 4 orang

Sementara itu, Hindu dan aliran kepercayaan tidak dijumpai

penganutnya. Dengan demikian, kondisi keberagaman masyarakat Pacet
termasuk dalam kategori dinamis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

sarana peribatadatan agama, seperti: Masjid 7, Mushalla: 23, Gereja: 4.
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3)

Menurut informasi warga setelah pengecekan lapangan, di Pacet juga
terdapat saran peribadatan agama Budha.

Banyaknya jumlah tempat ibadah agama ini member gambaran
bahwa agama turut mewarnai sendi-sendi kehidupan x{lasyarakat Pacet.
Sebab, selain untuk aktifitas keagamaan, tempat ibadah seringkali dipakai
aktifitas sosial kemasyarakatan.

Penduduk menurut pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat, secara umum  dapat

menggambarkan tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin

‘tinggi pendidikan masyarakat, kualitas SDM juga semakin tinggi,

walaupun secara kasuistik terdapat fenomena sebaliknya.

Tingkat pendidikan penduduk Pacet menunjukkan variasi dari SD
sampai sarjana. Data lengkap menurut monografi Pacet adalah: SD dan
sederajat : 2288 orang, SMP/SLTA 974 orang, SMA/SLTA: 901 orang.
Akademi (D1-D3) 25 orang dan sarjana (S1-S3) 182 orang. Selain itu,
sebagian penduduk Pacet juga memiliki latar belakang pendidikan khusus
yakni lulusan pondok pesantren sebanyak 230 orang dan 90 orang lulusan
madrasah.

Dari data pendidikan masyarakat Pacet diatas, dapat diambil
beberapa kesimpulan. Fertama, jumlah penduduk yang memiliki latar
belakang pendidikan adalah 4690. Sedangkan jumlah penduduk Pacet

adalah 5906. Itu artinya, ada sekitar 1216 orang yang tidak memiliki latar
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4)

belakang pendidikan. Kedua, mayoritas penduduk memiliki tingkat
pendidikan rendah setingkat SD dan tidak berpendidikan sama sekali. Hal
ini berlaku linear terhadap rendahnya kualitas SDM masyarakat.
Fenomena positifnya adalah jumlah penduduk dengan pendidikan sarjana
mencapai 182 orang. Jumlah ini cukup banyak bagi sebuah Desa yang
cukup jauh daru pusat pendidikan tinggi. Sisi positif ini dapat
dimaksimaikan untuk melakukan pemberdayaan bukan tidak mungkin
kualitas SDM masyarakat meningkat drastis.
Penduduk menurut matapencaharian

Salah satu ciri Desa agraris adalah profesi penduduk yang
homogen. Tetapi ciri ini tidak berlaku lagi bagi Desa Pacet. Desa Pacet,
wélaupun memiliki potensi pertanian cukup bagus tetapi profesi penduduk
yang plural menempatkannya sebagai Desa semi modemn. Secara rinci
matapencaharian penduduk adalah: PNS sebanyak 105 orang, TNI
sebanyak 10 orang dan pensiunan sebanyak 40 orar;. Untuk sektor
pertanian swasta dan informlak secara berurutan, karyawan swasta 1886
orang, wiraswasta/pedagang 283 orang, pertukangan 150 orang dan jasa
115 orang. Sedangkan pertanian dapat dirinci menjadi petani 857 orang
dan buruh tani 385 orang.

Data matapencaharian penduduk diatas memberi gambaran
pemahaman. Pertama, mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai karyawan

swasta, umumnya di sektor industri yang tersebar diluar Desa Pacet.
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Kedua, profesi pertanian menempati urutan kedua, kalau dijumlahkan
petani di Desa Pacet 1242 orang yang terdiri dari petani dan buruh tani.
Padahal potensi pertanian di Desa Pacet sangat besar dengan letersediaan
lahan sawalvlading sekitar 238.442 Ha. Hal ini bearti 71 persen dari total

luas wilayah Pacet adalah sawah dan ladang.

. Potensi Desa

Beberapa potensi Desa telah menjadi pembahasan sebelumnya.
Secara wmum, potensi yang paling menonjol adalah sektor pertanian,
pariwisata dan industri terbasis potensi lokal. Kondisi tanah yang subur

-menjadikan sektor pertanian sangan prospektif untuk dikembamgklamn.
Adapun produk pertanian unggulan Desa Pacet adalah bawang merah.
Hampir 100 Ha lahan sawah ditanami bawang merah dengan produksi 900
Ton.

Demikian halnya dengan sektor periwisata, dua tempat wisata
yang dimiliki Desa Pacet mampu mengontrol pendapatan Desa. Selain itu,
keberadaan tempat wisata yang ramai dikunjungi orang menjadi stimulasi
berkembangnya bisnis penginapan. Munurut monografi, Desa Pacet tahun
2004, tercatat 7 hotel yang menawarkan jasa penginapan bagi wisatawan.
Menurut warga Pacet, selain hotel juga banyak terdapat vila-vila yang
disewakan. Pendapat warga ini diperkuat data observasi bahwa vila-vila
banyak terdapat di Pacet. Banyaknya potensi Pacet ini, ternyata belum

dapat dikelola untuk mendapatkan nilai tambah optimal.
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Dengan melihat potensi yang ada, salah satu upaya yang perlu
dikembangkan adalah industri berbasis potensi lokal. Yakni, industriyang
mengandalkan bahan baku daari produk pertanian . sehinggah, selain
mendapat nilai tambah ekonomis, juga pada tahap selanjutnya menjadi

pondasi interaksi sosial yang rukun dan damai.
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BABIV
INTERVENSI YAYASAN FORUM LINTAS AGAMA (FLA) JAWA TIMUR
DALAM KONFLIK LINTAS AGAMA MELALUI PEACE EDUCATION

A. Peace Education Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jawa Timur
1. Kritik atas konsep kerja Peace Education

Bergulimya era reformasi, salah satunya ditandai denga munculnya
konflik yang termanifestasi dalam bentuk kerusuhan dan kekerasan serata
diwarnai dengan fenomena peledakkan bom. Terlepas adanya sekenario
politik yang ada dibelakangnya, peristiwa-peristiwa ini membangkitkan
perhatian kelompok dan para pekerja perdamaian, untuk selalu
menge;mbangkan upaya, konsep dan pendeklatan dalain menumbuhkan
budaya damai.

Tak kurang, berbagai usaha telah dilakukan untuk menawarkan
berbagai bentuk antisipasi konflik, terutama yang terkait dengan konflik antar
agam dan etnis. Diantara pendekatan yang pernah dilakukan adalah dialog
antar iman dan lintas agama. Dialog yang melibatkan ormas keagamaan dan
lembaga-lembaga keagamaan ini marak diplopori dan dilakukan oleh para
tokoh lintas agama. Bahkan, di beberapa daerah, muncul lembaga lintas
agama baru yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, seperti FKUB (forum

komunikasi antar umat beragama), dan lain sebagainya.
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Jujur diakui, bahwa dialog lintas agama, seminar dan lokakarya, baik
yang terlembaga maupun tidak, dapat mengurangi tensi kecurigaan dan
prasangka antar agama dan etnis. Di sisi lain, juga mampu menumbuhkan
pemahaman, kesadaran dan toleransi antar pemeluk agama.

Lebih jauh, konsep ”eace Education (PE) juga selzing kali terjebak
pada seremonial pertemuan beberapa warga, tokoh masyarakat, stakeholders,
maupun pelakwkorban konflik.  Sama halnya pada umumnya kerja
membangun perdamaian, PE cenderung elitis dan hanya menyediakan ruang
bagi kelompok tertentu. Selain itu, kerangka kerja PE senantiasa tidak
berbasis kebutuhan.

Konsep PE yang selama ini dikenalkan lembaga-lembaga dunia,
semisal UNICEF senantiasa bersifat seremonial. Peserta didik melulu
disuguhi materi-materi tentang isu perdamaian, sementara pada sisi lain
peserta didik memiliki sekian masalah pribadi; misalkan ekonomi.

Walaupun banyak sisi positif sebagai implikasi dialog lintas agama,
bukan berarti bebas dari kritik. Beberapa kritik yang terlontar adalah;
Pertama, kelibatan peserta dalam dialog dan seminar atau loka karya, yang
terbatas pada kalangan elit atau tokoh. Selain karena model dialog dan forum
membutuhkan tingkat pemahaman dan kapasitas intelektual yang memadai,
dalam tradisi masyarakat kita, elit atau tokoh dianggap sebagai representasi
massa. Disamping ada nilai positif, model pendekatan ini cenderung

menafikan massa yang diwakili.
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Kedua, elit atau tokoh yang terlibat sebagian besar bukan pelaku
konflik. Mereka adalah tokoh pluralitas, memiliki tangkat intelektual lebih
dan sangat menghargai perbedaan. Sehingga, ada kesenjangan psikologis
antara masyarakat yang terlibat konflik dengan para tokoh yang mewakili.
Konskuensinya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui proses
dialog sering kali mentah ketika disosialisasikan kepada masyarakat.
Demikian halnya dengan formulasi konsep yang dihasilkan melalui seminar
dan loka karya, seringkali menemukan hambatan dalam proses
implementasinya.

Ketiga, kerja-kerja perdamaian harus diusahakan secara konprehensif
dan berkesinambungan. Artinya, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan
melalui dialog dan formulasi konsep melalui seminar dan lokakarya harus
berjalan sinergis dengan kerja-kerja konkrit dalam masyarakat.

Simon Filantropa (Mantan Ketua GKI Jatim) pernah melontarkan
kritik dialog lintas agama yang sering diadakan oleh FLA Jatim. Menurutnya,
dialog-dialog lintas agama sudah cukup. Sekarang, yang paling efektif adalah
turun ke basis melakukan penyadaran kepada masyrakat tentang pentingnya
toleransi antar umat beragama untuk membangun budaya damai ditengah
komunitas plural. Sebab, pemahaman tentang toleransi dan penerimaan atas
keberadaan di tingkat tokoh telah final. Justru, yang paling membutuhkan

adalah masyarakat akar rumput yang terlibat konflik dan rentan konflik.
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Beberapa kritik diatas, memberi penyadaran bahwa kerja-kerja
perdamaian tidak cukup melalui dialog dan forum. Lebih dari itu, untuk
mewujudkan perdamaian ditengah masyarakat, terutama dalam masyarakat
pasca kontlik atau rentan konflik, dibutuhkan suatu . formulasi yang
konprehensif, baik melalui dialog dan forum-forum lintas agama maupun

implementasinya dalam masyarakat dalam bentuk kerja-kerja konkrit.

. Inlslasi Baru Pendekatan Komunitas

Berdasarkan kendala-kendala dalam membangun perdamaian,
dibutuhkan inisiasi baru dalam memilih pendekatan yang relevan dan
kontekstual. Salah satunya adalah Peace Education berbasis komunitas. Peace
Educétion berbasis komunitas merupakan bagian dari implementasi konsep-
konsep perdamaian dalam bentuk kerja konkrit ditengah masyarakat dengan
melakukan penyelesaian permasalahan bersama di tingkat lokal.

Walaupun demikian, FLA Jatim mengakui bahwa Peace Education
berbasis komunitas bukan konsep yang sama sekali baru. Beberapa lembaga
yang bergerak dibidang perdamaian terlebih dahulu pernah melaksanakannya.
Tapi, paling tidak di Jawa Timur, belum dijumpai lembaga yang memilih dan
melakukan kerja perdamaian dengan pendekatan yang sama.

Dalam proses implementasi, Peace Education berbasis komunitas
tidak dapat diterapkan secara kaku. Melainkan, dengan melakukan

penyesuaian-penyesuaian dengan konteks, situasi dan kondisi dimana Peace
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Education berbasis komunitas itu diterapkan. Sehingga, PE harus fleksibel
dan kontekstual. Sebab: (1) melihat tensi potensi konflik yang ada dalam
masyarakat, (2) karakter masing-masing masyarakat berbe.ia, (3) berusaha
menggali kearifan lokal sebagai entry point menegakkan perdemaian.

Dengan penerapan PE model demikian, terdapat beberapa keunggulan
yang dimiliki. Keunggulan-keunggulan tersebut diantara lain;

Pertama, partisipasi masyarakat lokal. Dalam konteks Peace
Education berbasis komunitas, pelaku perdamaian sebenarnya adalah
masyarakat. Sedangkan lembaga FLA Jatim berposisi sebagai mediator.
Depgan mengandalkan komunitas lokal sebagai PE, maka kesadaran
komunitas akan budaya damai dapat terinternalisir secara otomatis dan bukan
melalﬁi proses yang dipaksakan. Hal ini sebagai proses antitesa dari model
pendekatan resolusi konflik melalui elit atau tokoh yang cenderung elitis dan
kurang melibatkan komunitas grassroot. Pada saat diglog perdamaian
dikumandangkan para tokoh, masyarakat grassroot tetap berada dijurang
konflik.

Peace Education berbasis komunitas menempatkan
masyarakat/komunitas lokal sebagai pilar-pilar perdamaian. Pendekatan
demikian sekaligus sebagai jawaban atas kritik di atas. Idealnya, implementasi
PE yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat lokal, budaya damai dapat

terwujud secara lebih efektif dalam masyarakat bersangkutan.
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Kedua, menggunakan media atau instrument penyelesaian masalah
lokal. Dengan instrument penyelesaian masalah lokal bersama, maka
masyarakat dapat berkumpul satu meja tanpa ada pembatas ideologi, agama
dan keyakinan. Selain itu penyelesaian masalah lokal yang dihadapi bersama,
akan menjauhkan perdebatan dogmatis dan mudah diterima 6leh seluruh umat.

Ketiga, lebih menyentuh akar masalah atau sumber konflik. Dalam
strategic planning LSM-LSM interfaith se-JTawa Timur yang diadakan FLA
Jatim dan kemudian ditindeklanjuti melalui diskusi intensif, menghasilkan
kesimpulan bahwa akar permasalahan konflik adalah buntunya ruang-ruang
komunikasj antar umat beragama ditingkat grassroot. Dari sini muncul
kecurigaan dan prasangka antar umat dan pada tahap tertentu, rasa curiga dan
prasanéka tehadap umat lain akan menyuburkan bibit-bibit konflik.

Dengan program Peace Education berbasis komunitas dan dalam
pelaksanaannya menggunakan media kebutuhan lokal, maka dapat membuka
peluang lebih besar lagi; (1) komunikasi antar warga dan antar umat beragama
dapat terjalin lebih intensif, (2) warga memiliki isu atau permasalahan
bersama untuk bersatu mengatasinya, (3) meminimalisir perbedaan dan
mencari titik temu, (4) mengurangi kecurigaan, prasangka dan sinisme antar
umat beragama.

Budaya damai yang menjadi capaian ideal dalam implementasi PE
bukan sesuatu yang instan. Sudaya damai merupakan abstraksi dari keadaan

yang guyub, rukun, menghormati perbedaan, gotong royong dan sebagainya.
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Kesadaran seseorang akan pentingnya mewujudkan budaya damai tidak dapat
dipaksa dari luar atau melalui perjanjian hitam diatas putih. Melainkan,
budaya damai harus dimulai dari tumbuhnya kesadaran masyarakat yang
bersarang jauh dalam hati sanubari dan mengimplementasikannya melalui
sikap jujur, percaya, terbuka dan penerimaan terhadap kelompok lain. Untuk
itu, mewujudkan budaya damai membutuhkan proses dalam jangka waktu
panjang, membutuhkan kerjasama sinergis antar stakeholder perdamaian.
Kerja-kerja perdamaian juga harus tersusun rapi, terencana, sistematis,
memiliki tahapan-tahapan dan konprehensif.

Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, Peace Education
berbasis komunitas memiliki prasyarat mewujudkan budaya damai dalam

masyarakat.

B. Transformasi Peace Education Berbasis Komunitas
1. Need Assessment

Dalam menerapkan PE, FLA Jatim tidak lantas menerjemahkan PE
sebagai sebuah praksis, melainkan ada sebuah proses panjang yang dilakukan.
sebagaimana telah dijelaskan diatas, penerjemahan PE FLA Jatim adalah
proses PE berbasis komunitas. Selain itu, PE yang dilakukan FLA Jatim juga
berbasis pada proses. hal ini dilakukan agar tujuan awal menciptakan
perdamaian melalui PE tidak mengantarkan pada permasalahan baru,

melainkan menemukan formulasi.
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Oleh sebab itu, sebelum melakukan intervensi dalam konflik lintas
agama ini, FLA Jatim melakukan assessment terlebih dahulu. Assessment
bertujuan menggali sekaligus mengurai latar belakang masalah yang
sebenamya terjadi. Dengan demikian, PE menjadi sangat dekat dengan
kebutuhan ‘warga. —

Selama ini, PE diterjemahkan dalam konteks vertical; yaitu sebuah
konsep pendidikan yang mengawang. PE melulu berbicara tentang
transformasi pengetahuan dalam rangka menciptakan budaya damai,
melainkan tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya. Oleh karena itu, PE
FLA Jatim menerjemahkar gagasan PE dalam konteks horizontal. Jalan

' kelua; seperti ini senantiasa menemukan legitimasinya seiring temua dalam
assessment yang dilakukan. penerjemahan PE dalam konteks horizontal
melahirkan gagasan PE FLA Jatim berbasis Komunitas.

Assesment ini melihat sekian factor yang membentuk sekaligus
menentukan kontruksi sosio-kegamaan warga Pacet. Adapun assessment yang
dilakukan tim PE FLA Jatim adalah sebagai berikut:

Pertama, analisis social budaya. Masyarakat Desa Pacet, termasuk
kategori transisi dari masyarakat pedesaan menuju masyarakat perkotaan.
Kondisi ini melahirkan karakter budaya dan struktur sosial yang unik. Secara
umum, budaya patron terhadap tokoh-tokoh agama (informal leader) masih
sangat kental, sehingga informal leader memililki pengaruh dan peran yang
penting terhadap pembentukan pemahaman dan perilaku sosialnya. Sikap ini,
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akhirnya mereduksi pengakuan dan legitimasi para pemimpin formal seperti
Kepala Desa, Camat dan bahkan Bupati. Fenomena ini akhirnya menyebabkan
komunikasi dan interaksi antara stakeholder masyarakat sangat rendah. Akan
tetapi, di pusat-pusat populasi warga pendatang (krajan), masyarakat
menunjukkan karakteristik yang berbeda. Sebagian masyarakat telah
mengalami akulturasi budaya dengan para pendatang, sehingga melahirkan
budaya baru semi-kota yang cenderung permisif dengan hal-+al baru. Hal ini
sangat berbeda dengan masyarakat pinggiran yang defensif dan resisten
terhadap warga pendatang maupun budaya baru, sehingga cenderung
eksk]usiﬁ

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang
relatif | rendah terhadap nilai-nilai toleransi dan multikultural. Tidak adanya
konflik terbuka beberapa tahun terakhir bukan merupakan cermin tumbuhnya
budaya toleransi, namun lebih disebabkan karena tidak adanya pemicu
(trigger off). Ketika ada pemicu, misalnya momentum-momentum politik
lokal seperti pemilihan kepala Desa, camat dll, selalu melahirkan ketegangan
antar eleman masyarakat.

Kedua, Analisis Ekonomi. Sebagai daerah wisata, Desa Pacet
memiliki perkembangan ekonomi yang cepat. Hal ini terjadi sebagai akibat
dari berkembangnya rantai ekonomi yang lain yang tumbuh seiring dengan
semakin ramainya obyek-obyek wisata. Disatu sisi, tumbuhnya rantai

ekonomi seperti adanya warung-warung pinggir jalan, berkembangnya jasa
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transportasi ojeg, munculnya wartel-wartel dipingir jalan dan lain sebagainya
adalah sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Tetapi di sisi lain,
masuknya kelas sosial baru yang memiliki modal besar dan turut berkompetisi
dalam bentuk investasi berupa hotel, villa, restoran dan jasa.wisata yang lain,
sedikit-demi sedikit akan menggeser masyarakat lokal. Karena kelompok
modal memiliki akses yang lebih baik dengan birokrasi lokal. Akumulasi dari
pergeseran sosiai secara ekonomi kepada masyarakat lokal oleh “kelas sosial
baru” ini, akhirnya menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat
kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi, selain disebabkan oleh
rexidahnya SDM dalam mengelola potensi lokal di tempat tinggalnya. Pada
kondisi tersebut, pemerintah Desa masih belum mampu untuk membuat
sebuah  kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat
“terpinggirkan” tersebut. Lambat laun, keadaan ini akan menjadi potensi
konflik yang akan meledak di waktu yang akan datang.

Pada konteks masyarakat yang demikian, program PEsaja tidak cukup,
tetapi harus diimbangi dengan program development. Matching Program
antara PE dengan development ini menjadi sangat strategis, karena keduanya
ekan mendorong program ke arah pencapaian goal. Dengan demikian
diperlukan peningkatan kaspasitas masyarakat, utamanya dalam hal
pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Mulai tereduksinya tradisi
agraris yang berganti dengan tradisi perdagangan, seiring dengan

berkurangnya lahan pertanian, menuntut kesiapan masyarakat dalam hal
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pengetahuan dan ketrampilan berdagang guna memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga. Akhimya dengan pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas,
banyak anggota masyarakat yang usahanya gulung tikar atau berganti menjadi
buruh tani yang penghasilannya jauh lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya
(petani). Pada titik ini sangat relevan untuk menggali kembali nilai (value)
kearifan lokal, agar masyarakat kembali berdaya dan mandiri tanpa tergantung
dengan pihak manapun. Dengan semangat kearifan lokal tersebut diharapkan
masyarakat dapat mengetahui potensi sosial, budaya dan ekonomi daerahnya,
sehingga dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

| Ketiga, Analisis Politik. Sebagaimana daerah lain juga memiliki
perkembangan politik yang dinamis. Tokoh agama dan etnis (informal leader)
memiliki peran dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Sehingga arah politik
lokal biasanya sangat dipengaruhi oleh keberadaan informal leader tersebut.
Aspairasi dan partisipasi mayarakat tidak memiliki kekuatan, apalagi
mempengaruhi sebuah kebijakan. Karena tereduksi oleh kepentingan
sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat, sehingga
masyarakat hanya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan politik belaka.
Suasana politik seperti inilah yang sering menjadikan agama sebagai
komoditas politik, sehingga yang nampak dipermukaan seakan-akan adalah
pertentangan antar agama maupun etnis. Keadaan ini, akhirnya melahirkan
sikap yang apatis dan respon masyarakat yang rendah terbadap kebijakan-

kebijakan pemerintah lokal yang cenderung fop down. Hal ini merupakan
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akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap pola "kebijakan yang
cenderung berpihak kepada kelompok tertentu.

Rendahnya intensitas komunikasi antara kelompok agama dan etnis,
menyebabkan permasalahan di atas menjadi semakin runcing, karena sebagian
masyarakat terprovokasi dengan isu-isu permukaan dan mcfakukan tindakan-
tindakan yang merugikan pihak lain. Ketika ketegangan sosial telah bergeser
dari elit agama ke grassroot maka eskalasinya menjadi semakin besar dan
sulit untuk ditanggulangi.

Terkait dengan analisis di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan
bahwa masalah utama yang memiliki kontribusi besar terhadap munculnya
konflik adalah adanya ketegangan dan rongrongan antara kelompok Agama
dan Etnis. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu ;

Pertama, terjadinya politisasi agama yang terjadi di Desa Pacet.
Tingginya dominasi Tokoh Agama dan rendahnya sumber daya manusia serta
taraf ekonomi yang rendah menyebabkan masyarakat kehilangan daya kritis.
Sehingga dalam berbagai momentum politik, masyarakat sering dijadikan
komoditas politik oleh tokoh agama/elit birokrasi tertentu. Kedua, tidak
terselesaikannya konflik masa lalu dengan menggunakan prinsip keadilan dan
perdamaian, sehingga masing-masing aktor selalu mengobarkan semangat
perbedaan dan permusuhan dengan kelompok yang lain.

Ketiga, peran pemerintah yang kurang efektif dalam menyelesaikan

ketegangan/konflik den rendahnya legitimasi pemerintah akibat berbagai
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sebab, antara lain adalah kebijakan lokal yang tidak partisipatif menyebabkan
masyarakat bersikap apatis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Sehingga, pemerintah tidak dapat menciptakan wadah komunikasi antara
stakeholder untuk melakukan “dialog” guna menyelesaikan konflik yang
dihadapi. Keempat, rendahnya kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan
konflik yang dihadapi. Sebab utamanya adalah kapasitas yang rendah dan
pemahaman nilai toleransi dan multikultural yang tidak memadai, sehingga
tidak mampu melakukan upaya-upaya transformasi konflik.

Kelima, pemahaman dan perilaku yang eksklusif di kalangan tokoh
mésyarakat dan tokoh agama. Ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh
terhadap terciptanya konflik di masyarakat. Di tengah budaya masyarakat
yang nuansa patronasenya tinggi, maka sikap eksklusifis dikalangan tokoh
memiliki dampak yang jauh lebih besar, karena sangat menentukan dan
mempengaruhi perilaku dan tindakan pengikutnya.®

Secara sederhana, hasil assesment diatas dapat dilihat dalam pohon

masalah sebagai berikut:

% FLA Jatim, Laporan Assessment Program Peace Education (2004)
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Dampak
Meledaknya
konflik lokal

Ekskalasi konﬁik yg liar dan tidak
terkantro! {pd saat ada trigger,

kondisinya menjadi sangat rentan)

Mssalah Uta
S Ketegangan dan Masalah
Masalah / rongrongan antara . .
_= kelompok Agama & Perilaku yg eksklusif
- . ) Etnis dikalargan toga &
t ( Masalah Masalah tomas
: ) ' .
Akar Masalahj Korfiik masa laly Kapaslttads ‘ -~
belum selesai Masalah w masyarakat d~' .m Akar Masalah
Masyarakat mudah J = mengelola konflik -
untuk dimobilisir 4 Peran L rendah Adanya Prasangka
~N pemerintah dalarp / & kecurigaan antar
L2 Akar Masalah penanganan konfiik ¥ tokoh agama dan
etnis
Akar Masalsh Aktor/pelaku terus 1 ( Akar Masalah h Y
Budaya Patron kiien mengcbarkan konflik
yang tinggi \ J Tidak ada wadah
) 4 komunikas! & dialog
) 3 antar agama & enis ) Akar Masalah
Akar Masaiah Akar Masalah Akar Magalah Pemahaman agama
kriis masyarakat Konflik belum Berkurangnya legitimasi ( Akar Masalgh \ yg tdk mendukung
bare rendah diselesaikan dg asas pemerintsh nilai2 toleransi &
\___ Y, keadilan & perdamalan Tidak tergalinya multikultiural
X (Milter) mekanismo
penyelesaian masalzh
berbasis budaya loka!
Atar Mgsaish Akar Masalah (forum kufura)
Keb*iakan yg! tidak Kemampuan /
transformasi konfik .
rendah Kebijakan yang tidak partisipatif
J
Akar Masalah
Tingkat ekonomi
rendah Akar Masalah Rendahnya kapasitas SDM
Pengelolaan SDA
belum optimal
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Sebagai sebuah proses panjang, PE Berbasis komunitas ini memakan waktu panjang.
Prinsipnya, membangun budaya damai tidak semudah membalikkan tangan.
Sebaliknya, perlu waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan kesadaran toleran,
menghargai perbedaan, dan gotong royong. Oleh karena itu, dibawah ini peneliti

tampilkan profile out put program Peace Education Berbasis Komunitas.

Implementasi Program
2007 2008 2009
Program berorientasi Komunitas yang terdiri atas i Komunitas mampu
untuk meningkatkan Pemerintah Desa, stakeholder mengelola segenap
kapasitas FW dan dan warga ditingkatkan sumberdaya (SDM/SDA)
komunitas kapasitasnya secara memadai yang dimiliki untuk
Pembentukan agar dapat mengelola konflik memberdayakan
pemahaman dan yang ada di masyarakat komunitas dan masyarakat
kesadaran tentang Komunitas berinisiatif untuk menuju keadilan dan
nilai-nilai Toleransi menerapkan pemahamannya perdamaian
dan Multikultural tentang prinsip-prinsip Peace @ Terdapat gerakan yang
Pembentukan Education dan nilai-nilai sinergis antara FW,
pemahaman dan toleransi dan multikultural komunitas, stakeholder dan|
kesadaran tentang K.omunitas mengelola berbagai pemerintah lokal untuk
prinsip-prinsip Peace |  konflik dan permasalahan yang |  untuk menanggulangi
Education terjadi di masyarakat masalah lokal dengan
prinsip Peace Education
j* Terjadinya perubahan ke
rahan pemerintahan lokal
yang baik (good
governance) di level Desa

Tabel 04

2. Intervensi Program

1. Konsep Intervensi

Adanya ketegangan dan rongrongan antar kelompok agama dan

etnis Desa Pacet, merupakan pangkal tolak yang melatarbelakangi

penyusunan konsep dan kerangka kerja progmm PE berbasis Komunitas.
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Program PE FLA Jatim tetap meletakkan konsep dasar programnya pada
basis komunitas melalui pendekatan program development yaitu
penyelesaien permasalahan yang riil dihadapi masyarakat.?

Melalui pendekatan tersebut terbukti program _Peace Education
memperoleh tempat yang baik (acceptable) di masyarakat, karena segala
aktivitas yang dilakukan dirasakan langsung menyentuh persoalan dasar
masyarakat. Pada satu sisi pendekatan ini sangat berhasil untuk
menciptakan kepercayaan (frust) kepada program, juga sekaligus mampu
memberikan ruang yang representatif bagi kelompok stakeholder yang
sebelumnya tidak pernah bertemu dalam satu forum, kini mereka dapat
bekerja bersama dalam satu wadah dengan sementara waktu
menanggalkan ego agama, etnis dan kelompoknya masing-masing demi
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama.

Di sisi lain, upaya di atas akan didorong dengan bentuk intervensi
di wilayah struktural. Hal ini dimaksudkan agar gagasan tentang nilai
toleransi dan multikultural serta prinsip-prinsip Peace Education dapat
diadopsi oleh para policy maker lokal. Dampak yang ingin dicapai adalah
terciptanya sebuah gerakan yang sinergis antara stakeholder, masyarakat
dengan pemerintah lokal dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan
damai (good goverinment) good governance (tata pemerintahan yang baik)

bukan good government (pemerintah yang baik). Dengan demikian,

% Program ini berjalan mulai dari 2003-2009
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konsep intervensi struktural program PE FLA Jatim, meliputi beberapa isu
seperti penegakan hukum yang tidak jalan, kebijakan yang tidak adil,
aparat pemerintah yang F XN, pembuatan kebijakan yang tidak partisipatif
dan lain-lain).* i

Berdasarkan fenomena tersebut, maka bentuk intervensi yang akan
dilakukan pada program PE berbasis komunitas, diarahkan pada
peningkatan kapasitas (capacity building), khususnya pemahaman dan
ketrampilan penanganan konflik pada level pemerintah lokal, stakeholder
dan komunitas. Peningkatan kapasitas tersebut diorientasikan pada dua
target besar. Pertama, pemerintah lokal, stakeholder dan komunitas basis
mampu menerapkan prinsip-prinsip Peace Education dalam pengelolaan
potensi lokal. Sedangkan yang kedua, pemerintah lokal, stakeholder dan
komunitas basis dapat menerapkan nilai-nilai toleransi dan multikultural
dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan peningkatan kapasites tersebut, akan dilakukan
secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, artinya Forum
Warga tetap penjadi starting point dalam implementasi program sebagai
penerima manfaat secara langsung. Selanjutnya Forum Warga berperan

sebagai agent program, disamping memiliki ketrampilan untuk

% Jika memang issue-issue ini menggambarkan kondisi saat ini, seharusnya muncul di
background/latar belakan;; —lihat catatan di bagian latar belakang. Korelasi dengan program Peace
Education akan nampak ketika kegiatan-kegiatan program di wilayah struktural tersebut, selain
memberikan dampak pada tatanan masyarakat yang lebih demokratis, juga tereduksinya potensi-
potensi konflik lokal.
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mendesiminasikan gagasan Peace Education, juga memiliki kepekcan dan
ketrampilan dalam mengelola berbagai konflik yang ada di komunitas.
Sedangkan sccara tidak langsung, komunitas khususnya dan masyarakat
pada umumnya merupakan kelompok penerima manfaat secara tidak
langsung, artinya peningkatan kapasitas di level ini dilakukan secara
bertahap dan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Pengembangan potensi lokal (lokal wisdom) sebagaimana
dimaksud adalah upaya-upaya untuk menggali berbagai nilai tradisi dan
budaya lokal serta potensi sumber daya alam lokal secara arif, bijaksana
dan berkelanjutan untuk mendorong keadilan, kesejahteraan dan
perdamaian komunitas. Warisan tradisi/budaya lokal seperti “bersih Desa
atau ruwatan Desa”, “rembug Desa”, dan tradisi “.onggo” (saling
berkunjung ke tetangga) adalah nilai-nilai yang relevan untuk
dikembangkan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada
aspek sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga

melalui berbagai kegiatan alternatif,

2. Bentuk Intervensi
Berangkat dari paparan diatas, aktivitas PE Berbasis Komunitas FLA
Jatim ini dilakukan sesuai dengan capaian program tahun 2009. Kerangka

aktivitas kerja perdamaian ini dirancang selama satu tahun, sebagai berikut;
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a. Pelatihan Transformasi Konflik

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal
ketrampilan dasar (tools) kepada komunitas tentang transformasi konflik.
Selama periode program PB 2007-2008, ‘fools’ tentang transformasi
konflik komunitas digali dari kearifan budaya lokal. Dengan demikian,
melalui pelatihan transformasi konflik ini, komunitas diharapkan akan
mendapatkan pemahaman dan ketrampilan lebih komprehensif dan
sistimatis. Penguatan ketrampilan komunitas tentang transformasi konflik
ini dilakukan dalam kegiatan Rembug Komunitas sebanyak 2 pertemuan.
4RTL pelatihan ini akan disimulasikan dan diperdalam di Rembug
Komunitas. Kegiatan ini diikuti oleh anggota forum warga, khususnya
yang telah memiliki potensi dan interest tentang transformasi konflik.
Targetnya, beberapa peserta yang potensial akan diberikan TOT/TOF agar

nanti menjadi ‘agent’ untuk penguatan “perdamaian” di level kon.unitas.

b. Belajar Kelompok Sanggar Muda Peace Education
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkimpun kaum muda Desa
Pacet yang memiliki kompetensi untuk diberikan pemahaman dan
ketrampilan Transformasi Konflik. Melalui wadah “Sanggar Muda”,
strategi belajar tidak hanya dengan Ceramah dan Diskusi semata, tetapi
Jjuga dengan pengembangan aspek kesenian dan budaya. Letak strategi

pengembangan Sanggar Muda ini adalah;
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1. Dihasilkannya agen perdamaian muda yang memiliki pemahaman
dan ketrampilan memadai, bisa lebih prograsif dalam

mengembangkan prinsip Peace Education di masyarakat.

2. Peace Education pada dimensi seni dan budaya, merupakan media

yang strategis dan populis untuk promosi nilai-nilai toleransi dan

multicultural kepada masyarakat luas.

3. Terkait dengan aspek sustainabilitas, maka adanya generasi muda

ini diharapkan menjadi ‘tongkat estafet’ pengembangan Peace

Education di masyarakat.

Pertemuan Materi
1 Definisi dan sharring tentang konflik serta berbagai tingkatannya
(review materi Pendidikan Altematif sebelumnya)
2-3 Penjelasan Prinsip-prinsip Peace Education beserta contoh dan
simulasinya
4-5 Penjelasan tentang “Intervensi” dan “teknik serta strategi mediasi
konflik”
6 Case Study : Intervensi dan Mediasi Konflik (games)
7 Keterkaitan Peace Education dg Toleransi dan Multikultural
89 Latihan promosi nilai tolmul melalui seni budaya : Happening Art
yang ditampilkan secara massif pada event peringatan 17 Agustus
10 Perumusan RTL. /Renstra Sanggar Muda

Tabel 05

c. Diskusi Pengembangan Perdamaian Berbasis Potensi Lokal

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan

kesadaran kepada komunitas tentang Pengelolaan potensi lokal, yaitu

potensi sosial-budaya dan ekonomi untuk mendorong dan mewujudkan
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perdamaian. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Forum warga, Pemdes dan

Toga/Tomas. Secara skematis kegiatan ini dapat dilihat di bagan di bawah

Potensi Lokal

Proses Yang Diharapkan

Keluaran / Qutput

Norma Sosial &
Budaya (Pranata?
sosial yang ada)

Menggali nilai-nilai sosial
budaya yang relevan dengan
Prinsip2 PE dan Tolmul untuk
dikembangkan dalam konteks
transformasi konflik

Strategi/konsep  pengelolaan
konflik/transformasi  konflik
yang berbasis pada nilai sosial
dan budaya lokal (konteks
Pacet)

Ekonomi
Lokal, misalnya
potensi wisata,
komoditas tertentu

Potensi

Pengembanga. Ekonomi
berbasis potensi lokal Desa
Pacet akan  memperkuat
ketahan  sosial  ekonomi
komunitas, khususnya
memperkuat bargaining
position di hadapan pemodal
luar

Tergarapnya isu ini dapat
memberikan kekuatan kepada
komunitas untuk mendorong
pemdes menciptakan
kebijakan yang adil dan
berkesinambungan

Kesadaran pentingnya
mempertahankan asset (tanah)
untuk dikelola secara mandiri
dan kelangsungan anak cucu
(potensi  wisata), daripada
dijual kepada investor untuk
dibangun hotel

Adanya RTL berupa rintisan
unit usaha mandiri komunitas
Adanya pemahaman dan
kesadaran komunitas bahwa
Peace Education itu
komprehensif dan
interdependen  antara  satu
aspek dengan aspek yang
lain.

Tabel 06

d. Training Ketrampilan Pengelolaan Poteusi Lokal (Budaya dan

Ekonomi)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan © di atas.

Tujuannya adalah memberikan ketrampilan teknis dan praktis bagaimana

pengelolaan potensi sosial-budaya dan potensi ekonomi. Makna

strategisnya adalah, komunitas dapat memahami secara utuh bahwa prinsip
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Peace Education sangat terkait dengan aspek kehidupan sehari-hari

mereka, misalnya;

1. Suatu saat akan terjadi konflik karena tanah habis di beli investor dan

penduduk lokal menjadi penonton, untuk menghindari hal itu maka

perlu keahlian mengelola tanah agar produktif dengan memanfaatkann

potensi wisata => sehingga mengelola potensi tanah/wisata merupakan

bagian dari upaya pembangunan perdamaian.

2. Karakter masyarakat semakin individual, tidak saling kenal, dan rentan

konflik, vntuk menghindari itu maka tradisi silaturrahmi, gotong-

royong dan fepo — sliro (toleransi) perlu dihidupkan kembali agar

'masyarakat saling mengenal dan rukun => sehingga menghidupkan

tradisi merupakan bagian dari upaya Peace Education

Tabel 07
Potensi Lokal Proses Yang Diharapkan Keluaran / Qutput
Norma Sosial & Trainning penggalian & Adanya aktivitas sosial
Budaya (Pranata2 pengelolaan potensi budaya | berbasis budaya lokal;
sosial yang ada) lokal - Gotong-royong, tepo-sliro,

silaturrahmi dll

Potensi Ekonomi Trainning skill pengelolaan Adanya rintisan unit usaha
Lokal, misalnya potensi lokal ; mandiri yang bernafaskan
potensi wisata, - pertanian berkelanjutan, semangat Peace Education
komoditas tertentu wirausaha, dll

e. Rembug Komunitas

Rembug komunitas merupakan ‘wadah’ yang digunakan untuk

penguatan kapasitas transformasi

konflik. Tekanannya pada aspek
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pembelajaran bagi komunitas. Secara skema dapat digambarkan sebagai

berikut;
Pertemuan Materi Keterangan/Qutput
1 RTL  Training Transformasi | Untuk menopang pencapaian
(TK)Konflik Tahap I IR.1 Outputl, karena tidak
2 RTL  Training  Transformasi | mungkin dapat dicapai dengan 1
Konflik Tahap 11 kali pelatihan TC.
3 Rembugan tentang kendala & Penguatan aspek pembelajaran
solusi Forum warga yang belum | berdasarkan pengalaman dan
menjadi media TK secara optimal, penopang pencapaian IR 2
khusunya antar kelompok agama | Output 1
dan etnis
4dan5 |e Rembug tentang optimalisasi | Berlatih dan mempraktikkan
peran Toga/Tomas dalam | pengelolaan konflik
mendukung kerja dan aktiitas
Forum Warga Penopang pencapaian target IR 2
* Pembahasan riil masalah yang | Output 1
sedang dihadapi oleh Pacet
6 Rembug pembahasan {entang | RTL

aspek sutainabilitas Forum Warga

Tabel 08

f. TOT/TOF Komunitas

Kegiatan ini dalam rangka membentuk agent-agent strategis Peace

Education, baik dari kalangan kader-kader pemuda maupun anggota Forum

Warga. Tujuan utema kegiatan ini adalah untuk mencetak trainer-trainer baru

yang berasal dari kalangan komunitas sendiri, karena hal ini sangat penting

untuk aspek keberlanjutan. Disamping itu, adannya trainer dari kalangan

komunitas sangat efektif wtuk pengembangan Forum warga ke depan.

Kegiatan ini diikuti oleh sebagian anggota Forum warga Desa Pacet yang

berpotensi serta sebagian dari peserta kelompok muda Peace Education
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g. Happening Art Sanggar Muda: Promosi Nilai Toleransi & Multikultural
Bentuk kegiatan ini adalah pentas seni dengan tema toleransi dan
multicultural. Tujuan utamanya adalah promosi tolmu kepada masyarakat luas.
Promosi melalui media ini sangat efektif, karena ‘menarik’ bagi masyarakat
serta melibatkan massa dalam jumlah yang sangat besar. Gambaran detil
kegiatan ini adalah ;

1. Tahap 1, diawali dengan ceramah singkat tentang toleransi dan
multikuituran yang disajikan oleh pemuka agama Isalam dan
Kristen/Katholik

2. Tahap 2, pementasan seni budaya lokal dan happening art dari sanggar
'muda Peace Education ( Menyampaikan pesan perdamaian dan tolmul

melalui seni budaya lokal)

3. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari

kemerdekaan RI bulan Agustus

h. Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
Perdamaian

Sasaran utama kegiatan ini adalah seluruh anggota perempuan Forum

Warga dan bagian dari komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah teridentifikasinya kelompok perempuan

(peserta wokshop) yang memiliki potensi dan kapasitas memadai untuk
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berpartisipasi secara aktif dalam gerakan-gerakan pembagunan perdamaian di

level komunitas.

Pengembangan Media Lokal untuk Mempromosikan Nilai Toleransi dan

Multikultural

Pengembangan media lokal (Bulletin) bertujuan  untuk
mensosialisasikan aktivitas Forum Warga dan komunitas. Dengan demikian,
keberadaan media tersebut akan dapat menjangkau komunitas yang lebih luas,
khususnya komunitas yang “melek huruf”. Disamping itu, keberadaan media
tersebut diharapkan dapat membangun empati masyarakat terhadap program
Peace Education.

Bulletin akan terbit selama 6 edisi dengan periode terbit setiap dua
bulan sekali. Adapun tema disesuaikan dengan dinamika komunitas, dan
sebagai kontributor tulisan-tulisan adalah para kormunitas sendiri, sehingga
akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Adapun bulletin ini bernama

bulletin "]DAMALI”.
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C. Persepsi Anggeta Forum Warga Terhadap Konflik
1. Bagaimana Mercka Melihat Konflik; Kecurigaan, Kristenisasi dan
Sentimen
Dalam beberapa pertemuan peneliti dengan para informan, nampaknya
belum ada keterbukaan diri/kesadaran terbuka jika memandang konflik. Hal
ini ditandaskan oleh Yudi Mustafa, kepala Desa pertama kali yang menerima
sekaligus mempersilahkan FLA Jawa Timur masuk di Desanya. Lebih jauh,

bahwa:

“Warga Pacet baik-~aik saja, dari dulu hingga sekarang tidak

pernah ada pergolakan antar warga. Tidak pemnah ada konflik

agama, perang agama disini itu mas. Mulai dari dulu tidak ada
~ sama sekali pertengkaran agama itu”%

Hal yang sama juga mendapat legitimasi dari Supoyo, yang sekarang
menjadi Kepala Desa Pacet sejak 2007. Sebagai kepala pemerintahan Desa
Pacet, secara psikologis dan birokratis tentu tidak menghendaki warganya
terlibat konflik lintas agama dan etnik.

“Dalam sejarahnya, warga Desa Pacet adem anyem, gak

ada apa-apa disini. Mereka semua disibukkan dengan aktifitas

kerja, jadi tidak sempat mikir aneh-aneh. Lagian, masing-

masing agama disini kan dalam naungan pemerintah, jadi kalau

ada apa-apa Desa (pemerintah) nanti yang menyelesaikan.

Nyatanya, sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya

konflik™.*’

Pernyataan supoyo merupakan perspektif birokrasi Desa Pacet yang

melihat fakta warganya dalam lingkup yang sangat luas. Dalam

% Wawancara dengan Yudi Mustofha, mantan kepala Desa Pacet, pada tanggal 15 Juli 2010
* Wawancara dengan Supoyo, kepala Desa Pacet, pada tanggal 26 Juli 2010

108



pandangannya, Supoyo tidak melihat adanya konflik ditengah warganya,
semua berjalan dengan baik. Roda ekonomi berputar seiring dengan kemajuan
Desa Pacet dalam mengembangkan segmen pariwisata, dan produk
pertaniannya. Selain itu, dalam pandangannya, dalam agama Islam telah
secara tegas “Lakum Dinukum Waliyadin”, untukmu agama-mu dan untukku
agamaku. Dengan demikian, hemat Supoyo, tidak ada masalah dalam konteks
hubungan sosial-keagamaan dikalangan masyarakat Pacet, apalagi hingga
konflik lintas agama.

Pandangan Supoyo diatas tentu berbeda dengan perspektif E. S Pa’at,
tokoh Kristen yang kritis .ai ketika menilai fakta sosio-kegamaan warga
Pacet. Sebagai kelompok minoritas, Pak Pa’at memiliki pandangan berbeda
dengan mantan dan kepala Desa Pacet diatas. Sebaliknya, berangkat dari apa
yang dia rasakan selama ini, ada cara pandang ‘“Negatif’ dilabelisasi
kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, seperti dirinya. Dalam
tataran sosiologis, sebagai penganut Kristen yang hanya menjadi petani biasa
tentu mendapat perlakuan berbeda dari tetangganya yang mayoritas adalah
Non Kiristen.

Meskipun secara tektual Pak Pa’at tidak menyalahkan mayoritas
agama lain, dari apa yang dia katakan tersirat keinginan mendapat pengakuan
dan perlakuan yang sama. Lebih jauh, keheranannya terhadap sosio-
keagamaan dilingkungannya adalah semata-mata pengalaman pribadi yang

dialami selama ini. Hematnya:
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“....Semua warga disini dilindungi undang-undang, punya hak yang
sama. Tapi kenapa kok masih ada pilih kaseh, ... ini kan aneh mas?
Saya juga gak pernah ngriwu’i tetangga, kok rasanya saya dapat
perlakuan aneh, kan sama-sama manusianya”®®

Memang dalam wawancara dengan informan ini, peneliti banyak
dibuat kagum dengan pikiran-pikiran luar biasa. Meskipun hanya lulusan SR
dan bekerja scbagai petani bisa, pikiran-pikiran tentang politiknya sangat
kritis. Jauh sebelumnya, Pak Pa’at merupakan aktivis muda Partai Nasionalis
Indonesia (PNI) di Era presiden Soekarno. Dari sinilah sebenarnya Pak Pa’at
diasah pikirannya tentang pandangan politik dan nalar kritisnya terhadap
lingkungannya. Bahkan, ketika PNI berfusi kedalam Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) di era Orde Baru Soeharto, Pak Pa’at pernah menjadi salah
satu aﬁggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto tahun 1987.
Hanya saja, dalam perjalanan karir politiknya harus berakhir karena

ketidaksepahaman dengan fakta politik yang dimainkan Orde Baru kala itu.

Senada dengan Pak Pa’at, Wulyo juga memiliki pandangan yang
nyaris sama. Mas Wulyo ---demikian peneliti memanggilnya--- adalah salah
satu tokoh Agama representasi Islam. Lulusan pondok pesantren ini kelahiran
17 Juli 1961 juga menjadi guru SLTP Islam Pacet. Selain kesibukannya
mengajar baik di Mushallah dan Sekolah, Wulyo juga telah malang melintang
dalam organisasi sosial kemasyarakatan Muhammadiyah Pacet. Sosok Wulyo

memang tegas dan /uwes pandangannya terutama mengenai kemajemukan

% Wawancara Dengan ES Pa’at pada tanggal {8 Juli 2010
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agama di Pacet. Oleh karena itu, Wulyo merupakan generasi awal yang
terlibat aktif dalam pengembangan nilai perdamaian yang disemai FLA Jatim.
Menanggapi pertanyaan dari peneliti tentang konflik dilingkungan yang plural

tersebut, mas Wulyo memiliki pandangan yang nyaris sama dengan Pak Pa’at.

Baginya, suasana sebelum kehadiran FLA Jatim di Pacet, hubungan
lintas agama memang agak tidak seharomonis sekarang. Apalagi, pada Juli
2005, Joni Ahmad Fauzi, pengasuh panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah
Cabang Pacet telah ditangkap karena dituduh pernah menyembunyikan
Nurdin M Top, tersangka kasus berbagai peledakan bom yang terjadi di
Incionesia..89 Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian aliran apa yang
dianut Nurdin M Top, identifikasi selama ini dia dimasukkan sebagai

kelompok JI (Jama'ah Islamiyyah).

Paska kasus tersebut, implikasi dalam kehidupan keagamaan di Pacet,
terutama dilingkungan sekitarnya (interfaith) relatif menegang. Ada istilah
“Rasan-Rasan” baik diintern Islam (NU dan Muhammadiyah) sendiri
maupun agama lain. Hal ini tentu memberi implikasi sosiologis, hubungan

antar tetangga menjadi tidak harmoni dan saling mencurigai.

Banyak ingkang “rasan-rasan” tonggo waktu itu. Bukan
hanya mereka (agama lain) tapi juga dikalangan wong Islam
juga. Pada waktu itu kan lagi maraknya isu terorisme dan
peledakan Gereja, dan di Mojokerto kan juga terjadi peledakan

% Lihat juga di Kompas, 11 Juli 2005 dan Surya, 10 Juli 2005
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Gereja. Jadi otomatis, fetanggan juga tidak harmonis dan
saling curiga.”

Hal ini tentu sangat rasional bagi Mas Wulyo, bagaimanapun juga ia
adalah salah satu pengurus Muhammadiyah Kecamatan Pacet. Secara umum,
aliran yang dianut oleh muslim Pacet ---lebih tepatnya ormas keagamaan---
adalah NU dan Muhammadiyah. Walaupun demikian, menurut Mas Wulyo,
Pacet juga sering dikunjungi oleh kelompok Islam “ekslufif”®! yang
berdakwah di masjid dan mushalla dalam beberapa hari. Menurut informasi
dari warga, saat itulah terjadi pengusiran terhadap kelompok muslim tersebut

karena dicurigai teroris oleh warga Pacet.

Sama halnya dengan Khusnan, salah satu pengurus Gereja Kristen
Indonesia (GKI) Pacet. Peijjumpaan dengan Khusnan menjadi momentum
yang begitu arif dalam susana yang begitu santun. Pembawaannya yang kalem
memang menjadi ciri khas pengelola Hotel Sriwijaya Pacet ini. Baginya,
persoalan keragaman ditengah masyarakat Pacet adalah ibarat Bom waktu
yang suatu saat meledak. Bagaimana tidak, Awalnya, Gedung GKI ini adalah

tempat peribadatan umat Kristen yang juga disewakan untuk kegiatan sosial.

* Wawancara dengan Wulyo pada tanggal 18 Juli 2010,
*" Terminologi Islam Ekslusif senantiasa dipertentangkan dengan term Islam Inklusif,

Bedanya, jika islam ekslusif senantiasa diidentifikasi sebagai kelompok muslim yang tidak menerima
perkembangan zaman, yang menafsiri teks agama secara tekstual. Sebaliknya, Islam Inklusif
senantiasa diidentifikasi sebagai kelompok muslim yang dialogis, mengkontekstualisasi teks dengan
kenyataan dan senantiasa adaptif dengan zaman. Lihat Asfar, Muhammad, ed. /slam Lunak, Islam
Radikal: Pesantren, Terorisme dan Bom Bali, (Surabaya: JP press, 2003). Arifin Bey, Beyond
Civilizational Dialoge (Jakarta: Paramadina, 2003)
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Hanya saja, saat itu memang nama GKI tidak diberi kepanjéngan, melainkan
dibiarkan tertulis begitu. Dalam perkembangannya, mendapat tentangan dari
warga Pacel. Alasan warga saat itu adalah terapat itu (GKI) tidak mendapat
izin sebagai tempat ibadah, dan ada kecurigaan bahwa ditempat tersebut
terjadi upaya Kristenisasi. Sebagai bentuk protes tersebut, warga
menginginkan tempat tersebut segera ditutup. Akhirnya, melalui mediasi dari
pemerintah Desa Pacet, pada akhir 2007 GKI bukan lagi menjadi Gereja
Kristen Indonesia, melainkan menjadi Griya Kusuma Indah.
Aksi penutupan itu kan termasuk konflik, bukan kayak konflik
perang begitu, tapi konflik yang agak halus. Bagi kita
(minority) perlu waspada setiap saat, karena suatu saat pasti
~akan terulang kembali. Saya ini kan sebenarnya sudah tua,
sebaiknya pemuda-pemuda yang memikirkan kondisi seperti
ini. Secara pribadi, dalam kondisi seperti ini, saya menaruh

kewaspadaan. Takutnya lagi, siapa tahu suatu saat tempat kami
di Bom atau diserang

Kerisauan Pak Khusnan tentu beralasan. Dan, mcs.h banyak para
indorman yang memaparkan hal tersebut. Hanya saja, yang membedakan
adalah perspektif mereka tentang konflik tersebut. Sejauhmana mereka
memahami konflik yang berdasarkan isu Kristenisasi, sentimen agama, dan
kecurigaan dalam kehidupan beragama. Ada beberpa informan yang secara

implisit menyatakan tentang konflik tersebut, sebaliknya juga secara eksplisit.

%2 Wawancara dengan Khusnan, pada tanggal 25 Juli 2010
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Berdasarkan hasil assesment FLA Jatim (2005), di Desa Pacet sempat
muncul beberapa peristiwa yang mengindikasikan adanya ketegangan antar
kelompok masyarakat, bahkan beberapa diantaranya menjurus pada
kekerasan. Diantaranya adalah; (1) Anak orang Islam banyak sekolah di
sekolah Kristen Santo Yusuf, Pacet. gejala ini ditanggapi negatif olrh salah
seorang guru ngaji. Tetapi, ketegangan ini tidak berlanjut pada konflik, karena
diselesaikna secara arif melalui fasilitasi tokoh masyarakat setempat. (2)
Anak-anak muslim yang sekolah di Santo Yusuf tidak diberi waktu untuk
melakukan sholat jum’at. Akhirnya, melalui negosiasi antara tokoh
masyarakat dan pihak sekolah, membuahkan hasil yaitu memberi kesempatan
anak muslim untuk melakukan sholat jum’at. (3) Keberadaan orang-orang
yang memakai jilbab besar ---disinyalir kelompok Islam Ekslusif--- ke masjid
dan tanpé koordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga masyarakat
langsung mengusir mereka. (4) Pemah ada kelompok Islam tertentu dari
Jakarta yang membawa beberapa anak muda Pacet untuk dididik. Tetapi,
setelah kembali ke masyarakat mereka tidak menampakkan aktifitas yang
merugikan bagi kehidupan harmonisasi antar agama. (5) Adanya usaha-usaha
pemaksaan agama kepada pemeluk agama lainnya. Selain itu, terjadi juga
pemaksaan aliran agama tertentu untuk masuk aliran lain dengan menjanjikan

irnbalan tertentu.”’

% Rubaidi, Achmad, dkk. Jalan Lain Perdamaian, hal., 11
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Potensi semakin menguat karena melihat kondisi Desa Pacet dengan
struktur masayrakat yang m isih menyimpan potensi munculnya ketegangan.
(1) adanya tokoh agama yang masih berwawasan kontra-pluralisme. Kondisi
ini menjadi peluang meningginya ketegangan jika menggapai banyaknya anak
muslim yang sekolah di Santo Yusuf (2) Tidak terdapatnya forum
komunikasi antar umat beragama dan tokoh masayrakat untuk
mensosialisasikan budaya damai ke seluruh elemen masyarakat. (3) Sumber
daya manusia (SDM) sebagian masyarakat relatif rendah, sehingga kurang
memiliki kemandirian dalam menanggapi perbedaan yang terdapat dalam
mésyamkal. (4) Kesenjangan ekonomi cukup tinggi antara petani dan para
pendatang yang membangun villa di Pacet. Apalagi, dengan harga dan produk
pertanian belakangan ini menurun drastis, kesejahteraan petani

memprihatinkan.*¢

Dengan demikian, perspektif mayoritas key informan penelitian ini
adalah warga Pacet menempatkan konflik laten dalam dmamxka sosio-
keagamaan yang suatu saat bisa meledak kapanpun. Menurut Nur Cholis
Madjid (2003), kemajemukan atau keanekaragaman di Indonesia berpotensi
pada dua hal sekaligus, yakni kekayaan dan kerawanan. Kemajemukan
menjadi kekayaan tatkala bisa dipahami dengan baik, penuh kearifan dan

memahami hak kewajiban masing-masing pihak. Dalam kondisi seperti ini,

% Ibid,, hal 11-12
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kemajemukan menjadi salah satu kunci terpenting untuk menutupi
kekurangan masing-masing pihak dalam semangat kebersamaan dan saling

melengkapi.”

FW: Jembatan Kebuntuhan Komunikasi

Forum warga (FW) adalah sebuah wadah tempat berkumpul,
berkomunikasi dan bertukar pikiran tentang berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan kehidupan warga serta mencari pemecahannya secara
mandiri.” Keberadaan forum warga memang tidak bisa dilepaskan dari LSM,
Organisasi non pemerintah (Ornop) yang intens melakukan advokasi,
pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Sebab, hampir seluruh forum
warga.terbentuk berkat fasilitasi LSM. Idealnya, dengan terbentuknya forum
warga, masyarakat tingkat bawah memiliki wadah untuk belajar,
berkomunikasi dan menyelesaikan segala permasalahan masyarakat secara
bersama-sama. Dengan demikian, forum warga akan menata kemandirian
masyarakat dalam bertindak, berperilaku dan membela diri ketika berhadapan
dengan permasalahan atau kebijakan yang merugikan mereka.

Selaras dengan paparan diatas, Nurul Mu’arifah. Salah satu anggota
FW Pacet termuda ini lahir 5 september 1972. Meskipun hanya lulusan SMU,

kehadiran Nurul begitu penting dalam ikut menggerakkan kaum perempuan

2001)

% Madjid, Nurcholis, Pluralitas Agama. Kerukunan Dalam Keragaman, (Jakarta: Kompas,

% Rubaidi, Achmad. Dkk. Jalan Lain Perdamain, hal., 41
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muda. Tbu satu anak ini juga menjadi guru TPQ Muhammadiyah Pacet.
kehadiran FW ditengah kemajemukan Desa Pacet sungguh sangat penting.
Oleh karena itu, menurutnya FW memainkan peran penting dalam
membangun perdamaian di Desa Pacet.

Kalau disini kan bukan hanya Islam saja, tapi juga ada Kristen dan
Khatolik. Kalau semua agama yang ada disini tidak saling nyapa
maka yang terjadi kan saling curiga, bahkan akan ada konflik.
Wadah atau semacam kelompok yang melibatkan semua agama
kan bearti kita saling bersilaturrahmi. Kan sudah jelas, dalam Islam
mengharuskan kita menjalin tali silaturrahmi, meskipun berbeda
agama.’’

| Pentingnya forum warga ditengah kemajemukan ini disadari betul oleh
Mbak Mu’rifah ---sapaan akrab Nurul Mua’rifah. Justru dari sana, selain
menjadi media komunikasi lintas agama, sekaligus menjadi tempat curhat
bahkan tempat berbagi sesama lainnya.”® Guru TPQ Muhammadiyah ini
memiliki apresiasi aktif dan kritis terhadap program peace education di Pacet.

Terlebih tatkala proses belajar mengajar berjalan, Mbak Mu’rifah kelihatan

sering menyodorkan pertanyaan-pertanyaan kritis.

7 Wawancara dengan Nurul Mu’rifah pada tanggal 30 Juli 2010

" FW sebagai media. Sementara media adalah perantara pesan dari pengirim kepada
penerima pesan. Media merupakan segala sesuatu yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan dari
pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, minat seseorang terhadap
pesan yang disampaikan. Media sangat efektif untuk menyampaikan idea tau gagasan dan
mensosialisasikannya kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain,
media menjadi salah satu sarana berkomunikasi antara sumber informasi dari pemerintah, penyuluh,
kepala desa, masayrakat agar tujuan pemberdayaan atau program tercapai secara efektif dan efesien.
Media dalam kegiatan pendampingan tidak hanya berperan menyampaikan ide. Lebih dari itu, dapat
dipergunakan sebagai cara untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman dan penghayatan
terhadap informasi yang disampaikan. Lihat Wahyudin, Sumpeno, Menjadi Fasilitator Efektif, Kiat-
Kiat Memberdayakan Masyarakat, (Jakarta: CRS, 2004)
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Lebih jauh, kehadiran FW ini menjadi sebuah media saling mengenal
antar sesama tetangga. Pacet merupakan desa transisional menuju Kota. Satu
sisi dengan kenyataan lokalitas, mereka masih tergantung pada pertanian.
Sementara disisi lain, gaya hidup bersosialisasi nyaris ti@ak diketemukan.
Oleh karena itu, terkadang diantara tetanggaan mereka tidak saling mengenal.
Hal ini tentu sangat dirasakan oleh Maria Elizabeth, selakv Sekretaris FW
Pacet. Dengan aktif di FW, selain mendapatkan ide atau pengetahuan baru dan
bertukar pengalaman, dia juga dapat mengenal para tetangganya. Perlu
diketahui, bahwa Maria Elizabeth merupakan pendatang di desa Pacet. Lahir
di Surabaya, 8 juli 1968. Ibu Maria --- sapaan Maria Elizabeth --- adalah
pendatang yang mengabdikan diri di Gereja Khatolik Pacet. Perempuan asli
Tandes, Surabaya ini adalah SLTA yang sehari-harinya menjadi Biarawati.

Sebagai sebuah media komunikasi dan transformasi, FW merupakan
bagian dari kerja sosial, baik ditingkat global maupun lokal. Dalam kerja
advokasi, misalnya media menjadi instrument pendukung terhadap
keberhasilan proses-proses legislasi-yuridiksi dan proses politik-birokrasi
dalam advokasi. Bahkan, begitu penting media untuk mendukung
keberhasilan kinerja kerja-kerja sosial dan kemanusiaan, ﬁxuncul lembaga
secara spesifik mensupport kebutuhan media bagi pengorganisir atau
crganisasi sosial.

Bagi Kuswarno, media semisal FW ini ternyata memiliki makna

universal. Bukan hanya menjadi media Peace education, melainkan juga
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mengembangkan nilai-nilai perdamaian melalui potensi lokal, semisal

pertanian dan kegiatan budidaya.
Tidak berbeda dengan pengalaman saya, tatkala menerima
undangan dari Pak Lurah (saat itu Bapak Yudi) dan ditindesi
dengan ajakan Pak Prawoto untuk ikut pertemuan dengan kawan-
kawan FLA (Forum Lintas Agama) Jawa Timur untuk
membicarakan kerukunan umat beragama. Saya juga masih sangsi,
mengapa harus saya. Keraguan itu kemudian terklarifikasi dari
keterangan Pak Yudhi, karena saya merupakan wakil dari agama
Kristiani. Belum tuntas selesai kebingungan itu, muncul
kebingungan baru ketika datang di pertemuan dan yang dibahas
bukan kerukunan antar umat beragama —sebagaimana termaktub

dalam undangan--, melainkan membahas soal air bersih, sampah
dan pertanian.”

Laki-laki kelahiran Bojonegoro 6 desember 1969 adalah salah satu
Jema’at Kristen Pacet, ia adalah salah satu pendatang di desa Pacet. Sebagai
pegawai Hotel Sativa, Kuswamo juga sangat kontributif dalam forum-forum
lintas agama yang difasilitasi pemerintah desa Pacet. Sebagai sebuah forum
penjembatan, FW ternyata tidak lantas kaku dalam menjalankan roda
kelembagaan dan fungsinya. Sebab, dalam FW bukan hanya menjadi media
peace education, melainkan juga pengembangan perdamaian berbasis
iokalitas, semisal membahas soal air bersih, sampah dan pertanian organik.

Dalam kerja membangun perdamaian, media berdaya guna sebagai
instrument pendukung utama antisipasi dan preventif. Media, semisal FW
dapat membantu dalam menciptkan suasana damai sebelum, selama, dan

sesudah konflik. Sebelum konflik terjadi, media sebenamya dapat berperan

*” Wawancara dengan Prawoto, Ketua FW Pacet, tanggal 28 Juli 2010
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mengangkat potensi-potensi damai yang ada dalam masyarakat untuk tujuan
pencegahan. Selama konflik terjadi, media dapat mengangkat potensi-potensi
penyelesaian. Sesudah konflik, media dapat mengingatkam public tentang
akibat dari konflik itu yang s +ngat merugikan dan jangan sampai terulang lagi.

Apa yang dirasakan Kuswarno diatas, sama halnya dengan apa yang
dirasakan Pak Pa’at tentang peran FW selama ini. Pria kelahira 9 Febuary
1942 yang sekaligus menjadi wakil FW Pacet ini secara tegas mengatakan
peran penting FW dalam kemajemukan di Pacet. Anggota jema’at GKJW
Pacet dan sekaligus pelopor berdirinya kelompok tani Wana Lestari, Pacet ini
sangat apresiatif terhadap FW. Peran yang dirasakannya selama ini sangatlah
besar.

Meskipun tidak tergolong muda, semangatnya untuk mengikuti setiap
kegiatan yang diagendakan FW tidak terbantahkan. Bagaimena tidak, setiap
kali ada kegiatan yang bersifat pengembangan skill maupun hanya sckedar
evaluasi FW, Pak Pa’at senantiasa hadir dan menjadi orang pertama yang
datang dengan tepat waktu. Hemat Pak Pa’at, selain menjadi media
komunikasi dan pembelajaran bersama, FW juga menjadi media membangun
kerjasama, kebersamaan dan gotong royong. Dengan kehadiran FW, kita bisa
lagi guyub antar sesame. Seolah-olah persoalan konflik masa lalu kita
tanggalkan semuanya.

Sama halnya dengan para informan lainnya. Mereka memaknai

kehadiran FW adalah media penting bagi kelanjutan program peace
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education. Adapun tujuan media ini, selain menjadi instrument transformasi
pengetahuan tentang manajemen konflik, transformasi dan rekonsiliasi
konflik; juga menjadi alat cultural membangun kebersamaan, gotong royong,
budaya kerjasama dan guyub antar sesama.

Oleh sebab itu, budaya damai yang menjadi capaian ideal dalam kerja
perdamaian bukan sesuatu yang instan.'® Budaya damai me.upakan abstraksi
dari keadaan yang guyub, rukun, menghormati perbedaan, gotong royong dan
sebagainya. Kesadaran seseorang akan pentingnya mewujudkan budaya damai
tidak dapat dipaksa dari Juar atau melalui perjanjian hitam diatas putih.

Untuk itu, mewujudkan budaya damai membutuhkan proses jangka
waktu panjang, membutuhkan kerjasama sinergis antar stakeholders
perdamaian. Kerja-kerja perdamaian juga harus tersusun rapi, terencana,

sistematis, memiliki tahapan-tahapan dan komprehensip.

. Peran Peace Education Berbasis Komunitas

Belajar tentang perdamaian berarti mendapatkan pengetahuan dan
pemahaman tentang apa yang memberikan kontribusi terhadap perdamaian,
apa kerusakan itu, apa yang menyebabkan perang, apa " berarti perdamaian
pada setiap tingkat Lagi pula.'” Belajar untuk perdamaian berarti belajar

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang kita perlu dalam rangka memberikan

'% Rubaidi, Achmad. Dkk. Jalan Lain Perdamain, hal., 88
%! http://www.spaceforpeace.net/download.php
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kontribusi terhadap perdamaian dan membantu menjaga itu. Sebagai contoh,
ini berarti, belajar untuk mengatasi konflik tanpa jalan kekerasan, belajar
untuk berpikir kreatif, belajar untuk menerapkan metode kekerasan non aktif
atau belajar untuk menangani perbedaan budaya dengan cara yang konstruktif.

Lebih jauh, Kampanye Global untuk Pendidikan Perdamaian berusaha
untuk membangun budaya perdamaian di masyarakat di seluruh dunia.: Hal
ini memiliki dua tujuan: (1) untuk membangun kesadaran publik dan
dukungan politik untuk memperkenalkan pendidikan perdamaian dalam
segala bidang pendidikan, termasuk pendidikan non-formal, di semua sekolah
di seluruh dunia. (2) Kedua, untuk mempromosikan pendidikan semua guru
mengdjar untuk perdamaian.'®

Sebagai sebuah misi perdamaian, PE yang diterapkan ditengah
komunitas majemuk FW adalah sebuh program jangka panjang. Sebagaimana
telah dipaparkan hasil penelitian diatas, setiap sessi dalam pertemuan PE
sudah diatur secara rinci yang tentu berpijak pada keinginan FW sendiri. Nur
Rakhmat, berasal dari Pacet Barat. Selain menjadi Sekdes, Pak Rakhmat ---
demikian panggilan akrab Nur Rakhmat--- juga menjadi Guru. Kehadiran
lulusan S1 ini sangat sentral 4i FW Pacet, meskipun ia tidak masuk struktural
dalam FW tetapi peran kulturalnya sangat besar.

“Bisa tahu tentang apa itu konflik, arti dan manfaat
perdamaian. Saling bersilaturrahmi, dan menghargai sesama

' http://www.spaceforpeace.net/pe.phtml
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tanpa melihat agamanya apa? Itung-itung ikut menciptakan
suasana Pacet yang tentrem.... "%

Kehadiran program PE ini ternyata ikut serta membangun desa Pacet,
sebagaimana diakui oleh sekretaris desa (Sekdes) Pacet ini. Wujud implikasi
pengembangan PE di Desanya tersebut adalah semakin tumbuhnya rasa saling
menghargai antar sesama. Bahkan, warganya, terutama anggota FW
senantiasa kritis dalam menanggapi persoalan kebijakan pemerintahan dan
konstruktif. Apresiasi positif dari salah satu perwakilan pemerintah desa ini
menjadi sinyal positif pengembangan PE di Pacet. kerja-kerja perdamaian
yang digagas FW dan FLA Jatim tentu bisa bersinergi dengan agenda desa.
Sehingga ada kerja sama yang saling menguntungkan; satu sisi, upaya
menh‘énsfonnasikan gagasan budaya damai dapat secara efektif, dan dilain
sisi, agenda program desa dalam memberdayakan masyarakatnya tak
terbengkalai.

Hal ini juga diakui oleh Wulyo juga telah malang melintang dalam
organisasi sosial kemasyarakatan Muhammadiyah Pacet. Sosok Wulyo
memang tegas dan /uwes pandangannya terutama mengenai kemajemukan
agama di Pacet. Oleh karena itu, Wulyo merupakan generasi awal yang
terlibat aktif dalam pengembangan nilai perdamaian yang disemai FLA Jatim.
Pandangannya tentang PE di Pacet, ternyata member kontribusi besar dalam

‘cara pandang’ masyarakat manakala melihat perbedaan.

'® Wawancara dengan Nur Rakhmad pada 27 Juli 2010
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Memperkaya wawasan tentang pentingnya menghargai
perbedean, apalagi perbedaan agama dan etnik. Disini kan
bukan hanya Islam, ada Kristen dan Khatolik, juga sebagian
ada yang Hindu. Disini juga bukan hanya suku Jawa saja, tapi
juga ada Madura, Orang Medan (Barak) dan orang
pendalungan.'®

Mojokerto merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur,
yang memiliki eskalasi kcnflik cukup tinggi, yaitu setingkat di bawah
Situbondo, Pasuruan, Madura dan Lamongan (Bakesbang, 2003). Meskipun
sebagian besar penduduk adalah keturunan Jawa, namun Jawa Timur juga
memiliki penduduk yang berasal dari suku/etnis lain, antara lain keturunan
China dan Jepang yang melakukan migrasi ke Indonesia pada jaman
penjajahan + 60 tahun lalu. Sedangkan terjadinya migrasi antar suku/etnis di
Indonesia mengakibatkan Jawa Timur memiliki komposisi penduduk antara
lain suku Madura, Jawa *Pendalungan’ yang merupakan percampuran antara
suku Jawa dan Madura, Sunda dan Batak serta suku-suku lain yang sebagian

besar merupakan pendatang di wilayah perkotaan.

Keberagaman di Pacet memang sedikit banyak bisa terjawab dengan
kehadiran PE. Tetapi, masih butuh energi besar untuk menciptakan budaya
damai. Ruang budaya bukan ruang kosong, melainkan terdapat proses panjang

yang memakan waktu dan energi. “Menawi mboten kito,.... Sinten

1% Wawancara dengan Wulyo pada tanggal 18 Juli 2010.
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male,....???" Semua sudah memikirkan ekonomi, mikir sendiri-sendiri, terus
yang memikirkan keharmonisan kita siapa.” Demikian tandas Mbak Nur.
Kegelisahan tersebut cukup beralasan. Bagaimana tidak, sebagai sebuah desa
semi kota, kehidupan warga Pacet nyaris sama dengan masxarakat perkotaan.
Ada kecenderungan antar tetangga saling tidak kenal, cenderung individualis
bahkan dalam konteks ekonomi mereka menganut paFam pragmatis.
Sehingga, program PE agak menemukan kendala tersebut. Kendati demikian,
program PE tetap mampu menjadi media transformatif, sekaligus menjadi

media perlindungan hak minoritas.

Sebagai sebuah praktek, PE adalah upaya menemukan identitas yang
tidak terdevinisikan. Oleh karena selama ini kelompok minoritas menjadi
komunitas yang terdiamkan (silent minority). Posisi demikian, mereka
menjadi obyek dari siapa saja yang memiliki kekuatan hegemonik yang
senantiasa menjadi praktek kolonialisasi.'® Dalam siklus seperti ini,
kelompok minoritas tidak memiliki pilihan kecuali melegitimasi mayoritas.

Alhasil, mayoritas menjadi sewenang-wenang dalam menentukan apapun,

' Praktik kolonialisme juga berhubungan erat dengan hegemoni yaitu kekuasaan yang

dicapai melalui suatu kombinasi paksaan dan kerelaan, Konsep yang berasal dari Gramsci, seperti juga
tertulis dalam buku Orientalisme, menilai ideologi sebagai medium yang dapat dipakai untuk
menyampaikan gagasan tertentu sehingga gagasan tersebut dipercaya kebenarannya (Said, 2001: 8-9;
Loomba, 2003: 38-39 ). Althusser yang meneliti lebih jauh pernyataan Gramsci menyebut adanya
lembage sosial tertentu yang menjadi medium penyampai gagasan : aparatus Negara represif (militer
dan polisi) dan aparatus Negara ideologis (sekolah, gereja, keluarga, media, sistem- sistem politik).
Christina Dewi Tri Murwani, Max Havelaar Dan Citra Antikolonial Sebuah Tinjauan Postcolonial,
(Yogjakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007), hal., 19
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sementara minoritas tidak memiliki kekuatan melakukan counter dominasi

tersebut.

Oleh karena itu, kehadiran FW dengan misi melakukan promosi
perdamaian merupakan angin segar bagi kelompok minoritas. FW
menyediakan ruang representatif bagi semua kelompok untuk saling berdialog
sekaligus mendapatkan pengetahuan tentang penghargaan terhadap sesama.
Dalamn konteks itu, PE memiliki peran penting menumbuhkan kesadaran
kesetaraan sckaligus keragaman. Bahwa, kemajemukan Pacet merupakan

sebuah keniscayazn tak tak bisa diingkari.

-Hal ini yang dirasakan E.S Pa’at, sebagai kelompok minoritas;
kehadiran PE merupakan langkah strategis dalam membangun tanpa
mendiskriminasi.

Sebagai minoritas, saya sangat merasakan manfaat pendidikan
perdamaian (peace education). Semua dituntut memiliki pemahaman
yang luwes, tidak kaku, toleran. Dengan program ini, kita menjadi
punya tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial. Semua

saling berkaitan, dan perubahan untuk lebih baik adalah cita-cita kita
bersama. '%

Mencennati paparan diatas, tentu apa yang menjadi kegelisahan Pak
Pa’at dalam sosio-keagamaan di desa Pacet mendapat angin segar setelah ada
program PE dari FLA Jatim. Bagaimana tidak, sebagai komunitas minoritas

tentu sangat dihantui oleh kekhawatiran yang luar biasa. Sebab, ancaman

1% Wawancara Dengan ES Pa’at pada tanggal 18 Juli 2010
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serangan, aksi kekerasan, intoleransi bisa datang sewaktu-waktu. Hemat Pak
Pa’at, kehadiran FLA Jatim melalui program PE ini tentu menyediakan pola
baru dalam lokus sosio-keagamaan di Pacet.

Dengan demikian, apa yang selama ini para FW alami merupakan
potret kehidupan sosio-keagamaan warga Pacet, khususnya anggota FW yang
multi dimensi. Jika selama ini mereka hanya bertindak selaras dengan kisah
konflik masa lalu, PE memberikan pemahaman baru tentang perbedaan. Oleh
sebab itu, menurut beberapa informan penelitian ini, PE tidak bisa disepelekan
begitu saja, program ini memiliki kontribusi besar dalam kehidupan yang
majemuk.

| Meskipun yang mengikuti secara rutin PE hanya sebatas lingkaran
FW, dalam perkembangannya anggota FW terus bertambah. Bahkan. kerap
kali manakala ada kegiatan yang bersifat promo perdamaian, masyarakat luas
terlibat didalamnya. Peran dan kontribusi inilah yang melatarbelakangi
pandangan masyarakat terhadap PE sebagai sebuh jawaban atas kebuntuhan

komunikasi.

D. Analisis Penelitian

1. Peace Education Sebagai Nilai

Sebagai sebuah proses transfer of knowladge, PE di Pacet merupakan

program yang bertujuan menciptakan budaya damai. Hanya saja, penciptaan
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budaya damai ini melalui program pendidikan yang diarahkan pada
transformasi nilai-nilai perdamaian, baik secara universal maupun konteks
lokalitas.

Jika konsep PE ini diterapkan sebagaimana yang dilakukan di Negara
lain, dan juga sama halnya dengan yang UNICEF lakukan. Maka, tidak
menemukan basis kontekstualisasi dengan kebutuhan lokal. Kenyataan ini
meryjuk pada fakta konflik yang terjadi di Pacet; adalah jenis konflik laten
(latent conflict) yang suatu saat menjadi konflik terbuka (manifest conflict).
Sehingga, PE di Pacet menjadi berbeda dengan PE di berbagai Negara
lainnya.

Kendati demikian, program PE di Pacet tidak lantas menafikan
gagasan utama membangun perdamaian. Tujuan PE yang mengidealkan
terciptanya masyarakat damai dengan berpijak pada nilai-nilai toleransi,
multicultural, dan kearifan lokal menjadi misi utama dalam program PE ini.
Kalau demikian, maka kebutuhan lokalitas Pacet mendorong perlu adanya
dialog konsep PE dengan fakta yang dihadapi.

Selain berbasis kebutuhan, PE di Pacet ini lebih menitik beratkan pada
inovasi berbasis nilai yang tanpa mereduksi nilai perdamaian yang
sesungguhnya ingin disampaikan. Sehingga, program semisal buvdidaya
potensi lokal disana dimuati dengan proses PE. Jika demikian, maka PE di

Pacet merupakan sesuatu yang memiliki keunikan tersendiri.
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Upaya kontekstualisasi konsep PE sangat perlu dilakukan. Sebab, jika
merujuk pada dasar PE adalah sebuah upaya “humanisasi” meniscayakan
untuk itu. Lebih jauh, agenda mempromosikan perdamaian, manajemen

konflik dan rekonsiliasi konf ik menjadi membumi.'"’

. Peace Education Berbasis Komunitas

Menyadari bahwa PE merupakan sebuah nilai yang universal dan
dinamis, maka kekuatannya terletak pada kontektualisasi teoritik serta
perangkat kerja praksis. Dialektika antara teori dan praksis dalam sejarah
kerja-kerja PE senantiasa melahirkan metode, pendekatan dan instrument
kerja yang berbeda-beda. Hal ini memberikan inspirasi kepada para pendidik
untuk selalu memproduksi gagasan-gagasan praksis sebagai manifestasi.

Dari kontektualisasi teoritik PE berdasarkan kebutuhan. Pemahaman
ini menjadi desar FLA Jatim untuk menyusun krangka konsep dan kerja PE
berbasis komunitas. Mencermati bahwa Pacet sebagai cover area program.
Pergeseran dan benturan sosial di desa Pacet telah terjadi pada masa lampau.
Dengan demikian, komunitas yang ada sekarang bukanlah merupakan pelaku
sejarah ataupun korban langsung dari konflik yang terjadi. Akan tetapi, aroma

kebencian scrta nuansa ketegangan antar agama dan etnis masih demikian

197 Berdasarkan pengalaman di beberapa Negara, misalkan di Afrika maupun di Irak,

UNICEF melakukan program PE secara formal, seperti umumnya lembaga pendidikan. Jadi, mereka
murni “Pendidikan Normatif” tetapi mengesampingkan muatan local yang berbasis pada kearifan yang
dikreasikan menjadi media transformasi PE. Lihat Susan Fountain, Peace Education in UNICEF,
(New York: UNICEF, 1999)
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melekat. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena
ranformasi konflik tersebut, antara lain; Pertama, kegagalan sejarah dalam
menyelesaikan konflik. Artinya, ekskalasi konflik yang tinggi waktu itu telah
menyebabken banyak pihak terluka baik secara fisik maupun psikologis.
Ketixa konflik terbuka tidak diimbangi dengan kesadaran komunitas atau
pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya, maka konflik akan
berhenti seperti layaknya kobaran api yang akhimya pada tetapi masih
menyimpan titik api. Titik api tersebut akan tetap tertutup abu dan puing-
puing, kelihatannya lengang dan damai, ketika ada tiupan angin yang
mengubarkan titik api tersebut menjadi kobaran api.

" Kegagalan sejarah untuk menyelesaikan konflik itulah yang
menyebabkan tersisanya bara api seperti halnya konflik masa lalu Pacet yang
mewariskan trauma dan kebencian hingga sekarang. Ketiadaan penyelesaian
konflik itulah yang menyebabkan tuduhan-tuduhan, kebencian-kebencian
tidak mempercleh jawaban, sehingga akan terus tumbuh dan tertransformasi
dari generasi ke generasi. Kedua, adanya streotipe atau primordialisme agama
dan kelompok yang kuat. Artinya, komunitas yang sebenarnya bukan
merupakan bukan bagian dari konflik masa lalu, tetapi merasakan
ketersinggungan dan kebencian sebagaiman halnya pelaku konflik, karena
didorong oleh kesamaan agama, etnik maupun kelompok. Sehingga
komunitas hari ini, akhirnya menjadi pewaris konflik masa lalu yang

menyimpan potensi konflik terbuka di kelak kemudian hari.
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Fenomena yang tampak dipermukaan, komunitas pasca konflik ini
senantiasa menampakkan kondisi yang normal sebagai masyarakat yang lain.
Hal ini didukung oleh keengganan komunitas untuk terbuka dan membahas
kembali persoalan tersebut kepada pihak Jain. Kenyataan inilah yang
tersembunyi dan sebenarnya menyimpan bara api konflik yang sangat besar.
Akhirnya, pada konteks inilah program PE menjadi sangat relevan bekerja
pada masyarakat pasca konflik.

Berpijak pada kenyataan sejarah dan sosiologi komunitas itulah maka
diperlukan pendekatan yang tepat, agar misi perdamaian dapat disampaikan.
Pendekatan secara tektual formalistik yang secara terang-terangan
menaWarkan perdamaian, jelas akan menuai banyak kegagaian. Pendekatan
ini justru tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan dan
kebingungan warga, karena secara kasat mata dilingkungan komunitas tidak
sedang terjadi konflik. Lambat laun warga akan menjadi curiga dan bahkan
resah dengan masuknya program PE.

Oleh karena itu, PE ini tidak serta merta masuk begitu saja, melainkan
membutuhkan proses panjang. Salah satu agenda utama adalah rembentuk
komunitas, berdasarkan kesepakatan warga dan FLA Jatim menjadi
fasilitatornya akhirmya Forum Warga (FW) menjadi nama bagi komunitas ini.

Berpijak dari komunitas inilah, program PE memasuki target
operasinya. Secara pelan tapi pasti, PE menjadikan mereka sebagai komunitas

yang berdaya, kritis dan independen. Selain itu, wadah ini menjadi sarana
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komunikasi lintas agama dan etnik yang selama ini mengalami
disharmonisasi.

Menumbuhkan budaya damai di tengah komunitas plural, selain
membutuhkan proses panjang, juga inovasi dalam memilih pendekatan yang
kontektual. Dua hal tersebut menjadi pra-syarat yang harus divenuhi dan
seyogianya menjadi fokus perhatian para pekerja perdamaian. Sebab, budaya
damai mengidealkan tumbuhnya kesadaran yang bersarang jauh di dalam
dada. Indikator dari tumbuhnya kesadaran adalah terbentuknya sikap
penerimaan setiap individu atas keberbedaan sebagai bentuk keniscayaan
kehidupan.

| Proses yang ditempuh semakin lama, ketika budaya damai diusahakan
dalam masyarakat yang memiliki potensi konflik cukup besar. Langkah-
langkah instan, bukan saja akan mendistorsi konsep, tetapi justru akan
berakibat fatal dan kontra produktif terhadap tercapainya budaya damai
sendiri.

Salah satu pendekatan untuk menumbuhkan budaya damai tersebut
adalah adalah PE berbasis komunitas. Dalam pengertian PE, budaya damai
dapat terwujud dengan meminimalisir potensi konflik sampai ke akarnya.
Secara sederhan, PE berbasis komunitas dapat dimaknai sebagai upaya
membangun perdamaian berbasis komunitas demgan menyelesaikan
persoalan-persoalan lokal yang terjadi oleh komunitas tersebut secara mandiri.

Dalam proses demikian, masing-masing elemen dalam komunitas

132



memperoleh ruang komunikasi antar sesama. Terbukanya ruang komunikasi
ini menjadi media utama untuk diseminasi pemahaman dan peneriman antar
individu maupun kelompok.

PE berbasis komunitas menemukan relevansi kontektual, ketika
implementasinya menggunakan pendekatan penyelesaian masalah-masalah
lokal bersama yang dihadapi dalam komunitas. PE berbasis komunitas
merupakan sebuah model pendekatan ekonomi, sosial, politik, dan
permasalahan yang lain yang sedang dihadapi warga komunitas tertentu
sebagai target antara (media) untuk membangun ruang komunikasi, dialog,
daﬁ pencairan hubungan emosicnal antara kelompok-kolompok rawan konflik
atau rentan terhadap muncunya konflik.

PE bertitk tolak pada tumbuhnya kesadaran dan pemahaman
kelompok masyarakat tentang nilai-nilai toleransi (folerance), ekseptabilitas
(acceptability), dan realitas keberbedaan (reality of pluralism).

Dalam proses realisasinya, PE berbasis komunitas meniscayakan
tahapan-tahapan langkah sistematis. Tetapi, selama ini belum ada kesepakatan
buku antar pekerja perdamaian tentang langkah-langkah sistematis dimaksud.
Sehingga FLA Jatim menentukan implementasi PE berbasis komunitas
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

Pertama, melakukan need assessement. Aktivitas need assessement
dilakukan dengan bentuk penelitian kebasis untuk menggali data dan

mendeteksi potensi konflik yang terjadi ditingkat lokal. Sinyalemen konflik
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didapatkan dari data sejarah konflik yang pernah terjadi pada masa lalu,
ketegangan-ketegangan yang sedang terjadi, sikap elit lokal dan masyarakat
secara individu dalam menghadapi ketegangan, dll. Data-data yang diperoleh
pada langkeh pertama ini dianalisis dan ditarik kesimpulan berdasarkan
konsep peacebuilding. Tahapan ini juga digunakan untuk menilai
kemungkinan diseminasi budaya damai.

Kedua, mengamati secara detail kondisi obyektif di tingkat lokal.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat dalam
berbagai aspeknya, kearifan-kearifan lokal yang masing-masih dipegang,
permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama, dan potensi-petensi
wilayah.

Ketiga, inisiasi pend: mpingan melalui forum-forum pertemuan warga.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menggali informasi dari peserta
yang terdiri berbagai latar belakang keyakinan dan mensosialisasikan
pentingnya budaya damai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi nersama. Selain itu, agenda pertemuan dilanjutkan dengan
menbentuk forum warga ketika dijumpai kesamaan tujuan dan keinginan dari
peserta pertemuan. Forum warga menjadi media alternative bagi masyarakat
warga yang plural untuk membuka ruang-ruang dialog dan komunikasi.

Keempat, penguatan forum warga. PE berbasis komunitas
mengidealkan masyarakat yang tergabung dalam forum warga menjadi pilar-

pilar perdamaian ditingkat lokal. Harapan ini menuscayakan adanya
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penguatan-penguatan forum warga secara kelembagaan, meiiputi pembuatan
aturan main dan mekanisme kelembagaan (institusional building), penguatan
sumber daya manusia pengelola forum warga (capacity building) dan
pembuatan program kerja forum warga. i

Kelima, implementasi program kerja forum warga. Forum warga Pacet
melakukan uji coba pengulahan sampah organic rumah tangga menjadi pupuk
kompos dan uji coba pertanian organic bawang merah. Proses implementasi
program kerja ini dilakukan secara bersama-sama oleh anggota forum warga
dan melibatkan stakeholder. Proses ini juga meniscayakan terbangunnya
dialog dan komunikasi inten atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan.

Keenam, tranformasi media kampanye kontektual. Tujuan media
kampanye kontektual untuk mensosialisasikan forum warga secara
kelembagaan dan program-p.ogram kerja yang telah dilakukan dalam bingkai
kebersamaan. Pada tahap selanjutnya, pemahaman warga secara luas tentang
eksistensi forum warga melalui media kampanye, dapat memunculkan
mobilisasi dan massifikasi dari masyarakat.

Enam tahapan di atas yang telah dilakukan FLA Jatim dalam usaha
menumbuhkan budaya damai di tingkat lokal melalui PE berbasis komunitas.
Keseluruhan proses tersebut dilalui dalam kurun waktu dua tahun. Proses
panjang berdasarkan tahapan-tahapan yang terencana dan menggunakan
pendekatan Kebutuhan masyarakat tersebut merupakan target antara (target

penyampai) untuk menumbuhkan kesadaran warga. Kesadaran warga akan
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pentingnya budaya damai dan kemampuan menyikapi secara obyektif
persoalan lokal inilah yang menjadi target dari konsep PE berbasis komunitas.
Sehingga, berbagai persoalan laten conflict dapat diminimalisir dan tidak

sampai memunculkan manifest conflict.

. Peran Penting Peace Education Berbasis Komunitas

Pluralitas agama dan multikulturalis adalah potret masyarakat Pacet.
kemajemukan adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dihidari.'® Sebagai
masyarakat yang memiliki aneka ragam agama dan etnik, Pacet memiliki
kekuatan sekaligus mempunyai kelebihan. Kemajemukan menjadi ancaman
tatkala ia hadir seiring dengan konflik yang mengancam kemajemukan
tersebut. Sementara kemajemukan menjadi kekuatan tatkala ia mampu
menyatu menjadi sebuah kekuatan yang satu dengan lainnya saling mengisi.

Kehadiran PE merupakan dalam rangka menegaskan kemajemukan
menjadi modal utama dalam membangun bangsa. Tanpa adanya penegasan
kemajemukan adalah kekuatan mustahil kekuatan bangsa yang solit tercapai.
Justru sebaliknya, ia akan menjadi ancaman yang malah menghancurkan
kemajemukan tersebut. Kesadaran atas kemajemukan ini jelas Nampak dalam

wawancara peneliti dengan para informan. Bahwa mereka memiliki kesadaran

'% Tentang pluralitas/konstruksi sosio-keagamaan masyarakat Pacet telah dipaparkan di Bab
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kolektif untuk hidup secara bersamaan, berdampingan tanpa rasa curiga
bahkan tanpa kekerasan.

Kesadaran bersama ini menjadi modal besar dalam membangun entitas
atau kelompok yang terbayang (imagined community),’” -terlebih ditengah
ragam entitas bangsa yang berdiam di Indonesia. Bangsa Indonesia senantiasa
tidak tunggal, melainkan tersusun dari sekian bangsa yang menjadi kerangka.
Sebagai bangsa plural dan multicultural, masing-masing entitas bangsa
Indonesia senantiasa mengandaikan sebuah tatanan sosial yang harmonis.
Inilah point penting membangun komunitas yang diidealkan, sebuah tatanan
yaﬁg menghargai dan menghormati keragaman agama, budaya, bahasa, dan
suku.

Tatanan ini tidak saja membawa problem krusial bagi kelangsungan
dan keberlanjutan ekonomi, politik dan budaya, melainkan juga problem
kedamaian dalam konstruk besar Negara-bangsa (Nation-state building). Alih-
alih keragaman membawa problem tersendiri bagi keutuhan dan integritas
Negara-bangsa, tentu saja dibarengi oleh semakin derasnya “negasi” dan
“ekslusi” identitas kemajemukan agama, dan bahkan kelangsungan pro-
eksistensi kemnanusiaan. Lebih singkatnya, sikap demikian ---meskipun bukan

sebagai satu-satunya entitas pendorong (driving force), tak urung semakin

% 0'G Anderson, Benedict, Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang,
terjemah, Omi Intan Naomi (Yogyakarta: INSIST, 2002)
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menjauhkan bangunan Negara-bangsa dari bangunan kedamaian (peace
building).

Dengan demikian, keragaman agama, dan etnik di Pacet perlu
penegasan imagined community sebagai konfigurasi ide kolektif dalam
memberi ruang yang menjadi payung kebersamaan. Setidaknya, penegasan
imagined community dalam bingkai keragaman mengkikis derasnya sikap
afirmatif yang dilakukan kelompok keagamaan.!!?

Kehadiran Peace Education berbasis komunitas menjadi jawaban atas
kesenjangan komunikasi lintas agama di Forum Warga (FW) Pacet. lebih
jaﬁh, Peace Education berbasis komunitas justru tanpa dlsadan adalah sebuah
transformasi nilai-nilai perdamaian. Sebab, tanpa sadar anggota forum warga
melakukan internalisasi nilai-nilai yang didesiminasi oleh FLA Jatim.

Hal ini Nampak jelas dari beberapa pengakuan anggota FW yang
peneliti berhasil wawancarai. Mereka sangat beruntung dengan kehadiran
Peace Education berbasis komunitas, terlebih lagi program ini bersifat
pemberdayaan. Bukan hanya materi-materi yang bersifat vertical, yang hanya
merujuk pada konsep dasar PE, apa yang dilakukan FLA Jatim adalah
antroposesntrisasi gagasan PE tanpa mereduksi pesan Damai. Dengan
mengangkat maksimalisasi potensi local sebagai media membangun

kebersamaan, toleransi dan gotong royong.

"' Dalam beberapa wawancara yang peneliti lakukan, seperti halnya dalam Bab 4. Secara
emplisit anggota FW tersebut membanyangkan sebuah tata masyarakat yang menghargai
kemajemukan, rukun, gotong royong dan menegasikan sentimentil
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BABV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peace Education (PE) merupakan sebuah konsep baru. Gagasan PE adalah
respon perkembangan zaman atas maraknya konflik anatar agama, etnis dan
perang. Sebagai sebuah konsep baru, PE menjadi bagian dari rekayasa social
(social engineering) menuju sebuah tata kehidupan baru; yaitu perdamaian.
PE dikembangkan sebagai alat untuk mencapai tujuan perdamaian. PE adalah
pendidikan yang "diarahkan pada pengembangan penuh dari kepribadian
manusia dan memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan
kebebasan dasar”.

2. PE di Pacet yang di fasilitasi Yayasan Forum Lintas Agama (FLA) Jawa
Timur merupakan gagasan baru implementasi PE. Bahkan, ada terobosan baru
dalam melakukan rekayasa social melalui upaya kontekstualisasi. Meskipun
menjadikan pedoman PE ala UNICEF dan lembaga-lembaga yang concern
dalam isu perdamaian sebagai ruj\;kan, FLA Jatim melakukan modifikasi
konseptual maupun praktek PE kedalam lokus Pacet. Lahirlah Peace
Education berbasis komunitas.

Tanpa mereduksi nilai-nilai perdamaian dalam konsep PE, FLA Jatim
melakukan trobosan pembelajaran baru. Selain mengedepankan aspek

‘Kognitif’ perdamaian, juga mengembangkan aspek ‘psikomotorik dan
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afektif’. Lompatan yang dilakukan FLA Jatim melalui program PE ini,
ternayata cukup efektif dalammenciptakan ‘Budaya Damai’. Jika sebelumnya,
ada saling curiga; mulai darl isu Kristenisasi, Radikalisme Agama, dan
Sentimen pribadi berangsur dapat direduksi melalui program ini.

3. Masih adanya ketertutupan persepsi anggota Forum Warga (FW) terhadap
konflik lintas agama. Namun, secara implisit dari beberapa keterangan
informan penelitian ini, terdapat ketegangan atas kecurigaan yang berpangkal
pada isu Kristenisasi dan maraknya fundamentalisme agama.

4. Bagi warga Pacet, khususnya adalah anggota FW, peran PE ini dirasakan
sangat penting sekali dalam dinamika kehidupan beargama mereka. Kehadiran
PE di di Forum Warga mengantarkan pada perubahan-perubahan pola
komunikasi lintas agama. Secara tanpa sadar, PE masuk dalam ruang
kesadaran anggota FW sekaligus mendorong pada perilaku sosiologis dengan
mencerminkan budaya damai. Alhasil, peran PE dalam konteks sosio-
keagamaan sangat penting terutama tatkala dihadapkan pada kemajemukan

masyarakat Pacet Kabupaten Mojokerto.

B. Saran
Sebagai saran peneliti yang tentu berdasarkan hasil penelitian ini, ada tiga hal
yang perlu mendapat perhatian, yaitu; Perfama, Program PE hendaknya,
dimanapun itu lokusnya akan lebih efektif jika dilakukan secara dialektis.
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Artinya, kerangka konseptual hendaknya dikontekstualisasi berdasarkan
kebutuhan lokalitas. Kedua, sebagai sebuah terminology pendidikan non formal,
PE hendaknya melibatkan para stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat dan
pemuda. PE bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan actor konflik, melainkan
menjadi saran transformasi nilai-nilai universal perdamaian. Ketiga, Pemerintah
hendaknya melakukan fasilitasi, atau desiminasi nilai-nilaj pluralism dan
multikulturalisme (perdamaian) dalam pendidikan formal. Fakta, bahwa bangsa
Indonesia adalah berpondasi sebuah keragaman agama, etnis, bahasa dan budaya.
Sebab, kemajemukan tidak selamanya menjamin keharmonisan, melainkan juga
berpotensi menjadi pemecah integrasi bangsa. Sehingga, perlu adanya desiminasi

nilai-nilai toleransi sejak dini.
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